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ANALISIS IMPLEMENTASI CONTRACTOR SAFETY 
MANAGEMENT SYSTEM SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN 

KINERJA KESELAMATAN KONTRAKTOR DI 
PERUSAHAAN TAMBANG EMAS SUMATRA UTARA 

Muhammad Faiqul Azmi 

ABSTRAK 

Peningkatan penggunaan jasa kontraktor di Perusahaan Tambang Emas 
Sumatra Utara diikuti oleh meningkatnya insiden yang melibatkan kontraktor. 
Jumlah kontraktor meningkat dari 37 pada 2022 menjadi 38 pada 2023 dan 64 pada 
2024, sedangkan jumlah insiden bertambah dari 24 menjadi 69 dan 64 kasus. 
Kesenjangan kinerja keselamatan juga terlihat pada jam kerja bebas Lost Time 
Injury (LTI), yaitu 24.108.762 jam pada perusahaan dan 76.051 jam pada 
kontraktor. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi Contractor Safety 
Management System (CSMS), mengidentifikasi akar penyebab indikator yang 
belum optimal, serta menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan kerangka 
SMART. Penelitian dilakukan di Departemen Occupational Health Safety and 
Environment dengan mengacu pada SOP CSMS perusahaan dan Kepdirjen Minerba 
ESDM Nomor 185.K/37.04/DJB/2019. Metode yang digunakan meliputi Gap 
Analysis, 5 Why Analysis, Fault Tree Analysis, dan expert judgement. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dari 29 indikator operasional 
mencapai tingkat implementasi 80–100%. Empat indikator masih berada di bawah 
75%, yaitu review Contractor Scope of Work, pelaporan inspeksi Safety Watcher, 
pelaporan kinerja keselamatan bulanan kontraktor, dan tindak lanjut evaluasi 
keselamatan. Secara umum, implementasi CSMS tergolong baik, tetapi masih 
memerlukan penguatan struktur pengelolaan, sistem data, instrumen evaluasi, serta 
mekanisme feedback dan tindak lanjut. 

 

Kata kunci: Contractor Safety Management System, Fault Tree Analysis, Gap 
Analysis, SMART , 5 Why Analysis. 
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 ANALYSIS OF CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT 
SYSTEM IMPLEMENTATION AS AN EFFORT TO IMPROVE 

CONTRACTOR SAFETY PERFORMANCE IN A GOLD MINING 
COMPANY IN NORTH SUMATRA 

Muhammad Faiqul Azmi 

ABSTRACT 

The increasing use of contractor services in the North Sumatra Gold Mining 
Company has been followed by a rise in contractor-related incidents. The number 
of contractors increased from 37 in 2022 to 38 in 2023 and 64 in 2024, while the 
number of incidents increased from 24 to 69 and 64 cases, respectively. A gap in 
safety performance was also identified based on Lost Time Injury (LTI)-free 
working hours, with the company achieving 24,108,762 hours compared to 76,051 
hours achieved by contractors. This study aims to evaluate the implementation of 
the Contractor Safety Management System (CSMS), identify the root causes of 
suboptimal indicators, and develop improvement recommendations based on the 
SMART framework. The research was conducted in the Occupational Health, 
Safety, and Environment Department by referring to the company’s CSMS Standard 

Coal, Ministry Operating Procedures (SOP), and the Decree of the Director 
General of Mineral and Energy and Mineral Resources Number 
185.K/37.04/DJB/2019. The methods used in this study include Gap Analysis, 5 
Why Analysis, Fault Tree Analysis, and expert judgment. The results show that most 
of the 29 operational indicators achieved an implementation level of 80- 100%. 
Four indicators remained below 75%, namely Contractor Scope of Work review, 
Safety Watcher inspection reporting, monthly contractor safety performance 
reporting, and safety evaluation feedback. Overall, the CSMS implementation is 
categorized as good; however, further improvements are required in management 
structure, data management systems, evaluation instruments, as well as feedback 
and follow-up mechanisms. 

 

Keywords: Contractor Safety Management System, Fault Tree Analysis, Gap 
Analysis, SMART , 5 Why Analysis. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki sumber daya mineral dan energi yang besar dan 

menjadi salah satu penopang ekonomi nasional. Pada struktur Produk 

Domestik Bruto (PDB) menurut data lapangan usaha oleh Badan Pusat 

Statistik, sektor pertambangan dan penggalian tercatat sebagai salah satu 

kontributor utama, sehingga kinerja sektor ini berimplikasi langsung pada 

produktivitas nasional dan berkesinambungan pada rantai pasok industri 

turunannya (Badan Pusat Statistik, 2025). Sedangkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, aktivitas pertambangan juga berkorelasi 

dengan kapasitas fiskal melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam, 

termasuk mineral dan batubara. Dengan demikian, keberlanjutan operasi 

pertambangan berpengaruh dengan stabilitas ekonomi nasional juga tata kelola 

pendapatan pemerintah pusat dan daerah. 

Karakteristik operasional pertambangan memiliki tingkat risiko bahaya 

yang tinggi karena aktivitas produksi berlangsung secara berkelanjutan, 

melibatkan penggunaan alat berat, serta menuntut kewaspadaan dan kendali 

kerja yang konsisten dalam durasi panjang. Pada kondisi aktual di lapangan, 

pekerja kerap menerapkan sistem kerja dengan durasi panjang. Dalam hal ini, 

beban kerja yang tinggi dapat menurunkan kualitas tidur dan mendorong 

meningkatnya kelelahan kerja (work fatigue), sehingga pada akhirnya 

berpotensi meningkatkan peluang terjadinya kecelakaan kerja (Hidayanti & 

Sumaryono, 2021). Berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI) 

tahun 2023, pada tahun 2022 total kecelakaan pertambangan tercatat 378 

kasus. Sedangkan pada tahun 2023 tercatat 217 kasus dengan rincian 104 

kategori ringan, 65 kategori berat, dan 48 kategori fatality. Angka kasus 

kejadian tersebut mengalami penurunan dari tahun 2022 sampai 2023, namun 

secara data rasio kekerapan (frequency) dan keparahan (severity) angka 

kecelakaan tambang di Indonesia mengalami kenaikan. Hal ini ditunjukan 

denhan frequency rate (FR) sebesar 0.13 dan severity rate (SR) 123.89 pada 
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tahun 2022, dibandingkan dengan FR 0.8 dan SR 165 pada tahun 2023 (Susanto 

dkk., 2025). 

Risiko keselamatan cenderung meningkat pada aktivitas yang melibatkan 

pihak ketiga atau kontraktor dikarenakan perbedaan kompetensi, kepatuhan 

prosedur, dan konsistensi pengendalian di lapangan, oleh karena itu diperlukan 

instrumen yang terstruktur untuk mengelola keselamatan kontraktor melalui 

contractor safety management system, mulai dari seleksi dan persyaratan, 

kontrol pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi kinerja K3 kontraktor 

(Wardhani, 2022). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan 

Batubara Nomor 185.K/37.04/DJB/2019, Pemegang IUP Operasi Produksi, 

IUP Khusus Operasi Produksi, dan IUP OPK Pengolahan dan/atau Pemurnian 

wajib memiliki sistem manajemen keselamatan pertambangan kontraktor 

(contractor safety management system) bagi kontraktor yang terlibat pada 

tahapan pekerjaan pengolahan dan/atau pemurnian. Contractor safety 

management system dilaksanakan melalui prosedur terdokumentasi yang 

mengatur persyaratan, seleksi, dan penetapan kontraktor, dilanjutkan dengan 

penetapan tanggung jawab serta mekanisme pemantauan, pelaporan, dan 

evaluasi kinerja. Pada tahap penetapan, kontrak kerja harus memuat komitmen 

kepatuhan terhadap persyaratan Keselamatan Pertambangan beserta sanksi 

ketidaksesuaian, sekaligus mewajibkan kontraktor menjelaskan program dan 

pembiayaan keselamatan, memastikan kompetensi tenaga kerja, serta 

menjamin kelayakan sarana, prasarana, dan peralatan. Pengendalian diperkuat 

melalui pelaporan berkala kepada kepala teknik tambang termasuk kejadian 

nyaris celaka (nearmiss), kerusakan properti (property damage), kejadian 

berbahaya, cidera, dan sakit akibat kerja serta evaluasi berkala melalui 

pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit hingga evaluasi akhir kontrak 

dalam bentuk laporan kinerja dan umpan balik perbaikan. 
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Gambar 1. 1 Grafik Perbandingan Jumlah Insiden 

Sumber: (Perusahaan Tambang Emas, 2025) 

Berdasarkan grafik yang disajikan, terjadi peningkatan jumlah insiden 

yang signifikan pada operasional perusahaan, khususnya yang melibatkan 

kontraktor. Pada tahun 2022, jumlah insiden yang tercatat pada perusahaan 

adalah 31 insiden, sementara kontraktor tercatat 24 insiden. Namun, pada 

tahun 2023, jumlah insiden yang melibatkan kontraktor melonjak menjadi 69 

insiden, sementara perusahaan mengalami 63 insiden. Di tahun 2024, 

meskipun jumlah insiden pada perusahaan menurun menjadi 57 insiden, 

jumlah insiden pada kontraktor tetap tinggi dengan 64 insiden. 

 
Gambar 1. 2 Grafik Penggunaan Jasa Kontraktor Terhadap Jumlah Insiden 

Sumber: (Perusahaan Tambang Emas, 2025) 

Jumlah insiden yang melibatkan kontraktor menunjukkan kecenderungan 

meningkat seiring meningkatnya penggunaan jasa kontraktor. Data internal 

perusahaan menunjukkan jumlah kontraktor naik dari 37 kontraktor pada 2022 
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menjadi 38 kontraktor pada 2023 dan meningkat signifikan menjadi 64 

kontraktor di 2024. Pada saat yang sama, insiden yang melibatkan kontraktor 

juga meningkat dari 24 insiden pada 2022 menjadi 69 insiden di 2023 dan tetap 

tinggi 64 insiden pada 2024. Selain itu, terdapat ketimpangan kinerja 

keselamatan yang terlihat pada indikator jam kerja bebas LTI (Lost Time 

Injury), yaitu perusahaan 24.108.762 jam, sedangkan kontraktor 76.051 jam. 

Ketimpangan tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan (gap) penerapan 

pengendalian risiko pada pihak kontraktor dibandingkan standar kinerja 

keselamatan yang dicapai perusahaan. 

Tabel 1. 1 Jam Kerja Bebas LTI  

Jam Kerja Bebas Lost Time Injury 
Juli 2025 

Perusahaan  24.108.762 

Kontraktor 76.051 

Site (Perusahaan & Kontraktor) 110.976 

Sumber: (Laporan Perusahaan Tambang Emas Semester 1, 2025) 

Dalam rangka pengendalian keselamatan kontraktor, perusahaan telah 

menerapkan Contractor Safety Management System yang disusun dengan 

mengadopsi prinsip-prinsip pada ISO 45001, SMK3, dan SMKP. Namun, 

mengingat perusahaan beroperasi di sektor pertambangan, pedoman utama 

pelaksanaannya mengacu pada sistem manajemen keselamatan pertambangan 

sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara 

Nomor 185.K/37.04/DJB/2019.  

Meskipun demikian, masih ditemukannya insiden pada kontraktor dan 

ketimpangan capaian jam kerja bebas lost time injury yang mengindikasikan 

perlunya evaluasi implementasi Contractor Safety Management System secara 

lebih terukur dan objektif, agar dapat diidentifikasi tahapan yang belum efektif 

sekaligus menentukan prioritas perbaikan yang paling relevan. Penelitian ini 

menggunakan metode Gap Analysis untuk menilai tingkat kesesuaian 

Contractor Safety Management System yang diterapkan di perusahaan 

terhadap persyaratan standar yang digunakan. Pelaksanaannya dilakukan 

melalui penggunaan checklist terstruktur yang disusun berdasarkan kriteria 
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standar operasional perusahaan untuk mengidentifikasi perbedaan antara 

kondisi aktual dengan kondisi yang dipersyaratkan. Tujuan utama penerapan 

Gap Analysis adalah untuk mengukur tahapan implementasi Contractor Safety 

Management System, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang masih 

memerlukan perbaikan. Melalui metode ini, penilitian dapat memperoleh 

gambaran yang objektif mengenai sejauh mana sistem manajemen 

keselamatan kontraktor telah memenuhi standar yang digunakan. Manfaat Gap 

Analysis tidak hanya terbatas pada identifikasi tahap yang belum terpenuhi, 

tetapi juga memberikan gambaran kuantitatif mengenai tingkat kesiapan dan 

besaran kesenjangan yang ada (Yoshana dkk., 2021). 

Namun demikian, karena Gap Analysis hanya menunjukkan area yang 

masih memiliki kesenjangan tanpa menggali penyebab mendasarnya, 

diperlukan metode lanjutan agar rekomendasi perbaikan lebih tepat sasaran. 

Untuk tujuan tersebut, digunakan Root Cause Analysis untuk mendalami dan 

mengidentifikasi akar penyebab dari setiap permasalahan yang ditemukan. 

Metode ini efektif dalam menelusuri penyebab terjadinya ketidaksesuaian 

(abnormality) dalam suatu proses, sehingga akar masalah dapat diidentifikasi 

secara sistematis dan dapat ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan yang 

tepat (Adyatama & Handayani, 2018). 

Selanjutnya, perumusan rekomendasi perbaikan Contractor Safety 

Management System dapat disusun lebih sistematis dengan menempatkan 

kerangka SMART sebagai tahap penetapan target setelah permasalahan 

diidentifikasi dan akar masalah dipetakan. Kerangka SMART digunakan untuk 

menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas 

waktu, sehingga tiap tahap memiliki indikator keberhasilan yang terukur dan 

memudahkan evaluasi efektivitas program (Rakhmanhuda & Pradanarka, 

2025). Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan menjadi lebih 

operasional dan akuntabel karena setiap usulan perbaikan memiliki ukuran 

capaian yang jelas, sekaligus memperkuat peluang replikasi program pada area 

kerja lain yang memiliki karakteristik permasalahan serupa. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana nilai impelementasi Contractor Safety Management System 

(CSMS) berdasarkan Gap Analysis? 

2. Bagaimana identifikasi akar penyebab permasalahan implementasi 

Contractor Safety Management System (CSMS) menggunakan metode 

Root Cause Analysis? 

3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan implementasi 

Contractor Safety Management System (CSMS) berdasarkan kerangka 

SMART? 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui nilai impelementasi Contractor Safety Management System 

(CSMS) berdasarkan Gap Analysis. 

2. Mengetahui cara identifikasi akar penyebab permasalahan implementasi 

Contractor Safety Management System (CSMS) menggunakan metode 

Root Cause Analysis. 

3. Mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan implementasi 

Contractor Safety Management System (CSMS) berdasarkan kerangka 

SMART. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Mahasiswa 

Manfaat yang dapat diambil oleh mahasiswa dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menambah wawasan dan pemahaman peneliti tentang implementasi 

Contractor Safety Management System di industri pertambangan. 

2. Menjadi pengalaman empiris dalam melakukan analisis 

menggunakan metode Gap Analysis dan Root Cause Analysis (5 

Why Analysis dan Fault Tree Analysis). 



 

7 
 

3. Memberikan keterampilan dalam merumuskan rekomendasi 

perbaikan Contractor Safety Management System berdasarkan 

kerangka SMART. 

1.4.2 Bagi Perusahaan 

Manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui indikator implementasi Contractor Safety Management 

System yang masih memiliki gap besar, sehingga perusahaan 

mengetahui prioritas perbaikan. 

2. Membantu meningkatkan efektivitas implementasi Contractor 

Safety Management System. 

3. Mendapatkan rekomendasi peningkatan kinerja Contractor Safety 

Management System berdasarkan kerangka SMART. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan agar penelitian ini terfokus dan terarah 

adalah: 

1. Penelitian ini tidak diarahkan untuk menilai implementasi Contractor 

Safety Management System pada masing-masing kontraktor secara 

individual, melainkan berfokus pada penerapan sistem oleh perusahaan 

tambang emas Sumatra Utara. 

2. Gap Analysis penerapan Contractor Safety Management System dalam 

penelitian ini tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 

2012 dan ISO 45001:2018. 

3. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 

185.K/37.04/DJB/2019 hanya memberikan garis besar pemenuhan tanpa 

memberikan tahapan kriteria pelaksanaan Contractor Safety Management 

System. 

4. Penilaian implementasi dalam penelitian ini hanya dilakukan pada lingkup 

Departemen Occupational Health Safety and Enviroment Perusahaan 

Tambang Emas Sumatra Utara. 

5. Rentang waktu data penelitian yang diambil adalah periode triwulan II 

tahun 2025 Perusahaan Tambang Emas Sumatera Utara. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Studi Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini dibutuhkan rujukan dari penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penerapan Contractor Safety Management System (CSMS), 

penilaian kesenjangan menggunakan Gap Analysis, identifikasi akar 

penyebab menggunakan Root Cause Analysis, serta penyusunan rekomendasi 

perbaikan menggunakan kerangka SMART. Studi penelitian terdahulu 

digunakan untuk mengetahui posisi penelitian yang dilakukan, 

membandingkan metode yang digunakan, serta menunjukkan perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pada Tabel 2.1 disajikan 

beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. 

Tabel 2. 1 Studi Penelitian Terdahulu 

No Penelitian 
Objek 

Penelitian Perbedaan dengan Penelitian Ini 

1 

Implementation of 
Contractor Safety 
Management System as a 
Requirement for Partners 
at a Petrochemical 
Company (Wardhani, 
2022) 

Mitra/kontra
ktor pada 

perusahaan 
petrokimia 

Penelitian tersebut membahas CSMS 
sebagai persyaratan mitra di 
perusahaan petrokimia, sedangkan 
penelitian ini menganalisis 
implementasi CSMS pada perusahaan 
tambang emas dengan Gap Analysis, 
Root Cause Analysis, Fault Tree 
Analysis, dan SMART. 

2 

Analisis Implementasi 
Contractor Safety 
Management System 
(CSMS) Terhadap 
Pekerjaan Berisiko Tinggi 
di PT Pertamina (Persero) 
Refinery Unit IV Cilacap 
(Santoso dkk., 2017) 

Pekerjaan 
berisiko 
tinggi 

Penelitian tersebut berfokus pada 
implementasi CSMS terhadap 
pekerjaan berisiko tinggi, sedangkan 
penelitian ini menilai skor 
implementasi setiap tahapan CSMS 
dan menentukan prioritas perbaikan 
berdasarkan nilai gap. 

3 

Penerapan Contractor 
Safety Management 
System (CSMS) dan 
Dasar Hukumnya di PT. 
Pertamina Refinery Unit 
VI Balongan (Madhona & 
Lala, 2021) 

Penerapan 
CSMS dan 

dasar hukum 

Penelitian tersebut membahas 
penerapan CSMS dan dasar 
hukumnya, sedangkan penelitian ini 
mengevaluasi implementasi CSMS 
secara terukur berdasarkan Kepdirjen 
Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019, 
prosedur perusahaan, dan kondisi 
aktual. 

4 

Penerapan Contractor 
Safety Management 
System untuk Mencegah 
Kecelakaan Kerja di 
Perusahaan Tambang Batu 
Bara (Amalina & Larasati, 
2020) 

Kontraktor 
pada 

perusahaan 
tambang 
batubara 

Penelitian tersebut menekankan 
penerapan CSMS untuk mencegah 
kecelakaan kerja, sedangkan 
penelitian ini berfokus pada penilaian 
implementasi CSMS dari sisi 
perusahaan pemilik pekerjaan sebagai 
pengendali sistem. 
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Tabel 2. 2 Lanjutan Studi Penelitian Terdahulu 

No Penelitian 
Objek 

Penelitian 
Perbedaan dengan Penelitian Ini 

5 

Analisi Implementasi 
Contractor Safety 
Management System 
(CSMS) Pada Tahap 
Pelaksanaan Pekerjaan 
Proyek Kapal Tanker Di 
PT. Daya Radar Utama 
Unit Lampung Tahun 
2019 (Muliawati dkk., 
2020) 

Tahap 
pelaksanaan 
pekerjaan 

proyek kapal 
tanker 

Penelitian tersebut menganalisis 
CSMS pada tahap pelaksanaan 
proyek, sedangkan penelitian ini 
menganalisis tahapan CSMS secara 
menyeluruh mulai dari penilaian gap 
hingga penyusunan rekomendasi 
perbaikan. 

6 

Gap Analysis Approach 
for Construction Safety 
Program Improvement 
(Aksorn & Hadikusumo, 
2007) 

Program 
keselamatan 
konstruksi 

Penelitian tersebut menggunakan Gap 
Analysis untuk peningkatan program 
keselamatan konstruksi, sedangkan 
penelitian ini menerapkan Gap 
Analysis pada implementasi CSMS di 
perusahaan tambang emas. 

7 

Kesiapan Implementasi 
PP No. 50 Tahun 2012 di 
Perusahaan Jasa Layanan 
Konstruksi dengan 
Metode Gap Analysis 
(Annisa dkk., 2023) 

Kesiapan 
implementas

i SMK3 
pada 

perusahaan 
jasa 

konstruksi 

Penelitian tersebut menilai kesiapan 
implementasi PP No. 50 Tahun 2012, 
sedangkan penelitian ini tidak 
mengacu pada PP No. 50 Tahun 2012, 
tetapi pada Kepdirjen Minerba No. 
185.K/37.04/DJB/2019 dan SOP 
CSMS perusahaan. 

8 

Gap Analysis Penerapan 
Sistem Manajemen K3 
ISO 45001:2018 di PT. 
Citra Abadi Sejati (CAS) 
(Yoshana dkk., 2021) 

Sistem 
Manajemen 

K3 ISO 
45001:2018 

Penelitian tersebut menilai penerapan 
ISO 45001:2018, sedangkan 
penelitian ini menilai implementasi 
CSMS pada sektor pertambangan dan 
menggunakan hasil gap sebagai dasar 
analisis akar penyebab. 

9 

Implementasi Root Cause 
Analysis Pada Produk 
Tinta Neymar Untuk 
Mengurangi Cacat Produk 
(Pitaloka dkk., 2024) 

Cacat 
produk 

Penelitian tersebut menggunakan 
RCA pada permasalahan cacat 
produk, sedangkan penelitian ini 
menggunakan RCA untuk 
mengidentifikasi akar penyebab 
ketidaksesuaian implementasi CSMS. 

10 

On the use of criteria 
based on the SMART 
acronym to assess quality 
of performance indicators 
for safety management in 
process industries (Selvik 
dkk., 2021) 

Indikator 
kinerja 

manajemen 
keselamatan 

Penelitian tersebut membahas 
penggunaan kriteria SMART untuk 
menilai kualitas indikator kinerja 
keselamatan, sedangkan penelitian ini 
menggunakan SMART untuk 
menyusun rekomendasi perbaikan 
CSMS berdasarkan hasil gap dan akar 
penyebab. 

Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang dilakukan saat ini. Penelitian Wardhani (2022), Santoso dkk. 

(2017), Madhona & Lala (2021), Amalina & Larasati (2020), dan Muliawati 

dkk. (2020) sama-sama membahas penerapan Contractor Safety Management 

System (CSMS). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum 

mengintegrasikan penilaian implementasi CSMS dengan Gap Analysis, 
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penelusuran akar penyebab menggunakan Root Cause Analysis, serta 

penyusunan rekomendasi menggunakan kerangka SMART. 

Penelitian Aksorn & Hadikusumo (2007), Annisa dkk. (2023), dan 

Yoshana dkk. (2022) menunjukkan bahwa Gap Analysis dapat digunakan 

untuk menilai kesenjangan antara kondisi aktual dan standar yang digunakan. 

Perbedaan penelitian ini terletak pada pemanfaatan hasil Gap Analysis 

sebagai dasar untuk menentukan tahapan CSMS yang menjadi prioritas 

perbaikan, bukan hanya sebagai nilai kesesuaian sistem. 

Selanjutnya, penelitian Adyatama & Handayani (2018) dan Pitaloka dkk. 

(2024) digunakan sebagai rujukan dalam penelusuran akar penyebab 

masalah. Pada penelitian ini, 5 Why Analysis digunakan untuk membangun 

struktur wawancara dengan expert judgement, kemudian hasilnya dilanjutkan 

menggunakan Fault Tree Analysis untuk memetakan kombinasi penyebab 

permasalahan hingga diperoleh minimal cut set pada setiap indikator. 

Sementara itu, Selvik dkk. (2021) menjadi rujukan dalam penggunaan 

SMART sebagai kerangka penyusunan rekomendasi perbaikan. 

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan 

metode Gap Analysis, 5 Why Analysis, Fault Tree Analysis, dan SMART 

dalam satu alur evaluasi implementasi CSMS. Penelitian ini juga berfokus 

pada implementasi CSMS dari sisi perusahaan pemilik pekerjaan pada 

perusahaan tambang emas di Sumatra Utara, bukan pada penilaian 

masingmasing kontraktor secara individual. 

2.2 Industri Pertambangan dan Karakteristik Risiko  

Industri pertambangan dikenal sebagai sektor dengan tingkat paparan 

bahaya yang tinggi karena aktivitasnya melibatkan alat berat, pergerakan 

material dalam volume besar, serta kondisi lingkungan kerja yang dinamis. 

Karena itu, pengendalian keselamatan tidak cukup dilakukan secara reaktif 

ketika insiden terjadi, tetapi perlu dibangun melalui pendekatan pencegahan 

yang sistematis. Landasan hukum keselamatan di Indonesia adalah Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mengatur 

ketentuan pokok keselamatan di tempat kerja, termasuk persyaratan 

keselamatan, pembinaan dan pengawasan, serta hak dan kewajiban pekerja 
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maupun pengurus. Penguatan arah pencegahan tersebut kemudian ditegaskan 

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), yang menempatkan 

SMK3 sebagai bagian dari sistem manajemen perusahaan untuk 

mengendalikan risiko kerja agar tercipta tempat kerja yang aman, efisien, dan 

produktif. Pada level sektoral, regulasi ini juga memberi ruang bagi instansi 

pembina untuk menyusun pedoman sesuai kebutuhan bidang usaha, sehingga 

pada pertambangan kerangka K3 dilengkapi oleh regulasi Keselamatan 

Pertambangan yang mencakup aspek K3, lingkungan, dan keselamatan 

operasional. 

Secara empiris, risiko kecelakaan di pertambangan terbentuk dari 

kombinasi faktor teknis, manusia, dan lingkungan, serta dapat muncul pada 

hampir seluruh tahapan proses. Amini & Susilawati (2023) menjelaskan 

bahwa kecelakaan dapat terjadi mulai dari pembongkaran, pemuatan, 

pengangkutan hingga penumpukan material, terutama ketika jam kerja 

panjang dan penerapan prosedur keselamatan belum konsisten. Menurut 

Sinaga & Susilawati (2024) bahwa kurangnya pelatihan dan kepatuhan K3, 

iklim kerja yang buruk, serta kondisi peralatan yang tidak terpelihara dengan 

baik akan membentuk profil risiko operasional yang kompleks. Karakteristik 

ini menunjukkan bahwa pengendalian risiko di pertambangan menuntut 

sistem yang rapi, terdokumentasi, dan dijalankan secara konsisten. Dalam 

konteks regulasi, kewajiban penerapan kaidah pertambangan yang baik dan 

pengelolaan keselamatan perusahaan juga ditegaskan, antara lain melalui 

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, yang mengarahkan 

pemegang izin usaha untuk memastikan aspek keselamatan dikelola sebagai 

bagian dari sistem manajemen perusahaan. 

Dari sisi sistem manajemen keselamatan, sektor industri pertambangan di 

Indonesia juga wajibkan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan 

Pertambangan (SMKP) secara lebih terstruktur melalui pedoman dan 

petunjuk teknis. Pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang 

baik tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 

1827.K/30/MEM/2018, sedangkan penguatan aspek operasionalnya termasuk 
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pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan SMKP dijabarkan lebih rinci dalam 

Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 

185.K/37.04/DJB/2019. 

2.2.1 Keselamatan Pertambangan 

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Mineral dan Batubara 

No.185 K/37.04/DJB/2019, keselamatan pertambangan adalah seluruh 

kegiatan yang mencakup pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja 

(K3) pertambangan serta keselamatan operasional pertambangan. 

Dalam regulasi tersebut, K3 pertambangan dimaknai sebagai rangkaian 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi pekerja agar tetap selamat 

dan sehat melalui upaya pengelolaan keselamatan kerja, kesehatan 

kerja, lingkungan kerja, serta penerapan sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja. Sementara itu, keselamatan operasi 

pertambangan merupakan seluruh kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi operasional tambang agar berlangsung aman, efisien, dan 

produktif melalui pengelolaan sistem, pelaksanaan 

pemeliharaan/perawatan sarana-prasarana, instalasi, dan peralatan 

pertambangan, pengamanan instalasi, pemenuhan kelayakan sarana-

prasarana, peningkatan kompetensi tenaga teknik, serta evaluasi 

laporan hasil kajian teknis pertambangan. 

Menurut Setianingrum & Susilowati (2020) bahwa keselamatan 

pertambangan di Indonesia diinstrumenkan melalui SMKP Minerba 

yang mengharuskan perusahaan memiliki kebijakan, struktur 

organisasi, proses manajemen risiko, program pelatihan, hingga 

mekanisme audit keselamatan. Sedangkan dalam peneilitian Muliawati 

dkk. (2020) mengatakan bahwa pelaksanaan audit SMKP secara 

berkala pada perusahaan tambang emas memungkinkan manajemen 

mengevaluasi kesesuaian penerapan sistem dengan standar, 

mengidentifikasi temuan kritikal, mayor, dan minor, serta menentukan 

prioritas perbaikan. Dalam tinjauan literatur sistematis oleh Susanto 

dkk. (2025) SMKP di sektor minerba juga berkontribusi pada 

penurunan kecelakaan dan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan, 
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meskipun masih dijumpai kendala seperti keterbatasan sumber daya K3 

dan belum optimalnya integrasi SMKP dengan sistem manajemen 

lainnya. 

Penelitian Desmantoh & Djunaidi (2023) tentang iklim keselamatan 

pada perusahaan jasa pertambangan mineral dan logam menemukan 

bahwa persepsi pekerja terhadap komitmen manajemen, keadilan 

keselamatan, dan komunikasi bahaya sangat memengaruhi tingkat 

kepatuhan terhadap prosedur keselamatan kerja. Hal ini menunjukkan 

bahwa keselamatan pertambangan bukan hanya persoalan pemenuhan 

dokumen SMKP, tetapi juga pembentukan budaya keselamatan yang 

kuat di seluruh lini organisasi, termasuk kontraktor. 

2.2.2 Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan 

Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) merupakan 

pengembangan lebih lanjut dari konsep manajemen K3 yang secara 

khusus disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat risiko kegiatan 

pertambangan (Kamal dkk., 2019). Landasan regulasi SMKP tertuang 

antara lain dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 

K/30/MEM/2018 tentang pedoman penerapan SMKP Minerba dan 

Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 

185.K/37.04/DJB/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan dan 

penilaian SMKP, yang memuat elemen dan kriteria yang wajib 

dipenuhi perusahaan tambang. 

Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) digunakan 

sebagai kerangka pengelolaan keselamatan untuk memastikan 

pengendalian risiko berjalan terencana, konsisten, dan dapat dievaluasi. 

SMKP menuntut keterlibatan organisasi dari level manajemen hingga 

pelaksana lapangan, karena efektivitasnya sangat ditentukan oleh 

komitmen, pembagian peran, dan konsistensi implementasi (Kamal 

dkk., 2019). Dalam penelitian penerapan SMKP pada tambang batuan, 

struktur SMKP disusun dalam tujuh elemen yaitu kebijakan, 

perencanaan, organisasi dan personil, implementasi, evaluasi dan 
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tindak lanjut, dokumentasi, serta tinjauan manajemen dan peningkatan 

kinerja (Saputra dkk., 2023). 

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara 

Nomor 185.K/37.04/DJB/2019 sistem manajemen keselamatan 

pertambangan terdapat 7 elemen sebagai berikut : 

1. Kebijakan  

Elemen kebijakan berfungsi sebagai arah dan komitmen resmi 

organisasi terhadap keselamatan pertambangan. Kebijakan 

biasanya dinyatakan secara tertulis dan dijadikan acuan utama 

dalam manual/pedoman internal. Pada penerapan yang dikaji, 

kebijakan keselamatan diarahkan pada pencegahan kecelakaan 

dan pengendalian penyakit akibat kerja sebagai sasaran utama 

kinerja keselamatan. 

2. Perencanaan 

Perencanaan menjabarkan kebijakan menjadi program yang 

terukur, termasuk penetapan sasaran, indikator, dan rencana 

pengendalian.  

3. Organisasi dan Personil 

Elemen ini mengatur struktur, kewenangan, tanggung jawab, 

serta jalur koordinasi dan pelaporan agar pelaksanaan 

keselamatan tidak bergantung pada individu tertentu. Dalam 

penerapan yang ditinjau, terdapat penetapan peran pimpinan 

operasional sebagai penanggung jawab tertinggi sistem, 

sedangkan pengawas lapangan menjalankan inspeksi dan 

pelaporan rutin untuk memastikan kontrol berjalan di area kerja. 

 

4. Implementasi  

Implementasi merupakan tahap pelaksanaan pengendalian di 

lapangan, mulai dari penerapan prosedur kerja aman, sosialisasi, 

pelatihan, hingga pengendalian operasional yang memerlukan 

bukti penerapan. Hasil audit yang dibahas dalam literatur 
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menunjukkan bahwa elemen implementasi sering menjadi area 

yang menentukan kuat-lemahnya SMKP karena berkaitan 

langsung dengan konsistensi pelaksanaan program dan 

kelengkapan bukti di lapangan (Kamal dkk., 2019). 

5. Evaluasi dan Tindak Lanjut  

Elemen ini memastikan SMKP dinilai efektivitasnya melalui 

inspeksi, audit, pemantauan kinerja, serta investigasi insiden, 

kemudian ditutup dengan tindakan korektif dan pencegahan. 

Penelitian penerapan SMKP memperlihatkan bahwa evaluasi 

biasanya dilakukan melalui audit internal berbasis matriks 

penilaian untuk memetakan tingkat pemenuhan dan menentukan 

prioritas perbaikan (Saputra dkk., 2023). 

6. Dokumentasi  

Dokumentasi berfungsi sebagai bukti bahwa seluruh proses 

SMKP dijalankan, sekaligus menjadi dasar penelusuran dan 

pengambilan keputusan. Pada penerapan yang dikaji, dokumen 

penting yang dikelola meliputi manual SMKP, program kerja 

keselamatan, IBPR/JSA, hasil inspeksi, laporan insiden dan 

investigasi, catatan pelatihan, serta laporan pemeriksaan 

kesehatan dan pelaporan keselamatan berkala (Saputra dkk., 

2023). 

7. Tinjauan Manajemen dan Peningkatan Kinerja  

Tinjauan manajemen merupakan proses penilaian berkala oleh 

pimpinan untuk menilai kinerja sistem, mengkaji hasil evaluasi, 

serta menetapkan perbaikan berkelanjutan. Tinjauan manajemen 

penting untuk memastikan kebijakan dan program tetap relevan 

dengan kondisi lapangan dan temuan evaluasi, sehingga 

peningkatan kinerja keselamatan dapat terjadi secara 

berkelanjutan (Kamal dkk., 2019) 

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan 

merupakan suatu bentuk tanggung jawab perusahaan menjamin hak 

asasi manusia dalam melakukan pekerjaan, setiap perusahaan 
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mempunyai kewajiban untuk menciptakan lingkungan kerja yang 

selamat, sehat dan tidak ada kecelakaan kerja yang fatal untuk 

mencapai hal itu perlu sebuah Sistem Manajemen Keselamatan 

Pertambangan (Saputra dkk., 2023). Menurut Kamal dkk. (2019) 

Sistem manajemen ini diterapkan, bertujuan untuk: 

1. Meningkatkan upaya penerapan program keselamatan yang 

terencana dan terukur pada bidang keselamatan pertambangan. 

2. Mencegah penyakit yang akan timbul akibat pekerjaan yang 

berisiko tinggi. 

3. Menciptakan keamanan dan efisiensi operasional pertambangan. 

4. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, efisien dengan 

keamanan yang terjamin pada tempat kerja agar lebih produktif. 

2.2.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan 

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada industri pertambangan 

pada dasarnya ditujukan untuk melindungi tenaga kerja dan setiap 

orang yang berada di area kerja dari potensi cedera, penyakit akibat 

kerja, maupun insiden lain yang dapat mengganggu keberlangsungan 

operasi. Secara umum, pendekatan ini sejalan dengan semangat 

pencegahan yang menjadi ruh pengaturan keselamatan kerja nasional, 

kemudian diperkuat lewat pengelolaan berbasis sistem melalui SMK3. 

Di sektor pertambangan, kerangka tersebut diterjemahkan lebih spesifik 

melalui ketentuan keselamatan pertambangan yang menempatkan K3 

sebagai salah satu pilar utama selain keselamatan operasi. 

Dalam literatur, K3 dipahami bukan sekadar kepatuhan terhadap 

aturan kerja, melainkan upaya perlindungan yang dikelola melalui 

sistem manajemen agar pengendalian berjalan konsisten. Kamal dkk. 

(2019) menekankan bahwa K3 merupakan usaha untuk menjamin dan 

melindungi keselamatan serta kesehatan pekerja dan lingkungan kerja 

yang dikelola melalui sistem manajemen. Pada praktik pertambangan, 

ruang lingkup K3 juga tampak lebih operasional mulai dari manajemen 

risiko hingga mekanisme pencegahan dan investigasi. Saputra dkk. 

(2023) menjelaskan bahwa ketentuan keselamatan pertambangan 
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memuat aspek keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan yang 

mencakup antara lain manajemen risiko, program pencegahan 

kecelakaan/kebakaran/kejadian berbahaya, pendidikan dan pelatihan, 

administrasi keselamatan, manajemen keadaan darurat, inspeksi, serta 

pencegahan dan penyelidikan kecelakaan. Pada sisi kesehatan kerja, 

cakupannya meliputi program kesehatan pekerja, higiene dan sanitasi, 

ergonomi, pengelolaan makanan/minuman dan gizi, serta pemeriksaan 

penyakit akibat kerja dan pengendalian kondisi lingkungan kerja 

(Saputra dkk., 2023). 

Kebutuhan pendekatan yang sistematis ini juga terlihat dari bukti 

lapangan terkait dokumen dan konsistensi penerapan. Dalam kasus 

tambang andesit, Saputra dkk. (2023) melaporkan masih adanya 

kekurangan kelengkapan dokumen pendukung SMKP dan perlunya 

penguatan kesadaran penerapan di tingkat pekerja, sehingga perbaikan 

diarahkan pada penyusunan dokumen, penguatan IBPR dan JSA, serta 

penataan program keselamatan agar pengendalian berjalan lebih nyata. 

Temuan seperti ini memperlihatkan bahwa K3 pertambangan akan 

efektif ketika hadir sebagai kebiasaan kerja yang tertata didukung 

prosedur, kompetensi, inspeksi, dan evaluasi bukan hanya sebagai 

persyaratan administratif (Saputra dkk., 2023). 

2.2.4 Keselamatan Operasi Pertambangan 

Keselamatan Operasi (KO) pertambangan adalah upaya memastikan 

proses produksi berjalan aman dan andal dari sisi teknis, sehingga 

operasional tetap efisien dan produktif tanpa meningkatkan risiko 

kegagalan alat, kecelakaan, maupun gangguan sistem. Dalam kerangka 

keselamatan pertambangan, KO diposisikan sebagai pasangan dari K3 

pertambangan artinya, keselamatan tidak hanya berbicara tentang 

perilaku kerja aman dan kesehatan tenaga kerja, tetapi juga menyangkut 

keandalan sistem operasi dan seluruh perangkat teknis yang menopang 

kegiatan tambang. Saputra dkk. (2023) menegaskan bahwa ketentuan 

keselamatan pertambangan mencakup dua aspek, yaitu keselamatan 
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dan kesehatan kerja pertambangan serta keselamatan operasi 

pertambangan. 

Secara praktis, KO sangat terkait dengan kontrol teknis (engineering 

control) dan tata kelola pemeliharaan. Kamal dkk. (2019) menjelaskan 

bahwa keselamatan operasi pertambangan merupakan upaya untuk 

menjamin dan melindungi operasional tambang yang aman, efisien, dan 

produktif melalui kegiatan seperti manajemen pemeliharaan/perawatan 

instalasi, prasarana, sarana, dan peralatan pertambangan. 

Dalam penerapan di perusahaan, kinerja KO seringkali diuji melalui 

bukti pelaksanaan di lapangan misalnya dokumen kelayakan, rekam 

pemeliharaan, hasil inspeksi, hingga tindak lanjut temuan audit. Studi 

audit SMKP pada perusahaan jasa pertambangan menunjukkan bahwa 

elemen implementasi menjadi titik yang perlu perhatian karena capaian 

elemen tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya, sehingga 

rekomendasi difokuskan pada perbaikan konsistensi pelaksanaan dan 

kelengkapan bukti implementasi (Kamal dkk., 2019). Di sini terlihat 

bahwa kualitas KO tidak cukup dinilai dari “alat tersedia”, tetapi dari 

bagaimana sistem pemeliharaan, pengujian, pengamanan, dan evaluasi 

teknis benar-benar dijalankan serta dapat ditelusuri buktinya (Kamal 

dkk., 2019). 

2.3 Contractor Safety Management System 

Pada sektor industri pertambangan, Contractor Safety Management 

System (CSMS) dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan 

Batubara Nomor 185.K/37.04/DJB/2019. Berdasarkan lampiran I bagian E 

tentang pelaksanaan keselamatan operasi pertambangan, Pemegang Izin 

Usaha Pertambangan Operasi Produksi, IUP Khusus Operasi Produksi, IUP 

Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian wajib memiliki 

sistem manajemen keselamatan pertambangan kontraktor (contractor safety 

management system) yang terlibat pada tahapan pekerjaan. Selanjutnya 

dijelaskan pada elemen 4 (implementasi) huruf H, pada tahapan pemantauan 

dan pengelolaan  perusahaan jasa pertambangan yang diamanatkan paling 

sedikit meliputi: 
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1. Menyusun dan menetapkan prosedur pengelolaan perusahaan jasa 

Pertambangan yang terdokumentasi untuk menjamin bahwa setiap 

perusahaan jasa Pertambangan memenuhi persyaratan Keselamatan 

Pertambangan. 

2. Prosedur pengelolaan perusahaan jasa Pertambangan paling sedikit 

terdiri atas: 

a. persyaratan, seleksi, dan penetapan perusahaan jasa 

Pertambangan. 

b. tanggung jawab, pemantauan, dan pelaporan perusahaan jasa 

Pertambangan. 

c. evaluasi perusahaan jasa Pertambangan. 

3. Dalam persyaratan, seleksi, dan penetapan perusahaan jasa 

Pertambangan, memastikan kontrak kerja memuat komitmen 

perusahaan jasa Pertambangan untuk mematuhi persyaratan 

Keselamatan Pertambangan pemberi kontrak dan sanksi atas 

ketidaksesuaian unjuk kerja. 

4. Memastikan bahwa perusahaan jasa Pertambangan yang terpilih akan 

menjelaskan secara rinci program dan biaya Keselamatan 

Pertambangan. 

5. Memastikan perusahaan jasa Pertambangan telah memiliki pekerja 

yang memiliki bukti-bukti kompetensi sesuai dengan kebutuhan untuk 

melaksanakan pekerjaan yang ada dalam kontrak kerja. 

6. Memastikan perusahaan jasa Pertambangan menggunakan seluruh 

sarana, prasarana, dan peralatan Pertambangan yang memiliki bukti-

bukti kelayakan sesuai persyaratan Keselamatan Pertambangan 

pemberi kontrak. 

7. Menetapkan kewajiban kepada perusahaan jasa Pertambangan untuk 

melaporkan pelaksanaan program Keselamatan Pertambangan secara 

berkala serta setiap kejadian nyaris celaka (nearmiss), kerusakan 

properti (property damage), kejadian berbahaya, cidera, dan sakit 

akibat kerja kepada KTT atau PTL. 
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8. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja 

Keselamatan perusahaan jasa Pertambangan melalui pemeriksaan, 

pengujian, pengukuran, dan audit. 

9. Melakukan evaluasi akhir untuk semua penyelesaian kontrak dalam 

bentuk laporan kinerja Keselamatan Pertambangan, termasuk 

memberikan umpan balik untuk pengetahuan dan pembelajaran di masa 

yang akan datang, serta melakukan tindakan perbaikan untuk pekerjaan 

berikutnya. 

Wardhani (2022) menjelaskan bahwa CSMS pada dasarnya dirancang 

untuk memastikan bahwa setiap kontraktor yang menjadi mitra perusahaan 

telah memiliki sistem manajemen keselamatan yang sejalan dengan standar 

perusahaan induk, khususnya pada industri berisiko tinggi seperti petrokimia. 

Dalam penelitiannya, menemukan bahwa CSMS tidak hanya menekankan 

pemenuhan dokumen K3, tetapi juga integrasi antara perencanaan 

keselamatan, pelaksanaan di lapangan, dan penilaian akhir kinerja kontraktor. 

Selanjutnya, Amalina & Larasati (2020) menegaskan bahwa pada industri 

pertambangan batubara, CSMS diposisikan sebagai salah satu instrumen 

utama untuk mencegah kecelakaan kerja kontraktor melalui penerapan 

persyaratan K3 sejak tahap pra-kontrak hingga pekerjaan selesai. Penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tambang yang melaksanakan 

CSMS dengan baik memiliki tingkat kecelakaan yang lebih rendah 

dibandingkan perusahaan yang belum menerapkannya secara komprehensif. 

2.3.1 Kontraktor Pertambangan 

Sebagai mitra operasional perusahaan, kontraktor berperan 

penting untuk mendukung operasional, namun memiliki kerentanan 

terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini dipengaruhi oleh 

status ketenagakerjaan yang sementara, pendidikan dan disiplin 

kerja yang rendah, serta pemahaman yang terbatas tentang peraturan 

K3 perusahaan. Keterlibatan langsung dalam pekerjaan lapangan 

meningkatkan paparan bahaya, sementara pengetahuan sebagian 

kontraktor atas ketentuan K3 perusahaan masih kurang memadai 

(Amalina & Larasati, 2020). 
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Resa dkk., (2020) menjelaskan bahwa jasa pertambangan 

berperan sebagai penunjang kegiatan utama dengan mengoperasikan 

alat berat, melakukan pengupasan tanah penutup, pengangkutan, dan 

pekerjaan teknis lain yang memiliki potensi bahaya tinggi. 

Setianingrum & Susilowati (2020) juga mengatakan bahwa 

perusahaan kontraktor harus menerapkan manajemen risiko yang 

terintegrasi dengan SMKP, karena aktivitas mereka langsung 

berdampak pada kinerja keselamatan operasi pemilik izin usaha 

pertambangan.  

2.3.2 Tujuan CSMS 

Tujuan utama penerapan CSMS adalah mencegah dan 

mengurangi kecelakaan kerja kontraktor, serta menciptakan tempat 

kerja yang aman, efisien dan produktif sesuai target yang diberikan 

oleh perusahaan (Madhona & Lala, 2021). Menurut Santoso dkk. 

(2017) penerapan CSMS bertujuan untuk mengendalikan risiko 

pekerjaan berisiko tinggi yang dilaksanakan oleh kontraktor, 

sehingga risiko kecelakaan terhadap pekerja, peralatan, dan proses 

produksi dapat diminimalkan. Wardhani (2022) menambahkan 

bahwa tujuan CSMS meliputi:  

1. Memastikan bahwa kontraktor terpilih memiliki kapasitas 

manajemen K3 yang memadai. 

2. Menjaga keselarasan standar keselamatan antara perusahaan 

dan kontraktor. 

3. Menyediakan dasar objektif untuk mengevaluasi kinerja 

keselamatan kontraktor pada setiap proyek. 

Manfaat CSMS dapat dirasakan baik oleh perusahaan maupun 

kontraktor. Dari sisi perusahaan, penelitian (Amalina & Larasati, 

2020) pada perusahaan tambang batubara menunjukkan bahwa 

penerapan CSMS berkontribusi terhadap penurunan angka 

kecelakaan kerja dan perbaikan budaya keselamatan kontraktor. 

Bagi kontraktor, penerapan CSMS mendorong peningkatan sistem 
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manajemen K3 internal sehingga mereka lebih kompetitif dalam 

memperoleh proyek-proyek baru. 

2.4 Gap Analysis 

Menurut PDMA (1996) dalam penelitian oleh Aksorn & Hadikusumo, 

(2007), gap analysis adalah alat evaluasi untuk membandingkan performa 

perusahaan saat ini dengan performa yang diharapkan di masa depan, 

sehingga perusahaan dapat mengetahui aspek yang perlu diperbaiki. Gap 

analysis dapat diterapkan pada setiap tahap untuk menilai sejauh mana 

perkembangan program atau proyek yang sedang berjalan (Admaja, 2013). 

Metode ini dikelompokkan secara sistematis ke dalam area, topik, atau 

kategori tertentu, yang menjadikannya efektif untuk menentukan 

sektor/bidang prioritas yang perlu dilakukan perbaikan (Yoshana dkk., 2022). 

Keefektifan gap analysis bergantung pada pemanfaatan checklist yang 

disusun secara terstruktur dan selaras dengan lingkup pembahasan. Checklist 

tersebut mencakup seluruh persyaratan yang relevan dan diatur secara 

hierarkis dalam proses penelaahan, sehingga memuat pertanyaan umum yang 

memberi gambaran awal mengenai topik atau kategori penilaian. Setiap 

indikator pertanyaan disusun lengkap dan rinci, serta memungkinkan evaluasi 

terhadap masing-masing persyaratan secara individual apabila diperlukan. 

Keterhubungan antar komponen pertanyaan dipertahankan untuk memastikan 

ketertelusuran hasil kajian (Picard dkk., 2016). 

2.4.1 Penentuan Score (Score Determinan) 

Berdasarkan Nurfida dkk. (2020) penilaian gap bertujuan untuk 

melihat seberapa besar gap yang ada pada perusahaan. Penilaian 

checklist dilakukan oleh responden dengan mengacu pada kondisi 

organisasi saat ini. Responden yang dilibatkan dipilih dari pihak yang 

dinilai memiliki kompetensi yang memadai. Proses penilaian mengikuti 

ketentuan scoring sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.2: 
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Tabel 2. 3 Score Gap Analysis 

Score Pengertian 

1 Jika organisasi atau perusahaan tidak memahami apa yang diperlukan dan 
tidak melakukan hal tersebut. 

2 Jika organisasi atau perusahaan memahami pentingnya aktivitas tersebut 
namun tidak melakukannya. 

3 Jika organisasi atau perusahaan memiliki dokumen tetapi belum diterapkan 
atau dilakukan tapi tidak dicatat. 

4 Jika organisasi atau perusahaan melakukan aktivitas tetapi tidak konsisten. 

5 Jika organisasi atau perusahaan melakukan aktivitas dengan baik 
(dilakukan secara konsisten). 

Sumber: (Bakhtiar & Purwanggono, 2009) 

Gap Analysis Score dibagi menjadi 5 kategori yaitu, untuk organisasi 

yang tidak paham akan kebutuhan, organisasi yang sudah memahami 

akan tetapi tidak mengimplementasikan, organisasi yang sudah 

memiliki dokumen tetapi belum menerapkan atau sudah menerapkan 

tetapi belum mendokumentasikan, sudah mengimplementasikan tetapi 

belum konsisten, dan yang terakhir sudah berjalan dengan konsisten. 

Semakin besar skor yang didapat oleh organisasi berarti penerapan akan 

suatu kebijakan semakin baik. 

2.4.2 Penentuan Skor Implementasi 

Sistem penentuan penilaian skor maksimal yang digunakan dalam 

Gap Analysis ditunjukkan pada Gambar 2.1. 

 
Gambar 2. 1 Diagram Alir Penentuan Score 

Sumber: (Prakasa dkk., 2008) 
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Berdasarkan diagram alir penentuan skor pada Gambar 2.1 

merupakan cara dalam melakukan penilaian gap analysis score yaitu 

apabila persyaratan tersebut terdapat dokumen atau tidak jika tidak 

maka dilakukan pertanyaan selanjutnya apakah persyaratan tersebut 

dipahami oleh perusahaan jika tidak maka penilaian dengan skor 1, 

apabila ya dilakukan ke pertanyaan selanjutnya apakah persyaratan 

telah menerapkan jika tidak maka penilaian skor 2 dan jika ya maka 

skor 4. Selanjutnya apabila persyaratan tersebut terdapat dokumen 

maka apakah diterapkan jika tidak skor 3 dan jika ya apakah telah 

diterapkan dengan baik atau belum konsisten jika baik maka skor 5 dan 

jika belum konsisten skor 4. 

Keterangan dalam pemenuhan persyaratan dapat disingkat untuk 

mempermudah dalam melakukan penilaian implementasi yaitu: 

T1 : Tidak melakukan karena tidak mengerti 

T2 : Tidak melakukan tetapi mengerti 

Y : Ya, (Dokumen) 

Y1: Ya, Tidak Konsisten / tidak rutin 

Y2: Ya, Konsisten 

2.4.3 Penilaian Checklist (Checklist Assesment) 

Dalam melakukan penilaian implementasi, diperlukan dokumen 

perusahaan serta data yang diperoleh melalui wawancara dengan 

karyawan yang relevan sesuai bidangnya, serta observasi langsung di 

tempat kerja. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah 

melakukan penilaian menggunakan skor gap analysis dan range gap 

analysis (Annisa dkk., 2023). 

2.4.4 Penilaian Kesenjangan (Gap Assessment) 

Berdasarkan Annisa dkk. (2023) analisis kesenjangan digunakan 

untuk menghitung besar kesenjangan antara keadaan sebenarnya 

dengan standar kerja yang seharusnya dilakukan. Berikut untuk 

mendapatkan range score tahapan menggunakan persamaan (1) : 
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𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟
𝑥100%.............................(1) 

Hasil dari perhitungan akan didapatkan presentase implementasi 

contractor safety management system di perusahaan, yang mana 

presentase tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat implementasi 

serta mendapatkan objek rencana perbaikan. Semakin kecil gap yang 

ada maka semakin baik. Untuk mengukur nilai implementasi 

diperoleh dari nilai persentase yang dihasilkan menunjukan kesiapan 

perusahaan dalam pelaksanaannya seperti terlihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2. 4 Range Gap Analysis 
Score Uraian 

75% - 100% Perusahaan telah menjalankan sistem dengan baik 
50% - 74% Perusahaan masih harus memperbaiki sistem 
1% - 49% Sistem perusahaan sangat butuh perbaikan 

Sumber: (Bakhtiar & Purwanggono, 2009) 

Menurut Yoshana dkk. (2022) pada Tabel 2.2, Gap Analysis Range 

dibagi menjadi 3 kategori yaitu untuk perusahaan yang telah 

menjalakan sistem dengan baik, perusahaan yang masih harus 

memperbaiki sistem, dan perusahaan yang sangat butuh perbaikan. 

2.5 Root Cause Analysis 

Metode Root Cause Analysis sering digabungkan dengan metode 

analisis lainnya untuk menggali penyebab utama suatu masalah melalui 

pendekatan bertahap (Pitaloka dkk., 2024). Root Cause Analysis dalam 

penelitian ini digunakan sebagai metode untuk mengidentifikasi penyebab 

dasar dari permasalahan implementasi Contractor Safety Management 

System (CSMS). Metode ini tidak hanya digunakan untuk menemukan 

penyebab langsung, tetapi juga untuk menelusuri hubungan penyebab 

hingga diperoleh root cause. 

Dalam penelitian ini, Root Cause Analysis digunakan sebagai kerangka 

analisis dengan 5 Why Analysis sebagai metode eksplorasi awal untuk 

mengidentifikasi penyebab secara bertahap. Akan tetapi, 5 Why Analysis 

juga memiliki keterbatasan yaitu kecenderungannya menghasilkan narasi 

linear dan akar penyebab tunggal, padahal sistem organisasi biasanya 

memiliki banyak penyebab yang berinteraksi sehingga dapat mendorong tim 
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terlalu cepat "menutup" investigasi pada satu rantai sebab, bukan pada 

jaringan sebab yang lebih kompleks (Card, 2017). Sehingga metode Fault 

Tree Analysis digunakan sebagai metode lanjutan untuk memetakan 

hubungan antar penyebab dalam bentuk struktur logis yang lebih sistematis. 

2.5.1 5 Why Analysis 

5 Why Analysis atau Why–Why Analysis merupakan salah satu 

teknik analisis akar penyebab (root cause analysis) yang digunakan 

untuk menelusuri penyebab mendasar suatu permasalahan melalui 

pengajuan pertanyaan “mengapa” secara berulang dan berurutan. 

Teknik ini menempatkan masalah sebagai titik awal, lalu 

mengarahkan penelusuran dari penyebab langsung menuju 

penyebab yang lebih fundamental, sehingga perbaikan yang 

dirumuskan tidak berhenti pada gejala, melainkan menyasar sumber 

persoalan yang memicu masalah terjadi kembali (Putra & 

Nusraningrum, 2024). 

Secara konseptual, 5 Why Analysis bekerja dengan logika sebab-

akibat berantai. Tahap awal diawali dengan merumuskan masalah 

secara spesifik agar batas analisis jelas. Selanjutnya, peneliti 

menyusun jawaban pada tingkat Why-1 sebagai dugaan penyebab 

paling dekat, kemudian menguji dugaan tersebut dengan pertanyaan 

“mengapa” berikutnya untuk memperoleh Why-2, dan seterusnya 

hingga mencapai akar penyebab. Rangkaian “mengapa” ini pada 

dasarnya bersifat diagnostik, setiap jawaban harus memiliki 

hubungan kausal yang masuk akal dengan jawaban sebelumnya dan 

dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan temuan lapangan yang 

relevan (Putra & Nusraningrum, 2024). 

Dalam penyajian hasil, 5 Why Analysis didokumentasikan dalam 

bentuk tabel berjenjang untuk menjaga alur penalaran tetap 

sistematis dan mudah ditelusuri. Bentuk tabel ini membantu 

memastikan bahwa setiap lapis “why” benar-benar merupakan 

turunan logis dari lapis sebelumnya serta memudahkan proses 

peninjauan ulang oleh pihak terkait. Penyajian tabel juga 
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memudahkan penetapan titik “akar penyebab”, yaitu jawaban 

terdalam yang paling kuat menjelaskan rangkaian sebab dan paling 

mungkin dikendalikan melalui tindakan perbaikan (Ahmad & 

Aryanny, 2025). 

Struktur tabel 5 Why dapat diawali dengan kolom 

masalah/kejadian yang dianalisis, kemudian diikuti kolom Why-1 

sampai Why-5. Dalam pelaksanaannya tidak semua penelusuran 

harus berhenti tepat pada Why-5, apabila akar penyebab telah 

ditemukan pada tingkat tertentu dan telah memenuhi logika kausal, 

penelusuran dapat dihentikan pada tingkat tersebut, sementara 

kolom berikutnya dapat dibiarkan kosong atau diberi tanda sesuai 

kebutuhan dokumentasi (Ahmad & Aryanny, 2025). 

Berikut bentuk tabel yang digunakan untuk mendokumentasikan 

5 Why Analysis, yaitu kategori penyebab, sub-penyebab, dan urutan 

Why-1 sampai Why-5: 

Tabel 2. 5 Kerangka 5 Why Analysis 
Aktivitas Why 1 Why 2 Why 3 Why 4 Why 5 

      

Sumber: (Ahmad & Aryanny, 2025) 

Dengan demikian, 5 Why Analysis dapat dipandang sebagai 

metode yang sederhana namun kuat untuk membangun diagnosis 

masalah yang runtut, sekaligus menyediakan dasar yang jelas bagi 

penyusunan rekomendasi perbaikan yang lebih tepat sasaran (Putra 

& Nusraningrum, 2024).  

2.5.2 Fault Tree Analysis 

Fault Tree Analysis (FTA) adalah metode sistematis untuk 

menemukan akar penyebab suatu peristiwa yang tidak diinginkan 

dalam sistem. FTA bersifat deduktif, dimulai dari top event kejadian 

puncak yang menjadi fokus analisis dan menelusuri penyebab-

penyebabnya hingga mencapai basic events, yakni peristiwa dasar 

yang spesifik (Ericson, 2005). Diagram pohon logika menggambarkan 
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hubungan sebab-akibat antar peristiwa menggunakan gerbang logika 

AND dan OR. Dengan visualisasi ini, hubungan antara kegagalan 

sistem, komponen, dan interaksi manusia dapat lebih mudah 

dipahami. 

FTA memiliki dua pendekatan,salah satunya kualitatif untuk 

memetakan jalur penyebab tanpa menghitung angka probabilitas, dan 

kuantitatif, untuk menghitung peluang terjadinya top event 

berdasarkan probabilitas basic events (Ericson, 2005). Dalam 

penelitian ini, FTA digunakan untuk memetakan dan memvisualkan 

permasalahan implementasi CSMS secara sistematis. Hasil 

wawancara dengan metode 5 Why Analysis menjadi dasar identifikasi 

penyebab, yang kemudian disusun dalam pohon logika untuk 

menunjukkan hubungan antar faktor penyebab. 

1. Penyusunan Fault Tree Analysis 

 
Gambar 2. 2  Langkah Penyusunan Fault Tree Analysis 

Sumber : (Ericson, 2005) 

Proses analisis menggunakan FTA dilakukan secara 

sistematis melalui beberapa tahapan. Berdasarkan (Ericson, 

2005) langkah- langkah dasar yang perlu diikuti ketika menyusun 

Fault Tree adalah sebagai berikut. 

1. Meninjau dan memahami permasalahan yang sedang 

dianalisis. 



30 
 

2. Mengidentifikasi semua kemungkinan penyebab dari 

kejadian tersebut melalui pertanyaan berikut. 

a. Apakah penyebabnya langsung, perlu, dan cukup? 

b. Apakah permasalahan tersebut merupakan keadaan 

komponen atau keadaan sistem? 

c. Apakah penyebabnya termasuk primer, sekunder, atau 

perintah? 

3. Mengidentifikasi hubungan atau logika antara kejadian sebab 

dan kejadian akibat. 

4. Menyusun pohon dengan kejadian input gate dan logic gate 

yang telah diidentifikasi. 

5. Memeriksa kembali logika untuk memastikan tidak terjadi 

lompatan logika. 

6. Selalu melihat kembali diagram untuk memastikan kejadian 

yang telah diidentifikasi tidak ditulis berulang. 

7. Mengulangi proses tersebut untuk kejadian kegagalan 

berikutnya, yaitu pada gerbang berikutnya. 

Beberapa hal penting yang perlu diingat ketika melakukan proses 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Jika memungkinkan, analisis diulai dari titik tempat 

permasalahan yang tidak diinginkan terjadi. 

2. Bekerja secara mundur melalui sistem, mengikuti aliran 

sinyal atau aliran logika. 

3. Membuat penulisan setiap node tetap jelas, tepat, dan 

lengkap. 

4. Memeriksa untuk memastikan semua kotak teks memiliki isi 

yang unik, sehingga tidak ada teks yang berulang. 

5. Memastikan tidak melompat terlalu jauh melewati 

kemungkinan kejadian kegagalan tertentu. 

6. Memperhatikan keadaan transisi komponen atau kejadian 

kegagalan. 
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2. Simbol Fault Tree Analysis 

Pada gambar dibawah ini sebagai detail simbol-simbol 

yang digunakan dalam penyusunan analisis fault tree analysis 

(FTA). Simbol-simbol tersebut bisa dilihat pada Gambar 2.3. 

 
Gambar 2. 3 Simbol Dalam Fault Tree Analysis 

Sumber : (Ericson, 2005) 

Berdasarkan standar yang dijelaskan dalam Gambar 2.3, simbol 

utama yang digunakan meliputi : 

1. Event 

Penyimpanan yang tidak digunakan/diharapkan dari suatu 

keadaan normal pada suatu komponen pada suatu komponen 

dari system. 
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2. Top event 

Kejadian yang tidak dikehendaki pada “puncak” yang akan 

diteliti lebih lanjut ke arah kejadian dasar lainnya dengan 

menggunakan gerbang-gerbang logika untuk menentukan 

penyebab dan kekerapannya. 

3. Logic gate 

Hubungan secara logika antara input (kejadian yang 

dibawah). Hubungan logika ini dinyatakan dengan gerbang 

AND (dan) atau gerbang OR (atau). 

4. Transferred event 

Segitiga yang digunakan transfer. Simbol ini menunjukkan 

bahwa uraian lanjutan kejadian berada pada halaman lain. 

5. Undeveloped event 

Kejadian dasar (basic event) yang tidak akan dikembangkan 

lebih jauh karena tidak tersedianya informasi. 

6. Basic event 

Kejadian yang tidak diharapkan yang dianggap sebagai 

penyebab dasar sehingga tidak perlu dilakukan analisis lebih 

lanjut 

2.6 Kerangka SMART  

Metode SMART adalah kerangka konseptual untuk merumuskan 

tujuan atau rekomendasi perbaikan agar tersusun secara jelas dan dapat 

dinilai keberhasilannya. Kerangka ini membantu mengubah rekomendasi 

yang masih bersifat umum menjadi target perbaikan yang terdefinisi, 

memiliki ukuran pencapaian, realistis, relevan, serta memiliki batas waktu 

evaluasi. Dengan demikian, SMART berfungsi sebagai pedoman agar 

rekomendasi perbaikan lebih mudah diterapkan dan dapat dipantau 

progresnya (Selvik dkk., 2021). 

Menurut Rakhmanhuda & Pradanarka (2025) dalam menyusun 

rekomendasi perbaikan, SMART digunakan untuk memastikan bahwa 

pernyataan perbaikan tidak berhenti pada “apa yang sebaiknya dilakukan”, 

tetapi menjawab unsur penting yang membuat rekomendasi menjadi 
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operasional. SMART membantu memberikan struktur sehingga 

rekomendasi dapat dipahami dengan sama oleh berbagai pihak, memiliki 

indikator capaian, serta dapat dievaluasi dalam periode yang jelas. 

SMART terdiri dari lima kriteria utama, yaitu Specific, Measurable, 

Achievable, Relevant, dan Time-bound (Selvik dkk., 2021). Berikut 

penjelasan sistematis tiap elemen dalam penyusunan rekomendasi 

perbaikan : 

1. Specific menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang spesifik, 

rinci, jelas, sehingga tujuan dapat diartikan serta diimplementasikan 

secara lebih efektif.  

2. Measurable menuntut tujuan dapat diukur dengan jelas agar kemajuan 

dan keberhasilan dapat dievaluasi, termasuk melalui penggunaan 

indikator kinerja kunci.  

3. Achievable menekankan bahwa penetapan tujuan perlu 

mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan organisasi sehingga 

target tetap dapat dicapai secara realistis.  

4. Relevant menegaskan bahwa tujuan perlu selaras dengan kebutuhan 

serta mendukung arah/visi organisasi dalam jangka panjang.  

5. Time-bound menekankan adanya batas waktu melalui timeline dan 

deadline yang dikelola dengan manajemen waktu, termasuk 

perencanaan, publikasi, monitoring, serta evaluasi rutin agar 

pelaksanaan berjalan tepat waktu.  

Dalam penyusunan rekomendasi perbaikan, SMART menjadi lebih 

relevan ketika ditempatkan setelah masalah dan akar penyebab ditetapkan. 

Pola integrasi ini sejalan dengan strategi perbaikan yang menggabungkan 

SMART dengan analisis sebab-akibat, sehingga target perbaikan yang 

dirumuskan benar-benar menjawab akar penyebab, bukan hanya gejala yang 

tampak (Rakhmanhuda & Pradanarka, 2025).  

Selain perumusan target, kualitas rumusan tujuan SMART juga perlu 

dijaga agar rekomendasi tidak menimbulkan multi-tafsir saat diterapkan. 

Salah satu cara yang dapat diadopsi adalah memastikan rumusan target 
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benar-benar spesifik, terukur, relevan terhadap temuan, jelas batas 

waktunya, dan jelas redaksinya, sehingga dapat dipahami seragam oleh 

pihak pelaksana maupun evaluator (Selvik dkk., 2021).  

2.7 Expert Judgement 

Expert judgment merupakan pendapat atau penilaian yang diberikan 

oleh individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi 

pada bidang tertentu. Dalam proses pengambilan keputusan, expert 

judgment digunakan ketika data empiris terbatas atau terdapat 

ketidakpastian dalam penilaian. Menurut Skjong & Wentworth (2001), 

expert judgment adalah opini yang didasarkan pada pelatihan, pengalaman, 

serta keahlian seseorang dalam memberikan informasi, evaluasi, maupun 

penilaian terhadap suatu permasalahan. 

Dalam proses expert judgment, pengambilan keputusan dapat dilakukan 

secara individu maupun kelompok. Namun demikian, setiap pakar dapat 

memiliki perbedaan persepsi dan penilaian terhadap suatu risiko karena 

dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan sudut pandang masing-

masing (Pluess dkk., 2013). 

Menurut Skjong & Wentworth (2001), terdapat beberapa kriteria yang 

dapat digunakan dalam pemilihan expert judgment, yaitu: 

1. Memiliki pengalaman dalam melakukan penilaian dan pengambilan 

keputusan berdasarkan bukti keahlian, seperti penelitian, publikasi, 

posisi pekerjaan, maupun penghargaan. 

2. Memiliki reputasi yang baik dalam komunitas atau bidang keahliannya. 

3. Bersedia dan memiliki komitmen untuk berpartisipasi dalam proses 

penilaian. 

4. Bersikap jujur, netral, serta memiliki rasa percaya diri dalam 

memberikan penilaian. 

Penggunaan expert judgment perlu dilakukan secara hati-hati, oleh 

karena itu, proses pemilihan ahli dan metode evaluasi yang tepat sangat 

diperlukan agar hasil penilaian dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan yang valid (Skjong & Wentworth, 2001). 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Diagram Alir 

 

Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian 
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Gambar 3. 2 Lanjutan Diagram Alir Penelitian 
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3.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini didasari oleh indikator kinerja 

keselamatan kontraktor di perusahaan. Data internal perusahaan menunjukkan 

jumlah kontraktor meningkat dari 37 pada tahun 2022 menjadi 38 pada tahun 

2023 dan naik menjadi 64 pada tahun 2024, yang diikuti dengan peningkatan 

insiden kontraktor dari 24 insiden pada tahun 2022 menjadi 69 insiden pada 

tahun 2023 dan tetap tinggi, yaitu 64 insiden pada tahun 2024. Kondisi tersebut 

juga terlihat dari ketimpangan capaian jam kerja bebas lost time injury, yaitu 

perusahaan sebesar 24.108.762 jam, sedangkan kontraktor sebesar 76.051 jam. 

Data tersebut menunjukkan adanya gap dalam implementasi pengelolaan 

keselamatan pada kontraktor dibandingkan dengan capaian kinerja 

keselamatan perusahaan. Atas dasar kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan 

untuk mengevaluasi implementasi Contractor Safety Management System 

secara objektif guna mengidentifikasi tahapan yang belum berjalan efektif serta 

menentukan prioritas perbaikan. Analisis pada penelitian ini dibatasi pada 

implementasi Contractor Safety Management System dari sisi owner, yaitu 

perusahaan tambang emas Sumatra Utara, sebagai pihak yang menetapkan, 

menjalankan, dan mengendalikan sistem pengelolaan keselamatan kontraktor 

di site. Oleh karena itu, penelitian ini tidak diarahkan untuk menilai 

implementasi Contractor Safety Management System pada masing-masing 

kontraktor secara individual, melainkan berfokus pada penerapan sistem oleh 

perusahaan tambang emas Sumatra Utara. 

3.3 Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan untuk membangun pemahaman awal terkait 

konteks penelitian, memastikan isu yang diangkat benar-benar relevan, serta 

menyiapkan dasar penentuan metode dan kebutuhan data. Tahap ini terdiri dari 

studi literatur dan studi lapangan yang saling melengkapi sebelum rumusan, 

tujuan, dan batasan masalah ditetapkan. 

3.3.1 Studi Literatur 

Studi literatur pada tahap pendahuluan difokuskan untuk menelaah 

prosedur Contractor Safety Management System di perusahaan, sumber 

literatur terdahulu terkait Contractor Safety Management System, 
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penelaahan metode gap analysis, serta penentuan metode root casue 

analysis yang akan digunakan untuk menelusuri akar masalah (5 why 

analysis dan Fault Tree Analysis). 

3.3.2 Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan oleh penulis saat melaksanakan On The Job 

Training untuk memperoleh gambaran kondisi aktual penerapan 

Contractor Safety Management System di perusahaan, alur proses yang 

berjalan, pihak yang terlibat, serta bentuk bukti implementasi yang 

tersedia. Hal ini ditujukan untuk mengonfirmasi batasan penelitian, 

sekaligus memastikan akses terhadap dokumen dan narasumber yang 

dibutuhkan agar penilaian gap dan root  cause analysis dapat dilakukan. 

3.4 Menentukan Rumusan Tujuan, dan Batasan Penelitian 

Rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan masalah ditetapkan 

setelah hasil studi pendahuluan menunjukkan fokus gap yang layak dianalisis. 

Tahap ini memastikan penelitian tidak melebar dan tetap sesuai dengan tujuan 

utama penelitian yaitu untuk mengukur gap implementasi Contractor Safety 

Management System di perusahaan, menentukan prioritas perbaikan, dan 

menelusuri akar penyebab gap. 

3.5 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan saat penulis melaksanakan On The Job 

Training setelah rumusan dan batasan masalah ditetapkan, agar data yang 

diambil benar-benar sesuai kebutuhan analisis serta diklasifikasikan menjadi 

data primer dan data sekunder. 

3.5.1 Data Primer  

Data primer diperoleh melalui observasi implementasi Contractor 

Safety Management System dan wawancara dengan Person In Change 

Contractor Safety Management System milik perusahaan. Observasi 

digunakan untuk melihat praktik aktual dan bukti penerapan di 

lapangan, sedangkan wawancara digunakan untuk menggali informasi 

pelaksanaan, kendala, serta klarifikasi atas temuan gap yang muncul. 
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3.5.2 Data Sekunder  

Data sekunder dikumpulkan dari dokumen internal perusahaan, 

terutama SOP Contractor Safety Management System perusahaan dan 

dokumen project improvement Contractor Safety Management System. 

Dokumen ini berfungsi sebagai bukti administratif, acuan instrumen 

gap analysis, serta penguat penilaian saat proses scoring dan penetapan 

prioritas perbaikan. 

3.6 Responden Penelitian dan Expert Judgement 

Responden dalam penelitian ini merupakan personel yang berasal dari 

Section OHS, System, Compliance, and Reporting yang memiliki peran dalam 

proses implementasi, pengawasan, dan evaluasi Contractor Safety 

Management System (CSMS). Penentuan responden dilakukan dengan 

mempertimbangkan jabatan, pengalaman kerja, serta tingkat keterlibatan 

responden terhadap penerapan CSMS. Pelaksanaan expert judgement dalam 

penelitian ini melibatkan 3 (tiga) orang expert, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Expert 1 merupakan Superintendent Section OHS, System, Compliance, 

and Reporting. berperan dalam memberikan penilaian (scoring) terhadap 

instrumen gap analysis, memberikan informasi melalui wawancara 

menggunakan metode 5 Why Analysis, serta melakukan validasi terhadap 

seluruh data yang diperoleh dalam penelitian. Expert 1 dipilih karena 

memiliki kedudukan tertinggi pada section ini sehingga memiliki 

pemahaman yang komprehensif serta kewenangan dalam melakukan 

evaluasi terhadap implementasi CSMS. 

2. Expert 2 merupakan Supervisor Section OHS, System, Compliance, and 

Reporting. berperan sebagai responden dalam wawancara menggunakan 

metode 5 Why Analysis untuk memperoleh informasi mengenai faktor 

penyebab permasalahan pada penerapan CSMS berdasarkan perspektif 

pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. 

3. Expert 3 merupakan Staff Section OHS, System, Compliance, and 

Reporting. berperan sebagai responden dalam wawancara menggunakan 

metode 5 Why Analysis untuk memberikan informasi terkait kondisi aktual 

penerapan CSMS berdasarkan aktivitas dan proses kerja yang dijalankan. 
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Keterlibatan ketiga expert tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang 

valid dan objektif mengenai tingkat implementasi CSMS, mengidentifikasi 

faktor penyebab ketidaksesuaian, serta mendukung proses analisis dan 

penyusunan rekomendasi perbaikan dalam penelitian.  

3.7 Menentukan Acuan Gap Analysis 

Dalam proses penentuan acuan untuk melakukan gap analysis, acuan yang 

akan digunakan sebagi dasar evaluasi untuk mengidentifikasi kondisi ideal 

yang diharapkan dan kondisi aktual saat ini yaitu berdasarkan Kepdirjen 

Minerba No.185.K/37.04/DJB/2019 dengan pelaksanaan SOP Contractor 

Safety Management System di perusahaan. Kepdirjen Minerba 

No.185.K/37.04/DJB/2019 dipilih karena perusahaan bergerak di bidang 

pertambangan sehingga lebih mengacu kepada regulasi dan ketentuan 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

3.8 Melakukan Scoring Setiap Indikator implementasi CSMS 

Scoring setiap indikator implementasi Contractor Safety Management 

System (CSMS) dilakukan menggunakan matriks penilaian metode Gap 

Analysis yang ditunjukkan pada Tabel 2.2. Matriks penilaian tersebut 

digunakan sebagai dasar dalam menentukan tingkat pemenuhan implementasi 

setiap indikator berdasarkan kondisi aktual organisasi. Penggunaan metode 

Gap Analysis dipilih karena matriks penilaian pada Kepdirjen Minerba 

No.185.K/37.04/DJB/2019 memberikan penilaian secara umum terhadap 

tingkat implementasi, sehingga diperlukan matriks lebih lanjut untuk 

memperoleh gambaran tingkat penerapan CSMS pada setiap indikator. 

Proses scoring dilakukan oleh 1 (satu) orang expert judgement, yaitu 

Superintendent Section OHS, System, Compliance, and Reporting. Expert 

tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan jabatan, pengalaman, kompetensi, 

serta keterlibatan dalam proses pengelolaan dan evaluasi implementasi CSMS.  

Penentuan skor setiap indikator dilakukan mengikuti alur penilaian Gap 

Analysis pada Gambar 2.1. Proses penilaian dilakukan dengan mengevaluasi 

tingkat pemenuhan persyaratan melalui beberapa tahapan, yaitu ketersediaan 

dokumen, tingkat pemahaman terhadap persyaratan, penerapan persyaratan, 

serta konsistensi pelaksanaan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, setiap 
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indikator diberikan skor sesuai dengan tingkat pemenuhannya sebagaimana 

kriteria penilaian pada Tabel 2.2, yaitu skor 1 hingga skor 5. 

3.9 Menghitung Presentase Implementasi CSMS 

Nilai scoring yang diperoleh dari setiap indikator selanjutnya dikonversi 

menjadi persentase implementasi Contractor Safety Management System 

(CSMS). Perhitungan persentase dilakukan untuk menunjukkan tingkat 

pemenuhan implementasi pada masing-masing indikator berdasarkan 

perbandingan antara skor yang diperoleh dengan skor maksimum yang dapat 

dicapai. 

Hasil perhitungan persentase implementasi mengacu pada persamaan (1) 

yang telah dijelaskan pada Bab 2. Persentase yang diperoleh kemudian 

digunakan untuk menggambarkan tingkat implementasi CSMS serta 

mengidentifikasi besarnya gap antara kondisi aktual organisasi dengan 

persyaratan yang telah ditetapkan. 

3.10 Menentukan Prioritas Perbaikan 

Penentuan prioritas perbaikan dilakukan berdasarkan hasil persentase 

implementasi setiap indikator CSMS. Kriteria penentuan prioritas mengacu 

pada Range Gap Analysis pada Tabel 2.3, dimana indikator dengan nilai 

implementasi di bawah 75% dikategorikan sebagai area yang masih 

memerlukan perbaikan. Oleh karena itu, indikator yang termasuk dalam 

kategori tersebut dipilih sebagai fokus dalam proses root cause analysis untuk 

mengidentifikasi faktor penyebab permasalahan dan menyusun rekomendasi 

perbaikan. 

Penetapan indikator prioritas perbaikan dilakukan oleh peneliti berdasarkan 

hasil perhitungan persentase implementasi CSMS dan kriteria Range Gap 

Analysis pada Tabel 2.3. Selanjutnya, hasil penentuan prioritas tersebut 

dilakukan verifikasi dan validasi oleh expert judgement, yaitu Superintendent 

Section OHS, System, Compliance, and Reporting, untuk memastikan bahwa 

indikator yang dipilih sesuai dengan kondisi aktual implementasi CSMS di 

perusahaan. 
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3.11 Menelusuri Root Cause  

Untuk indikator dengan kategori prioritas perbaikan, metode 5 Why Analysis 

digunakan untuk membangun struktur wawancara dengan expert perusahaan, 

agar permasalahan dapat terpetakan secara sistematis dan terarah. Dilanjutkan 

dengan metode Fault Tree Analysis untuk menggambarkan kombinasi 

penyebab permasalahan sampai didapatkan minimal cut sets pada masing 

masing permasalahan serta dilakukan validasi oleh expert judgement. 

3.12 Menyusun Rekomendasi Perbaikan 

Rekomendasi disusun berdasarkan indikator prioritas dan kombinasi 

penyebab permasalahan masing-masing problem yang didapatkan dari 

minimal cut sets Fault Tree Analysis. Penyusunan rekomendasi dilakukan 

dengan pendekatan Framework SMART (Specific, Measurable, Achievable, 

Relevant, Time-bound) agar menjadi tindakan rekomendasi perbaikan yang 

realistis dapat diterapkan oleh perusahaan sehingga dapat memberikan strategi 

untuk meningkatkan kinerja keselamatan kontraktor. 
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BAB 4  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Contractor Safety Management System (CSMS) di perusahaan tambang 

emas Sumatra Utara digunakan sebagai sistem pengendalian keselamatan kerja 

bagi seluruh kontraktor yang bekerja di site. Penerapan sistem ini bertujuan 

untuk memastikan bahwa setiap kontraktor yang terlibat dalam kegiatan 

perusahaan telah memenuhi persyaratan keselamatan kerja yang ditetapkan, 

baik sebelum pekerjaan dimulai, selama pekerjaan berlangsung, maupun 

setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Dengan cakupan tersebut, pengelolaan 

keselamatan kontraktor menjadi bagian yang terintegrasi dalam pengelolaan 

keselamatan operasional perusahaan secara keseluruhan. 

Dalam pelaksanaannya, CSMS di perusahaan tambang emas Sumatra Utara 

disusun dengan mengacu pada beberapa regulasi dan standar yang berkaitan 

dengan keselamatan pertambangan dan sistem manajemen keselamatan kerja. 

Regulasi yang menjadi acuan meliputi:  

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara 

2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha 

Pertambangan Mineral dan Batubara  

3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan 

Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral 

dan Batubara 

4. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik 

5. Kepdirjen Minerba ESDM Nomor 185.K/37.04/DJB/2019 tentang 

Petunjuk Teknis Keselamatan Pertambangan dan SMKP 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja  

7. ISO 45001 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 
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Penerapan CSMS di perusahaan mencakup seluruh perusahaan kontraktor 

dan konsultan yang memiliki pekerjan di site, baik yang mendukung langsung 

kegiatan operasional pertambangan maupun yang berperan sebagai 

penunjang aktivitas operasional. Secara umum, implementasi CSMS di 

perusahaan dijalankan melalui empat tahapan utama, yaitu pemilihan 

kontraktor, pengelolaan karyawan kontraktor, pemantauan dan pelaporan 

kepatuhan, serta evaluasi kontraktor. Keempat tahapan ini menunjukkan 

bahwa pengendalian keselamatan kontraktor telah dimulai sejak tahap 

pengadaan jasa hingga penilaian akhir terhadap kinerja kontraktor. 

4.2 Implementasi Contractor Safety Management System di Perusahaan 

CSMS di perusahaan tambang emas Sumatra Utara berperan sebagai 

sistem pengendalian keselamatan kerja yang mengatur persyaratan sejak 

tahap pengadaan jasa, pelaksanaan pekerjaan, pemantauan kepatuhan, sampai 

evaluasi kinerja kontraktor. Dengan susunan tersebut, pengelolaan 

keselamatan kontraktor menjadi bagian dari pengendalian operasional 

perusahaan secara menyeluruh, bukan sekadar pengawasan pada saat 

pekerjaan berlangsung. 

Karena perusahaan bergerak di bidang pertambangan, acuan regulasi 

utama dalam penerapan CSMS adalah Kepdirjen Minerba ESDM Nomor 

185.K/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Keselamatan Pertambangan 

dan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambanagan. Regulasi ini menjadi 

dasar utama karena memuat ketentuan teknis keselamatan pertambangan 

yang relevan dengan karakteristik kegiatan usaha perusahaan, termasuk 

pengelolaan keselamatan pada perusahaan jasa pertambangan. Di samping 

itu, penerapan CSMS juga diperkuat oleh Keputusan Menteri ESDM Nomor 

1827 K/30/MEM/2018, Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, serta ISO 45001. Dengan 

demikian, CSMS di site dibangun dalam kerangka keselamatan 

pertambangan yang selanjutnya diperkuat oleh pendekatan sistem manajemen 

keselamatan kerja yang lebih umum. 

Penerapan CSMS di perusahaan mencakup seluruh perusahaan kontraktor 

dan konsultan yang memiliki pekerjaan di site, baik yang mendukung 
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langsung operasional pertambangan maupun kontraktor penunjang aktivitas 

operasional. Secara garis besar, implementasi CSMS di perusahaan 

dijalankan melalui empat bagian utama, yaitu pemilihan kontraktor, 

pengelolaan karyawan kontraktor, pemantauan dan pelaporan kepatuhan, 

serta evaluasi kontraktor. Keempat bagian tersebut membentuk alur 

pengendalian yang saling berhubungan dari awal sampai akhir masa kerja 

kontraktor. 

4.2.1 Pemilihan Kontraktor 

Pemilihan kontraktor merupakan tahap awal yang menentukan 

dalam pengendalian keselamatan kerja kontraktor di site. Sejak proses 

pengajuan kebutuhan pekerjaan, persyaratan keselamatan sudah 

dimasukkan ke dalam ruang lingkup pekerjaan. Untuk pekerjaan yang 

melibatkan aktivitas fisik di site, kebutuhan pekerjaan dirumuskan 

bersama dengan persyaratan keselamatan yang harus dipenuhi oleh 

kontraktor. Pola ini memastikan bahwa aspek keselamatan tidak 

menjadi syarat tambahan di tengah jalan, melainkan bagian dari ruang 

lingkup sejak proses pengadaan dimulai. 

Setelah kebutuhan pekerjaan ditetapkan, proses berlanjut ke tahap 

pra-kualifikasi dan tender. Pada tahap ini, calon kontraktor tidak hanya 

dinilai dari sisi administratif, teknis, dan komersial, tetapi juga dari 

kemampuannya memenuhi persyaratan keselamatan kerja. Penilaian 

mempertimbangkan kesesuaian antara jenis pekerjaan, tingkat risiko, 

dan kapasitas kontraktor dalam mengelola keselamatan. Kontraktor 

yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan tidak dapat melanjutkan 

ke tahap evaluasi berikutnya, yang memperlihatkan bahwa keselamatan 

kerja ditempatkan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan 

keputusan pada proses pemilihan kontraktor. 

Dalam pelaksanaannya, kontraktor dikelompokkan ke dalam 

beberapa kelas berdasarkan tingkat risiko pekerjaan. Penentuan kelas 

kontraktor mempertimbangkan tingkat risiko keselamatan dan 

kesehatan kerja, risiko lingkungan, jumlah tenaga kerja, kebutuhan izin 

kerja, keterlibatan alat berat, durasi pekerjaan, serta lokasi pekerjaan. 
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Kontraktor dengan kelas yang lebih tinggi diperbolehkan menangani 

pekerjaan dengan tingkat risiko yang lebih tinggi, sedangkan kontraktor 

dengan kelas yang lebih rendah dibatasi pada pekerjaan dengan tingkat 

risiko yang lebih rendah. Melalui pengaturan ini, perusahaan berupaya 

memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan oleh kontraktor yang sesuai 

dengan kompleksitas dan tingkat risiko kegiatannya. 

Persyaratan yang dibebankan kepada kontraktor juga berbeda 

menurut kelasnya. Pada pekerjaan dengan risiko rendah, persyaratan 

yang diminta bersifat lebih dasar. Sebaliknya, pekerjaan dengan tingkat 

risiko yang lebih tinggi menuntut kontraktor memiliki penanggung 

jawab operasional yang sesuai, personel keselamatan yang kompeten, 

serta dokumen atau rencana pengelolaan keselamatan yang lebih 

lengkap. Susunan persyaratan yang bertingkat ini menunjukkan bahwa 

seleksi kontraktor dilakukan secara proporsional terhadap kompleksitas 

pekerjaan yang akan dilaksanakan di site. 

4.2.2 Pengelolaan Karyawan Kontraktor 

Setelah kontraktor ditetapkan, pengendalian keselamatan berlanjut 

pada pengelolaan pekerja kontraktor yang masuk ke site. Pada bagian 

ini, perusahaan mensyaratkan agar setiap pekerja memenuhi ketentuan 

dasar sebelum mulai bekerja. Persyaratan tersebut meliputi identitas 

kerja yang berlaku, kondisi kesehatan yang memadai, dan kesiapan 

kerja pada hari pelaksanaan pekerjaan. Kesiapan individu menjadi 

penting karena pekerjaan di site memiliki paparan risiko yang tinggi 

dan menuntut pekerja berada dalam kondisi yang layak untuk bekerja.  

Selain persyaratan awal tersebut, pekerja kontraktor diwajibkan 

mengikuti induksi keselamatan umum, induksi area, serta pelatihan 

penyegaran sesuai kebutuhan pekerjaan. Catatan pelatihan harus 

tersedia dan dapat ditunjukkan ketika diperlukan. Pekerja juga dituntut 

memahami bahaya yang berkaitan dengan pekerjaannya beserta 

pengendalian yang harus diterapkan, termasuk penggunaan Take 5 dan 

Job Safety and Environmental Analysis (JSEA) untuk pekerjaan yang 

memiliki potensi bahaya. Penekanan pada pemahaman bahaya dan 
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pengendalian risiko menunjukkan bahwa pengelolaan pekerja di site 

diarahkan pada kesiapan kerja yang bersifat praktis, bukan sekadar 

pemenuhan administrasi.  

Perusahaan kontraktor berkewajiban menyediakan alat pelindung 

diri yang sesuai dan dalam kondisi baik bagi seluruh pekerjanya. 

Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan, penggantian harus segera 

dilakukan. Di samping itu, pekerja wajib mematuhi aturan keselamatan 

perusahaan, memahami ketentuan disiplin kerja, dan tidak 

diperkenankan melakukan pekerjaan tertentu tanpa otorisasi yang 

sesuai. Untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pengoperasian 

kendaraan atau peralatan, pekerja juga harus memiliki izin dan lisensi 

yang masih berlaku. Ketentuan lain seperti larangan tidur pada jam 

kerja, pengawasan terhadap alkohol dan obat terlarang, serta 

pemeriksaan barang bawaan menunjukkan bahwa pengelolaan pekerja 

kontraktor di site mencakup aspek kompetensi, perilaku kerja, dan 

kepatuhan terhadap aturan perusahaan. 

4.2.3 Pemantauan dan Pelaporan Kepatuhan 

Tahap berikutnya adalah pemantauan dan pelaporan kepatuhan 

selama pekerjaan berlangsung. Pengendalian pada bagian ini ditujukan 

untuk melihat apakah kontraktor benar-benar menjalankan persyaratan 

keselamatan yang telah ditetapkan sejak awal. Tanggung jawab 

pemantauan berada pada departemen sponsor yang membawahi 

pekerjaan kontraktor. Untuk jenis pekerjaan tertentu, hasil pemantauan 

kinerja keselamatan disampaikan secara berkala kepada tim HSE 

melalui formulir pemantauan kinerja kontraktor. Melalui mekanisme 

tersebut, perusahaan memperoleh catatan berkala mengenai tingkat 

kepatuhan kontraktor selama bekerja di site.  

Perusahaan telah menetapkan tindak lanjut yang jelas terhadap hasil 

pemantauan tersebut. Apabila nilai kinerja berada di bawah batas yang 

telah ditentukan, kontraktor diwajibkan menyusun rencana tindakan 

perbaikan dalam jangka waktu tertentu. Jika kondisi yang sama kembali 

terjadi, pembahasan dilakukan bersama pihak kontraktor, departemen 
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kontrak, bagian keselamatan, dan departemen sponsor. Dalam kondisi 

tertentu, pekerjaan dapat dihentikan apabila tingkat kepatuhan 

kontraktor berada pada level yang sangat rendah atau apabila ditemukan 

pelanggaran yang berat. Pola tindak lanjut ini memperlihatkan bahwa 

pemantauan tidak berhenti pada pencatatan, tetapi diikuti dengan 

langkah korektif yang nyata.  

Selain melalui pemantauan rutin, pengawasan terhadap kontraktor 

juga dilakukan melalui inspeksi, pengujian, pengukuran, dan audit 

keselamatan. Setiap insiden yang melibatkan kontraktor wajib dikelola 

melalui mekanisme manajemen insiden yang berlaku di perusahaan. 

Seluruh kontraktor juga harus melaporkan total jam kerja setiap bulan 

sebagai dasar penghitungan statistik keselamatan, sedangkan 

kontraktor tertentu memiliki kewajiban menyampaikan laporan berkala 

lain yang berhubungan dengan keselamatan pertambangan. Pelaporan 

ini memberikan data yang dibutuhkan perusahaan untuk menilai 

kepatuhan dan kinerja keselamatan kontraktor secara lebih objektif.  

4.2.4 Evaluasi Kontraktor 

Bagian akhir dari implementasi CSMS adalah evaluasi kontraktor. 

Evaluasi ini dilakukan untuk menilai kinerja kontraktor secara 

menyeluruh, terutama dari aspek keselamatan selama masa pelaksanaan 

pekerjaan. Penilaian dilakukan secara berkala untuk kontraktor tertentu 

dan pada akhir masa kontrak untuk seluruh kontraktor. Hasil evaluasi 

digunakan sebagai bahan umpan balik atas pelaksanaan pekerjaan yang 

telah berjalan serta sebagai dasar untuk menetapkan tindak lanjut pada 

pekerjaan berikutnya.  

Aspek yang dinilai dalam evaluasi kontraktor mencakup kepatuhan 

terhadap kebijakan dan prosedur keselamatan perusahaan, kepatuhan 

terhadap peraturan pemerintah, kinerja penanggung jawab operasional, 

frekuensi insiden kesehatan, frekuensi insiden keselamatan, frekuensi 

insiden lingkungan, serta performa pengelolaan limbah, energi, dan air. 

Hasil pemantauan kinerja keselamatan menjadi salah satu dasar dalam 

proses evaluasi tersebut. Kontraktor yang memperoleh nilai di bawah 
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standar minimum dapat menjadi pertimbangan dalam proses tender 

pekerjaan berikutnya. Dengan susunan penilaian seperti ini, evaluasi 

kontraktor tidak hanya berfungsi untuk menilai hasil akhir, tetapi juga 

menjadi alat kendali terhadap mutu pelaksanaan keselamatan kerja 

kontraktor di site. 

Uraian tersebut memperlihatkan bahwa implementasi Contractor 

Safety Management System di perusahaan tambang emas Sumatra Utara 

dibangun melalui tahapan yang saling berkaitan, mulai dari pemilihan 

kontraktor sampai evaluasi akhir kinerja kontraktor. Secara prosedural, 

perusahaan telah memiliki kerangka pengelolaan keselamatan 

kontraktor yang jelas. Untuk mengetahui sejauh mana setiap tahapan 

tersebut dijalankan secara efektif di site, diperlukan penilaian lebih 

lanjut terhadap implementasi aktual pada masing-masing tahapan. 

4.3 Gap Analysis Implementasi Contractor Safety Management System 

Acuan utama yang digunakan dalam penyusunan gap analysis pada 

penelitian ini adalah Kepdirjen Minerba ESDM Nomor 

185.K/37.04/DJB/2019. Pemilihan regulasi tersebut didasarkan pada 

karakteristik perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, sehingga 

ketentuan keselamatan pertambangan menjadi dasar utama dalam menilai 

pengelolaan keselamatan kerja kontraktor. Klausul dalam regulasi tersebut 

kemudian diterjemahkan ke dalam indikator penilaian yang lebih 

operasional dengan menyesuaikan mekanisme CSMS yang diterapkan di 

perusahaan, sehingga instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

menggambarkan keterkaitan antara persyaratan regulasi dan kondisi 

implementasi aktual di site. 

4.3.1 Penyusunan Instrumen Gap Analysis 

Penyusunan instrumen gap analysis diawali dengan menelaah 

ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara 

Nomor 185.K/37.04/DJB/2019. Dari tujuh elemen SMKP Minerba, 

penelitian ini difokuskan pada Elemen 4 tentang Implementasi, pada 

bagian “h” mengenai Pemantauan dan Pengelolaan Perusahaan Jasa 

Pertambangan, karena bagian tersebut secara langsung mengatur 
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pengelolaan keselamatan kontraktor. Ketentuan tersebut meliputi 

persyaratan, seleksi dan penetapan perusahaan jasa pertambangan, 

pemantauan dan pelaporan kinerja, serta evaluasi perusahaan jasa 

pertambangan. 

Indikator penilaian diperoleh melalui penelaahan terhadap 

ketentuan yang tercantum dalam SOP CSMS perusahaan tambang 

emas Sumatra Utara. Ketentuan dalam SOP, seperti dokumentasi 

prosedur keselamatan, peninjauan Contractor Scope of Work, 

verifikasi dokumen legal, pelaporan kinerja keselamatan, audit 

berkala, pelaporan insiden, dan evaluasi akhir pekerjaan, diuraikan 

menjadi indikator yang dapat diamati dan dinilai.  

Berdasarkan 29 indikator imlementasi dari hasil penelaahan SOP 

CSMS perusahaan, selanjutnya indikator tersebut dikelompokkan 

berdasarkan sembilan klausul CSMS dan dipetakan terhadap 

ketentuan Kepdirjen Minerba Nomor 185.K/37.04/DJB/2019. 

Pemetaan ini digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian dan 

menilai antara ketentuan regulasi, SOP perusahaan, serta 

implementasinya di site. 

Berdasarkan tabel gap analysis pada Lampiran 1, menunjukkan 

bahwa secara normatif indikator implementasi CSMS telah tersedia 

dan terpetakan terhadap ketentuan Kepdirjen Minerba ESDM Nomor 

185.K/37.04/DJB/2019. Namun, status “Ya” belum berarti bahwa 

indikator tersebut telah diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, 

penilaian dilanjutkan melalui scoring untuk mengetahui tingkat 

implementasi aktual pada setiap indikator.  

4.3.2 Hasil Scoring Indikator  

Setelah instrumen gap analysis tersusun berdasarkan hasil telaah 

terhadap dokumen Standard Operating Procedure (SOP) Contractor 

Safety Management System (CSMS) Perusahaan Tambang Emas 

Sumatra Utara, diperoleh beberapa indikator implementasi yang 

digunakan dalam penilaian gap analysis. Indikator tersebut kemudian 

dipetakan terhadap persyaratan pengelolaan perusahaan jasa 
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pertambangan dalam Kepdirjen Minerba ESDM Nomor 

185.K/37.04/DJB/2019. Penilaian dilakukan untuk mengetahui tingkat 

penerapan setiap indikator melalui perbandingan antara persyaratan yang 

ditetapkan dalam SOP CSMS dengan kondisi implementasi aktual. 

Nilai score pada penelitian ini diperoleh melalui proses scoring 

mengacu pada alur penentuan score pada Gambar 2.1 yang dilakukan 

oleh 1 (satu) orang expert, yaitu Superintendent Section OHS, System, 

Compliance, and Reporting yang dipilih berdasarkan pertimbangan 

jabatan, pengalaman, kompetensi, serta keterlibatan dalam proses 

pengelolaan dan evaluasi implementasi CSMS. Dengan demikian, hasil 

scoring pada subbab ini menggambarkan nilai implementasi CSMS di 

perusahaan.  

1. Klausul 1 

Klausul 1 mengacu pada ketentuan untuk “Menyusun dan 

menetapkan prosedur pengelolaan perusahaan jasa pertambangan 

yang terdokumentasi untuk menjamin bahwa setiap perusahaan jasa 

pertambangan memenuhi persyaratan keselamatan pertambangan.” 

Dalam SOP CSMS perusahaan, ketentuan ini tercermin melalui 

keberadaan prosedur keselamatan kerja, pelaksanaan review 

Contractor Scope of Work (CSoW), serta pemantauan keselamatan 

melalui audit berkala. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar awal 

perusahaan dalam memastikan bahwa pekerjaan kontraktor telah 

dikendalikan sejak tahap perencanaan. Hasil scoring klausul 1 

disajikan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4. 1 Scoring Klausul 1 

No 
Indikator 

Implementasi di 
Perusahaan 

Score 
Score 

Maksimal 
Keterangan 

1 

SOP keselamatan kerja 
telah disusun dan 
didokumentasikan, 
termasuk prosedur 
pengelolaan keselamatan 
untuk kontraktor. 

5 5 
Tersedia SOP CSMS 
yang telah disahkan 
dan dikendalikan 
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Tabel 4. 2 Lanjutan Tabel Scoring Klausul 1 

No 
Indikator 

Implementasi di 
Perusahaan 

Score 
Score 

Maksimal 
Keterangan 

2 

Departement OHS dan 
Enviroment melakukan 
review CSoW 
(Contractor Scope of 
Work) untuk memastikan 
setiap pekerjaan 
memenuhi standar 
keselamatan Perusahaan 
Tambang Emas. 

3 5 

Dokumen CSoW 
tersedia, namun bukti 
alur komunikasi 
review OH&S belum 
konsisten  

3 

Prosedur pemantauan 
keselamatan telah 
ditetapkan, termasuk 
pelaksanaan audit 
berkala terhadap kinerja 
keselamatan kontraktor. 

5 5 

Tersedia SOP audit 
and inspection, 
laporan inspeksi, 
rekaman audit 
keselamatan, dan 
tindak lanjut temuan 

Berdasarkan Tabel 4.1, dua dari tiga indikator pada klausul 1 

memperoleh score maksimal, yaitu penyusunan dan 

pendokumentasian SOP keselamatan kerja serta penetapan prosedur 

pemantauan keselamatan melalui audit berkala. Hasil ini 

menunjukkan bahwa secara dokumen, perusahaan telah memiliki 

dasar pengelolaan keselamatan kontraktor yang jelas dan telah 

dikendalikan melalui SOP CSMS, SOP audit, laporan inspeksi, 

rekaman audit, serta tindak lanjut temuan. 

Namun, indikator terkait review CSoW oleh Departement OHS 

dan Enviroment memperoleh score 3 dari score maksimal 5. Hal ini 

menunjukkan bahwa dokumen CSoW telah tersedia, tetapi bukti alur 

komunikasi review OH&S belum berjalan secara konsisten. Dengan 

demikian, gap pada Klausul 1 tidak terletak pada ketiadaan prosedur, 

melainkan pada konsistensi pelaksanaan dan pembuktian proses 

review sebelum pekerjaan kontraktor dilaksanakan. Kondisi ini 

perlu diperhatikan karena review CSoW menjadi salah satu tahap 

awal untuk memastikan bahwa ruang lingkup pekerjaan telah 

mempertimbangkan standar keselamatan perusahaan. 

2. Klausul 2 

Klausul 2 mengacu pada ketentuan bahwa “Prosedur pengelolaan 

perusahaan jasa pertambangan paling sedikit terdiri atas: a. 



 

53 
 

persyaratan, seleksi, dan penetapan perusahaan jasa pertambangan; 

b. tanggung jawab, pemantauan, dan pelaporan perusahaan jasa 

pertambangan; c. evaluasi perusahaan jasa pertambangan.” Dalam 

SOP CSMS perusahaan, ketentuan tersebut terlihat pada tahapan 

pengelolaan kontraktor mulai dari pemeriksaan persyaratan awal, 

proses seleksi, penetapan tanggung jawab, pemantauan pelaksanaan 

pekerjaan, pelaporan kinerja keselamatan, hingga evaluasi 

kontraktor. Penilaian pada klausul ini diarahkan untuk melihat 

apakah seluruh tahapan tersebut telah berjalan sesuai alur 

pengelolaan kontraktor yang ditetapkan perusahaan. Hasil scoring 

klausul 2 disajikan pada Tabel 4.3. 

Tabel 4. 3 Scoring Klausul 2 

No 
Indikator 

Implementasi di 
Perusahaan 

Score 
Score 

Maksimal 
Keterangan 

1 

Dokumen legal 
kontraktor (akta, izin, 
NIB, SIO, SBU) telah 
dikumpulkan dan 
diverifikasi. 

5 5 
Tersedia dokumen 
legal dan rekaman 
verifikasi kontraktor 

2 

Evaluasi keselamatan 
kontraktor dilaksanakan 
menggunakan kriteria 
keselamatan yang 
ditetapkan Perusahaan 
Tambang Emas. 

5 5 

Tersedia dokumen 
form evaluasi dan 
hasil penilaian 
keselamatan 
kontraktor 

3 

Kewajiban kontraktor 
untuk melaporkan 
kinerja keselamatan 
bulanan kepada 
Perusahaan Tambang 
Emas telah  ditetapkan. 

3 5 

Persyaratan pelaporan 
telah ditetapkan, 
namun pelaporan 
belum disampaikan 
secara konsisten oleh 
seluruh kontraktor 

4 

Prosedur pelaporan 
insiden dan evaluasi 
keselamatan kontraktor 
pada akhir proyek 
disusun dan diterapkan. 

5 5 

Tersedia prosedur 
pelaporan investigasi 
insiden, dan evaluasi 
CPR 

Berdasarkan Tabel 4.3, sebagian besar indikator pada klausul 2 

telah memperoleh score maksimal. Dokumen legal kontraktor telah 

dikumpulkan dan diverifikasi, evaluasi keselamatan kontraktor telah 

dilaksanakan menggunakan kriteria yang ditetapkan perusahaan, 

serta prosedur pelaporan insiden dan evaluasi keselamatan akhir 

proyek telah tersedia dan diterapkan. Hasil tersebut menunjukkan 
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bahwa pengelolaan kontraktor dari tahap awal hingga evaluasi telah 

memiliki dasar administratif dan prosedural yang kuat. 

Meskipun demikian, indikator kewajiban kontraktor untuk 

melaporkan kinerja keselamatan bulanan memperoleh score 3 dari 

score maksimal 5. Persyaratan pelaporan sebenarnya telah 

ditetapkan, tetapi pelaksanaannya belum disampaikan secara 

konsisten oleh seluruh kontraktor. Hal ini menunjukkan adanya gap 

pada disiplin pelaporan berkala. Kondisi tersebut perlu menjadi 

perhatian karena laporan kinerja keselamatan bulanan merupakan 

salah satu sumber data untuk memantau kepatuhan kontraktor 

selama pekerjaan berlangsung. Apabila pelaporan belum konsisten, 

maka perusahaan berpotensi mengalami keterbatasan data dalam 

menilai penyimpangan kinerja keselamatan kontraktor. 

3. Klausul 3 

Klausul 3 mengacu pada ketentuan bahwa “Dalam persyaratan, 

seleksi, dan penetapan perusahaan jasa pertambangan, memastikan 

kontrak kerja memuat komitmen perusahaan jasa Pertambangan 

untuk mematuhi persyaratan keselamatan pertambangan pemberi 

kontrak dan sanksi atas ketidaksesuaian unjuk kerja.” Pada SOP 

CSMS perusahaan, ketentuan ini berkaitan dengan komitmen 

keselamatan dalam hubungan kontraktual antara perusahaan dan 

kontraktor. Penilaian dilakukan terhadap pencantuman komitmen 

keselamatan dalam kontrak kerja, kepatuhan kontraktor terhadap 

Golden Rules dan Zero Tolerance, serta penerapan sanksi apabila 

terjadi pelanggaran keselamatan. Hasil scoring klausul 3 disajikan 

pada Tabel 4.4. 

Tabel 4. 4 Scoring Klausul 3 

No 
Indikator 

Implementasi di 
Perusahaan 

Score  
Score 

Maksimal 
Keterangan 

1 

Kontrak kerja 
dipastikan memuat 
komitmen keselamatan 
yang jelas sesuai 
dengan SOP Contract 
Sourcing. 

5 5 

Klausul komitmen 
aspek keselamatan 
tercantum dalam 
dokumen kontrak 
kerja kontraktor 
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Tabel 4. 5 Lanjutan Tabel Scoring Klausul 3 

No 
Indikator 

Implementasi di 
Perusahaan 

Score 
Score 

Maksimal 
Keterangan 

2 

Kepatuhan kontraktor 
terhadap Golden Rules 
dan Zero Tolerance di 
lokasi kerja diverifikasi 
melalui perjanjian 
kontrak. 

5 5 

Terdapat perjanjian 
sanksi dan tindakan 
terhadap pelanggaran 
keselamatan dalam 
kontrak 

3 

Sanksi keselamatan 
bagi pelanggaran 
diterapkan (peringatan, 
suspend, atau stop 
work) apabila 
ditemukan 
ketidaksesuaian. 

5 5 

Tersedia prosedur dan 
rekaman pemberian 
tindakan terhadap 
pelanggaran 

Berdasarkan Tabel 4.4, seluruh indikator pada klausul 3 

memperoleh score maksimal. Kontrak kerja telah memuat komitmen 

keselamatan sesuai SOP Contract Sourcing, kepatuhan kontraktor 

terhadap Golden Rules dan Zero Tolerance telah diverifikasi melalui 

perjanjian kontrak, serta sanksi keselamatan telah diterapkan apabila 

ditemukan ketidaksesuaian. Hasil ini menunjukkan bahwa aspek 

komitmen keselamatan dalam hubungan kontraktual antara 

perusahaan dan kontraktor telah berjalan dengan baik. 

Pencapaian score maksimal pada klausul ini menunjukkan bahwa 

perusahaan tidak hanya mencantumkan persyaratan keselamatan 

sebagai ketentuan administratif, tetapi juga telah 

menghubungkannya dengan mekanisme sanksi dan tindakan apabila 

terjadi pelanggaran. Dengan demikian, klausul 3 dapat dinilai telah 

memenuhi persyaratan implementasi secara kuat, karena terdapat 

kesesuaian antara dokumen kontrak, ketentuan kepatuhan, dan 

penerapan tindakan terhadap pelanggaran keselamatan. 

4. Klausul 4 

Klausul 4 mengacu pada ketentuan untuk “Memastikan bahwa 

perusahaan jasa pertambangan yang terpilih akan menjelaskan 

secara rinci program dan biaya keselamatan pertambangan.” Dalam 

pelaksanaan CSMS perusahaan, ketentuan ini tidak hanya berkaitan 
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dengan keberadaan program keselamatan, tetapi juga dengan 

kesiapan sumber daya yang mendukung program tersebut. Oleh 

karena itu, penilaian pada klausul ini difokuskan pada ketersediaan 

program keselamatan kontraktor serta pemastian biaya keselamatan 

dalam dokumen pekerjaan atau kontrak. Hasil scoring Klausul 4 

disajikan pada Tabel 4.6. 

Tabel 4. 6 Scoring Klausul 4 

No 
Indikator 

Implementasi di 
Perusahaan 

Score 
Score 

Maksimal 
Keterangan 

1 

Program keselamatan 
yang disusun kontraktor 
diverifikasi, termasuk 
langkah-langkah 
keselamatan kerja yang 
terperinci untuk semua 
jenis pekerjaan. 

4 5 

Program K3 
tersedia, namun 
evaluasi 
efektivitas belum 
optimal 

2 

Biaya keselamatan 
(pelatihan, APD, 
pemeriksaan rutin) 
dipastikan dimasukkan 
dalam anggaran 
kontraktor dan disetujui 
dalam tender. 

5 5 

Tersedia 
perencanaan biaya 
K3 dalam 
dokumen 
pekerjaan/kontrak 

Berdasarkan Tabel 4.6, indikator mengenai biaya keselamatan 

memperoleh score maksimal, karena perencanaan biaya K3 telah 

tersedia dalam dokumen pekerjaan atau kontrak. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan telah memastikan adanya 

dukungan pembiayaan untuk kebutuhan keselamatan, seperti 

pelatihan, APD, dan pemeriksaan rutin. Dengan adanya perencanaan 

biaya tersebut, program keselamatan kontraktor tidak hanya berhenti 

pada rencana kerja, tetapi juga memiliki dukungan sumber daya 

dalam pelaksanaannya. 

Namun, indikator mengenai verifikasi program keselamatan 

kontraktor memperoleh score 4 dari score maksimal 5. Program K3 

telah tersedia, tetapi evaluasi efektivitasnya belum optimal. Artinya, 

perusahaan telah memastikan bahwa kontraktor menyusun program 

keselamatan, tetapi penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan 

program tersebut masih perlu diperkuat. Gap pada klausul ini 
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bersifat minor, karena sistem telah berjalan, namun masih 

membutuhkan penguatan pada aspek evaluasi hasil atau efektivitas 

program keselamatan yang telah disusun. 

5. Klausul 5 

Klausul 5 mengacu pada ketentuan untuk “Memastikan 

perusahaan jasa pertambangan telah memiliki pekerja yang memiliki 

bukti-bukti kompetensi sesuai dengan kebutuhan untuk 

melaksanakan pekerjaan yang ada dalam kontrak kerja.” Pada SOP 

CSMS perusahaan, ketentuan ini diterapkan melalui pengendalian 

terhadap kelayakan pekerja kontraktor sebelum memasuki area 

kerja. Aspek yang dinilai mencakup daftar pekerja, verifikasi 

sertifikasi kompetensi, pelaksanaan Safety Induction, dan 

pemeriksaan kesehatan melalui Medical Check Up. Penilaian ini 

penting karena kesiapan personel menjadi salah satu syarat utama 

sebelum pekerjaan kontraktor dilaksanakan. Hasil scoring klausul 5 

disajikan pada Tabel 4.7. 

Tabel 4. 7 Scoring Klausul 5 

No 
Indikator 

Implementasi di 
Perusahaan 

Score 
Score 

Maksimal 
Keterangan 

1 
Daftar pekerja yang 
terlibat dalam pekerjaan 
dikumpulkan. 

5 5 
Tersedia daftar tenaga 
kerja kontraktor 

2 

Sertifikasi kompetensi 
pekerja diverifikasi, 
termasuk SIMPER, 
operator alat, dan K3. 

5 5 
Tersedia sertifikat 
kompetensi pekerja 
sesuai pekerjaan 

3 

Pekerja dipastikan 
mengikuti Safety 
Induction yang 
diwajibkan oleh 
Perusahaan Tambang 
Emas. 

5 5 
Tersedia rekaman 
safety induction dan 
daftar hadir pekerja 

4 

Pekerja dipastikan 
menjalani Medical 
Check Up untuk 
memastikan kesehatan 
fisik pekerja sebelum 
memulai pekerjaan. 

5 5 
Tersedia rekaman 
hasil pemeriksaan 
kesehatan pekerja 

Berdasarkan Tabel 4.7, seluruh indikator pada klausul 5 

memperoleh score maksimal. Daftar tenaga kerja kontraktor telah 
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tersedia, sertifikasi kompetensi pekerja telah diverifikasi, pekerja 

telah mengikuti Safety Induction, dan rekaman hasil pemeriksaan 

kesehatan juga telah tersedia. Hasil ini menunjukkan bahwa 

pengendalian terhadap kelayakan pekerja kontraktor telah 

dilaksanakan dengan baik sebelum pekerja memasuki area kerja. 

Pencapaian score maksimal pada klausul ini memperlihatkan 

bahwa perusahaan telah memiliki pengendalian yang memadai 

terhadap aspek personel. Pemenuhan daftar pekerja, sertifikasi 

kompetensi, induksi keselamatan, dan Medical Check Up menjadi 

bukti bahwa perusahaan berupaya memastikan pekerja kontraktor 

memiliki kesiapan administratif, kompetensi, pemahaman 

keselamatan, serta kondisi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan. Dengan demikian, klausul 5 tidak menunjukkan gap 

utama dalam implementasi CSMS. 

6. Klausul 6 

Klausul 6 mengacu pada ketentuan untuk “Memastikan 

perusahaan jasa pertambangan menggunakan seluruh sarana, 

prasarana, dan peralatan pertambangan yang memiliki bukti-bukti 

kelayakan sesuai persyaratan keselamatan pertambangan pemberi 

kontrak.” Dalam SOP CSMS perusahaan, ketentuan ini diterapkan 

melalui pemeriksaan kelayakan alat, pemenuhan standar APD atau 

PPE, serta verifikasi kesiapan peralatan sebelum digunakan di 

lapangan. Penilaian pada klausul ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa peralatan dan perlengkapan kerja kontraktor tidak hanya 

tersedia, tetapi juga layak digunakan sesuai persyaratan keselamatan 

perusahaan. Hasil scoring klausul 6 disajikan pada Tabel 4.8. 

Tabel 4. 8 Scoring Klausul 6 

No 
Indikator 

Implementasi di 
Perusahaan 

Score 
Score 

Maksimal 
Keterangan 

1 

Kelayakan peralatan 
yang digunakan oleh 
kontraktor diverifikasi 
(alat berat, scaffolding, 
crane, dll.). 

5 5 

Tersedia checklist 
inspeksi dan 
dokumen kelayakan 
peralatan 
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Tabel 4. 9 Lanjutan Tabel Scoring Klausul 6 

No 
Indikator 

Implementasi di 
Perusahaan 

Score 
Score 

Maksimal 
Keterangan 

2 

Seluruh PPE yang 
digunakan oleh pekerja 
dipastikan memenuhi 
persyaratan standar 
keselamatan Perusahaan 
Tambang Emas. 

5 5 
Tersedia standar APD 
dan hasil inspeksi 
penggunaan APD 

3 

Pemeriksaan kelayakan 
alat dilakukan, dan 
peralatan yang 
digunakan di lapangan 
dipastikan telah teruji 
dan memenuhi standar 
keselamatan. 

5 5 
Tersedia rekaman 
workplace checklist 
inspection 

Berdasarkan Tabel 4.8, seluruh indikator pada Klausul 6 

memperoleh score maksimal. Kelayakan peralatan kontraktor telah 

diverifikasi melalui checklist inspeksi dan dokumen kelayakan 

peralatan, PPE pekerja telah dipastikan memenuhi standar 

keselamatan perusahaan, serta pemeriksaan kelayakan alat telah 

didukung oleh rekaman workplace checklist inspection. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pengendalian terhadap sarana, prasarana, 

peralatan, dan perlengkapan kerja kontraktor telah berjalan sesuai 

persyaratan. 

Pencapaian ini penting karena peralatan dan PPE merupakan 

bagian langsung dari pengendalian risiko di lapangan. Peralatan 

yang tidak layak dan APD yang tidak sesuai dapat meningkatkan 

potensi kecelakaan kerja. Dengan tersedianya bukti inspeksi, 

dokumen kelayakan, standar APD, dan rekaman pemeriksaan, 

perusahaan telah menunjukkan bahwa pengendalian teknis terhadap 

pekerjaan kontraktor telah dilakukan secara terukur. Oleh karena itu, 

Klausul 6 dapat dinilai telah diterapkan dengan baik. 

7. Klausul 7 

Klausul 7 mengacu pada ketentuan untuk “Menetapkan 

kewajiban kepada perusahaan jasa pertambangan untuk melaporkan 

pelaksanaan program keselamatan pertambangan secara berkala 
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serta setiap kejadian nyaris celaka (nearmiss), kerusakan properti 

(property damage), kejadian berbahaya, cidera, dan sakit akibat 

kerja kepada Kepala Teknik Tambang.” Dalam SOP CSMS 

perusahaan, ketentuan ini berkaitan dengan kewajiban pelaporan 

program keselamatan dan pelaporan insiden selama pekerjaan 

berlangsung. Penilaian pada klausul ini juga mencakup pelaksanaan 

investigasi insiden, karena setiap kejadian tidak cukup hanya dicatat, 

tetapi perlu ditelusuri penyebabnya agar dapat ditetapkan tindakan 

pencegahan. Hasil scoring Klausul 7 disajikan pada Tabel 4.10. 

Tabel 4. 10 Scoring Klausul 7 

No 
Indikator 

Implementasi di 
Perusahaan 

Score 
Score 

Maksimal 
Keterangan 

1 

Laporan insiden 
(cedera, kerusakan 
properti, atau nyaris 
celaka) dipastikan 
dilaporkan dalam 
waktu maksimal 12 
jam kepada KTT. 

5 5 
Tersedia prosedur dan 
rekaman pelaporan 
insiden 

2 

Investigasi insiden 
dilaksanakan untuk 
menentukan akar 
penyebab dan 
pencegahan insiden 
serupa. 

5 5 
Tersedia laporan 
investigasi dan 
tindakan pencegahan 

Berdasarkan Tabel 4.10, kedua indikator pada Klausul 7 

memperoleh score maksimal. Perusahaan telah memiliki prosedur 

dan rekaman pelaporan insiden, termasuk cedera, kerusakan 

properti, dan kejadian nyaris celaka. Selain itu, investigasi insiden 

juga telah dilaksanakan untuk menentukan akar penyebab dan 

menetapkan tindakan pencegahan agar kejadian serupa tidak 

terulang. 

Hasil ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan dan 

investigasi insiden pada pekerjaan kontraktor telah berjalan dengan 

baik. Pelaporan insiden dalam waktu maksimal 12 jam kepada KTT 

menunjukkan adanya pengendalian komunikasi kejadian secara 

cepat. Di sisi lain, pelaksanaan investigasi menunjukkan bahwa 

perusahaan tidak hanya mencatat kejadian, tetapi juga menelusuri 
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penyebabnya. Dengan demikian, klausul 7 telah menunjukkan 

pemenuhan yang kuat terhadap kewajiban pelaporan dan tindak 

lanjut insiden.  

8. Klausul 8 

Klausul 8 mengacu pada ketentuan untuk “Melakukan 

pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja 

keselamatan perusahaan jasa pertambangan melalui pemeriksaan, 

pengujian, pengukuran, dan audit.” Ketentuan ini dalam SOP CSMS 

perusahaan diterapkan melalui kegiatan pemantauan kepatuhan 

kontraktor selama pekerjaan berlangsung. Pemeriksaan, pengujian, 

pengukuran, dan audit menjadi sarana untuk melihat apakah 

kontraktor benar-benar menjalankan persyaratan keselamatan di 

lapangan, bukan hanya memenuhi dokumen pada tahap awal. Hasil 

scoring klausul 8 disajikan pada Tabel 4.11. 

Tabel 4. 11 Scoring Klausul 8 

No 
Indikator 

Implementasi di 
Perusahaan 

Score 
Score 

Maksimal 
Keterangan 

1 

Kepatuhan keselamatan 
dipantau secara rutin 
oleh tim Safety 
Watcher. 

4 5 

Tersedia laporan 
Safety Watcher, 
namun pelaksanaan 
monitoring belum 
sepenuhnya konsisten 

2 

Keselamatan kontraktor 
dipantau melalui 
inspeksi rutin yang 
dilakukan oleh tim HSE 
setiap bulan. 

5 5 
Tersedia rekaman 
inspeksi dan tindak 
lanjut temuan 

3 

Pengujian keselamatan 
terhadap sarana, 
prasarana, instalasi, dan 
peralatan pertambangan 
dilaksanakan untuk 
memastikan kelayakan. 

5 5 
Tersedia hasil 
pemeriksaan dan 
verifikasi SPIP 

4 

Audit keselamatan di 
lapangan dilakukan 
sesuai dengan SOP 
OHS Audit & 
Inspection. 

5 5 
Tersedia laporan audit 
lapangan dan tindak 
lanjut hasil audit 

Berdasarkan Tabel 4.11, tiga dari empat indikator pada klausul 8 

memperoleh score maksimal. Inspeksi rutin oleh tim HSE, pengujian 

keselamatan terhadap sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan 
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pertambangan, serta audit keselamatan lapangan telah didukung oleh 

rekaman dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan telah memiliki mekanisme pemantauan dan 

evaluasi keselamatan kontraktor yang cukup kuat selama pekerjaan 

berlangsung. 

Namun, indikator pemantauan kepatuhan keselamatan oleh tim 

Safety Watcher memperoleh score 4 dari score maksimal 5. Laporan 

Safety Watcher telah tersedia, tetapi pelaksanaan monitoring belum 

sepenuhnya konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan 

pemantauan telah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan pada 

keteraturan pelaksanaan dan keseragaman pencatatan. Gap pada 

klausul 8 menunjukkan kelemahan pada konsistensi monitoring 

lapangan yang perlu diperbaiki agar pemantauan kepatuhan 

kontraktor dapat berjalan lebih stabil.  

9. Klausul 9 

Klausul 9 mengacu pada ketentuan untuk “Melakukan evaluasi 

akhir untuk semua penyelesaian kontrak dalam bentuk laporan 

kinerja keselamatan pertambangan, termasuk memberikan umpan 

balik untuk pengetahuan dan pembelajaran di masa yang akan 

datang, serta melakukan tindakan perbaikan untuk pekerjaan 

berikutnya.” Dalam SOP CSMS perusahaan, ketentuan ini berkaitan 

dengan evaluasi akhir terhadap kinerja keselamatan kontraktor 

setelah pekerjaan selesai. Penilaian pada klausul ini diarahkan untuk 

melihat apakah hasil evaluasi akhir telah digunakan sebagai bahan 

umpan balik, pembelajaran, dan dasar perbaikan untuk pekerjaan 

berikutnya. Hasil scoring klausul 9 disajikan pada Tabel 4.12.  

Tabel 4. 12 Scoring Klausul 9 

No 
Indikator 

Implementasi di 
Perusahaan 

Score 
Score 

Maksimal 
Keterangan 

1 

Temuan lapangan 
disampaikan secara 
rutin oleh tim Safety 
Watcher. 

3 5 

Tersedia laporan 
temuan, namun 
dokumentasi laporan 
tidak dilakukan 
secara seragam 
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Tabel 4. 13 Lanjutan Tabel Scoring Klausul 9 

No 
Indikator 

Implementasi di 
Perusahaan 

Score 
Score 

Maksimal 
Keterangan 

2 

Evaluasi keselamatan 
kontraktor setelah 
proyek selesai 
dilaksanakan melalui 
Contractor 
Performance Review 
(CPR). 

4 5 

Evaluasi CPR telah 
dilakukan, namun 
tindak lanjut hasil 
evaluasi belum 
sepenuhnya optimal 

3 

Umpan balik 
pembelajaran 
diberikan 
berdasarkan hasil 
evaluasi keselamatan 
untuk perbaikan di 
masa mendatang. 

5 5 

Tersedia bukti 
penyampaian hasil 
evaluasi dan 
pembelajaran 
keselamatan 

4 

Tindakan perbaikan 
diambil berdasarkan 
hasil evaluasi 
keselamatan, dengan 
fokus pada perbaikan 
prosedur keselamatan 
untuk pekerjaan 
berikutnya. 

2 5 

Terdapat tindakan 
koreksi, namun belum 
tersedia bukti 
feedback dan 
perbaikan prosedur 
secara konsisten 

Berdasarkan Tabel 4.12, klausul 9 menunjukkan hasil scoring 

yang lebih bervariasi dibandingkan klausul lainnya. Indikator 

pemberian umpan balik pembelajaran memperoleh score maksimal, 

karena telah tersedia bukti penyampaian hasil evaluasi dan 

pembelajaran keselamatan. Namun, indikator lainnya masih 

menunjukkan adanya gap, yaitu penyampaian temuan lapangan 

memperoleh score 3, evaluasi keselamatan melalui Contractor 

Performance Review memperoleh score 4, dan tindakan perbaikan 

berdasarkan hasil evaluasi memperoleh score 2. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses evaluasi akhir 

kontraktor telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya kuat pada bagian 

dokumentasi, tindak lanjut, dan perbaikan prosedur. Temuan 

lapangan sudah disampaikan oleh tim Safety Watcher, tetapi 

dokumentasi laporan belum dilakukan secara seragam. Evaluasi 

CPR juga telah dilakukan, namun tindak lanjut hasil evaluasi belum 

sepenuhnya optimal. Gap terbesar terdapat pada indikator tindakan 
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perbaikan, karena meskipun terdapat tindakan koreksi, bukti 

feedback dan perbaikan prosedur belum tersedia secara konsisten. 

4.3.3 Rekapitulasi Score Implementasi 

Setelah hasil scoring pada setiap indikator CSMS diperoleh, langkah 

berikutnya adalah merekapitulasi dan menghitung persentase 

implementasi pada masing-masing indikator implementasi CSMS. 

Perhitungan persentase dilakukan dengan menggunakan persamaan (1). 

Penyajian dalam bentuk persentase digunakan agar hasil penilaian lebih 

mudah untuk menentukan indikator yang akan dijadikan prioritas 

perbaikan. Rekapitulasi score implementasi CSMS disajikan pada Tabel 

4.14.  

Tabel 4. 14 Rekapitulasi Score Implementasi CSMS 

No Score Implementasi Score Maksimal 
Persentase 

(%) 
1 5 5 100% 
2 3 5 60% 
3 5 5 100% 
4 5 5 100% 
5 5 5 100% 
6 3 5 60% 
7 5 5 100% 
8 5 5 100% 
9 5 5 100% 
10 5 5 100% 
11 4 5 80% 
12 5 5 100% 
13 5 5 100% 
14 5 5 100% 
15 5 5 100% 
16 5 5 100% 
17 5 5 100% 
18 5 5 100% 
19 5 5 100% 
20 5 5 100% 
21 5 5 100% 
22 4 5 80% 
23 5 5 100% 
24 5 5 100% 
25 5 5 100% 
26 3 5 60% 
27 4 5 80% 
28 5 5 100% 
29 2 5 40% 
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4.3.4 Penentuan Prioritas Perbaikan 

Penentuan prioritas perbaikan dilakukan setelah seluruh indikator 

implementasi CSMS diberikan score dan dikonversi ke dalam bentuk 

persentase. Persentase tersebut digunakan untuk melihat tingkat 

pemenuhan setiap indikator terhadap kondisi aktual implementasi CSMS 

di perusahaan. 

Kategori prioritas perbaikan dalam penelitian ini ditentukan 

berdasarkan Range Gap Analysis pada Tabel 2.3. Berdasarkan tabel 

tersebut, persentase implementasi sebesar 75%–100% menunjukkan 

bahwa perusahaan telah menjalankan sistem dengan baik, persentase 

50%–74% menunjukkan bahwa perusahaan masih harus memperbaiki 

sistem, sedangkan persentase 1%–49% menunjukkan bahwa sistem 

perusahaan sangat membutuhkan perbaikan. Dengan demikian, indikator 

yang memiliki nilai implementasi di bawah 75% ditetapkan sebagai 

indikator prioritas perbaikan. 

Penetapan batas di bawah 75% digunakan karena indikator pada 

rentang tersebut belum berada dalam kategori sistem yang telah berjalan 

dengan baik. Artinya, indikator dengan nilai 60% maupun 40% masih 

menunjukkan adanya gap implementasi yang perlu ditindaklanjuti. 

Indikator dengan nilai 60% menunjukkan bahwa perusahaan telah 

memiliki persyaratan atau dokumen pendukung, namun penerapannya 

belum berjalan secara konsisten. Sementara itu, indikator dengan nilai 

40% menunjukkan bahwa penerapan masih terbatas dan belum efektif 

dalam mendukung pelaksanaan CSMS. 

Hasil penentuan prioritas perbaikan selanjutnya diverifikasi dan 

divalidasi melalui expert judgement oleh Superintendent Section OHS, 

System, Compliance, and Reporting. Validasi ini dilakukan untuk 

memastikan bahwa indikator yang dipilih sebagai prioritas perbaikan 

telah sesuai dengan kondisi aktual implementasi CSMS di perusahaan. 

Dengan demikian, prioritas perbaikan tidak hanya ditentukan 

berdasarkan hasil perhitungan score, tetapi juga telah dikonfirmasi oleh 
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pihak yang memahami proses pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi 

CSMS di perusahaan. 

Tabel 4. 15 Penentuan Prioritas Perbaikan 
Indikator Prioritas Perbaikan Score Keterangan Permasalahan 

Departement OHS dan Enviroment 
melakukan review CSoW 
(Contractor Scope of Work) untuk 
memastikan setiap pekerjaan 
memenuhi standar keselamatan 
Perusahaan Tambang Emas. 

60% 
User masih terkendala komunikasi 
dalam proses review dan 
pengelolaan CsoW. 

Temuan lapangan disampaikan 
secara rutin oleh tim Safety Watcher. 

60% 
Pelaporan hasil inspeksi safety 
watcher masih belum bisa diolah 
datanya. 

Kewajiban kontraktor untuk 
melaporkan kinerja keselamatan 
bulanan kepada Perusahaan 
Tambang Emas telah  ditetapkan. 

60% 
Penilaian reguler performa 
keselamatan kontraktor belum 
dilaksanakan. 

Tindakan perbaikan diambil 
berdasarkan hasil evaluasi 
keselamatan, dengan fokus pada 
perbaikan prosedur keselamatan 
untuk pekerjaan berikutnya. 

40% 
Kontraktor belum mendapatkan 
feedback terhadap evaluasi HSE. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi scoring pada Tabel 4.15, indikator 

yang memiliki nilai implementasi di bawah 75% selanjutnya akan 

disebut sebagai problem. Setiap problem ini menjadi fokus analisis untuk 

penentuan akar penyebab (root cause) serta penyusunan rekomendasi 

perbaikan. 

4.4 Root Cause Analysis 

Pada bagian ini dilakukan penelusuran root cause terhadap empat indikator 

prioritas perbaikan, untuk menggali penyebab permasalahan pada setiap 

indikator digunakan metode 5 Why Analysis sebagai struktur wawancara 

dengan expert di perusahaan. 3 personel pada Section OHS, System, 

Compliance, and Reporting dengan jabatan Superitendent, Supervisor, dan 

Staff perusahaan dipilih sebagai responden expert judgement karena dinilai 

memahami kondisi implementasi CSMS di perusahaan saat ini. Hasil 

wawancara tersebut kemudian digunakan untuk memetakan penyebab setiap 

masalah secara bertahap dengan metode Fault Tree Analysis hingga diperoleh 

minimal cut set pada masing-masing problem. 
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4.4.1 5 Why Analysis  

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 responden expert judgement 

menggunakan metode 5 Why Analysis pada Lampiran 3, maka 

didapatkan ringkasan penyebab permasalahan pada 4 indikator 

implementasi CSMS sebagai berikut: 

1. Problem 1 

Berdasarkan hasil gap analysis, indikator ini memperoleh nilai 

implementasi 60%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses 

review CSoW telah dilakukan, namun masih terdapat kendala pada 

aspek komunikasi dan pengelolaan alur permintaan review. Adapun 

hasil 5 Why Analysis untuk problem 1 adalah sebagai berikut. 

1) Why? 

Proses review CSoW masih terkendala karena request review 

belum sepenuhnya masuk melalui satu jalur yang jelas. Dalam 

pelaksanaannya, user masih mengirimkan permintaan kepada 

personel yang dikenal terlebih dahulu, sehingga request dapat 

diterima oleh pihak yang bukan PIC atau tidak terkait langsung 

dengan proses CSMS. 

2) Why? 

Hal ini terjadi karena jalur resmi penerimaan request belum 

digunakan secara konsisten. Beberapa permintaan masih 

disampaikan melalui email pribadi, pesan langsung, atau 

komunikasi informal kepada personel tertentu, sehingga proses 

penerimaan request belum tertata sebagai satu alur resmi. 

3) Why? 

User belum memiliki patokan yang jelas karena informasi 

terkait PIC dan reviewer CSoW belum tersosialisasi dengan 

baik. Selain itu, alur dalam SOP belum cukup menjelaskan 

secara rinci mulai dari awal request masuk, pihak yang 

menerima, sampai pihak yang menindaklanjuti proses review. 
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4) Why? 

Informasi tersebut belum tersosialisasi dengan jelas karena 

pembagian peran internal belum disosialisasikan kepada user. 

Akibatnya, user tidak mengetahui secara pasti siapa penerima 

request, siapa yang bertugas melakukan review, dan siapa yang 

mengontrol status review CSoW. 

5) Why? 

Kondisi ini terjadi karena belum ada mekanisme yang tegas 

untuk menolak, mengoreksi, atau mengarahkan ulang request 

apabila permintaan tersebut diterima oleh personel yang tidak 

terkait dengan CSMS. Selama personel yang bukan PIC masih 

menerima permintaan tersebut, user menganggap cara informal 

tersebut masih dapat digunakan. 

6) Why? 

Mekanisme tersebut belum tersedia karena proses komunikasi 

review CSoW masih banyak bergantung pada kebiasaan 

informal. Belum terdapat aturan yang mengatur secara jelas 

tindakan yang harus dilakukan ketika request salah alamat, 

termasuk siapa yang harus mengalihkan, mencatat, atau 

mengonfirmasi kembali permintaan tersebut. 

7) Why? 

Proses review belum dikelola secara terpusat karena belum 

terdapat PIC resmi yang ditetapkan dan disosialisasikan sebagai 

penerima request. Selain itu, database request review juga 

belum tersedia, sehingga histori permintaan, status review, dan 

penanggung jawabnya belum mudah dilacak. 

8) Why? 

Hal ini terjadi karena belum ada organisasi khusus atau CSMS 

committee yang mengawal proses review CSoW dari awal 

sampai selesai. Akibatnya, alur komunikasi, pembagian PIC, 

mekanisme eskalasi, dan pengelolaan database request review 

belum berjalan sebagai sistem yang terpusat. 
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Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, akar masalah pada 

problem 1 adalah pada proses CSOW terletak pada belum adanya 

sistem komunikasi dan alur request yang terstandar. Hal ini 

menyebabkan ketidakjelasan PIC, kanal resmi, serta mekanisme 

distribusi dan pengelolaan request CSMS, sehingga komunikasi 

masih bersifat informal dan tidak terkontrol. 

2. Problem 2 

Berdasarkan hasil gap analysis, indikator ini memperoleh nilai 

implementasi 60%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa temuan 

lapangan telah disampaikan oleh tim Safety Watcher, namun hasil 

pemantauan belum dapat diolah secara efektif sebagai data analisis. 

Adapun hasil 5 Why Analysis untuk Problem 2 adalah sebagai 

berikut. 

1) Why? 

Hasil pemantauan belum dapat langsung diolah karena bentuk 

laporan yang digunakan masih berupa laporan naratif atau 

dokumen biasa, bukan data yang tersusun dalam format 

terstruktur. Akibatnya, laporan masih perlu dibaca ulang 

sebelum dapat direkap atau dianalisis. 

2) Why? 

Laporan belum siap direkap karena masih tersebar dalam 

beberapa file dan media pelaporan. Sebagian laporan tersimpan 

dalam dokumen terpisah, sebagian disampaikan melalui email, 

sehingga belum terkumpul dalam satu wadah yang dapat 

digunakan sebagai sumber data tunggal. 

3) Why? 

Hal ini terjadi karena setiap laporan belum memiliki kolom 

informasi yang sama. Informasi penting seperti jenis temuan, 

kontraktor, area kerja, PIC, status tindak lanjut, dan batas waktu 

perbaikan belum selalu dicatat dalam format yang seragam. 
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4) Why? 

Laporan masih tersebar karena mekanisme pelaporan yang 

digunakan masih manual, seperti Microsoft Word dan email. 

Ketika laporan dibuat dalam format manual, data tidak langsung 

masuk ke dalam rekap dan perlu dipindahkan kembali apabila 

akan dianalisis. 

5) Why? 

Database tunggal belum tersedia karena belum ada mekanisme 

submit laporan secara terpusat setelah Safety Watcher 

melakukan field verification. Dengan demikian, hasil 

pemantauan belum secara otomatis terkumpul dalam satu sistem 

atau database sederhana. 

6) Why? 

Format laporan masih manual karena belum tersedia form 

standar yang mewajibkan informasi penting dicatat dalam 

kolom yang sama. Selama belum ada format baku, laporan 

masih berfungsi sebagai dokumen kegiatan, belum sebagai 

sumber data analisis. 

7) Why? 

Informasi tersebut belum tercatat secara seragam karena belum 

ada standar struktur pelaporan yang mengatur field wajib dalam 

laporan Safety Watcher. Akibatnya, setiap laporan dapat 

memiliki isi dan detail yang berbeda, sehingga sulit 

dibandingkan antar periode atau antar kontraktor. 

8) Why? 

Hal ini terjadi karena sistem rekap laporan Safety Watcher 

belum dibuat. Belum tersedia e-form atau database sederhana, 

yang dapat menampung temuan, status tindak lanjut, histori 

deviasi, dan hasil pemantauan secara rutin. 

Hasil pemantauan safety watcher belum dapat diolah menjadi 

data analisis karena belum adanya standarisasi format laporan dan 

sistem pengelolaan data yang terpusat. Kondisi ini menyebabkan 
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data tersebar, tidak seragam, dan belum terintegrasi dalam database 

yang mendukung analisis. 

3. Problem 3 

Berdasarkan hasil gap analysis, indikator ini memperoleh nilai 

implementasi 60%. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban 

pelaporan kinerja keselamatan bulanan telah ditetapkan, namun 

pelaksanaan penilaian reguler performa keselamatan kontraktor 

belum berjalan secara konsisten. Adapun hasil 5 Why Analysis untuk 

problem 3 adalah sebagai berikut. 

1) Why? 

Penilaian bulanan belum berjalan karena evaluasi performa 

keselamatan kontraktor belum dijadikan rutinitas selama 

pekerjaan berlangsung. Proses evaluasi masih lebih banyak 

dilakukan setelah proyek selesai, bukan sebagai monitoring 

yang dilakukan dari bulan ke bulan. 

2) Why? 

Penilaian HSE kontraktor belum dilakukan setiap bulan karena 

evaluasi yang berjalan masih lebih fokus pada penilaian akhir. 

Dengan kata lain, sistem yang berjalan belum menjadikan 

evaluasi bulanan sebagai bagian dari pemantauan rutin dalam 

pelaksanaan CSMS. 

3) Why? 

Hal ini terjadi karena Contractor Performance Review masih 

menjadi instrumen utama untuk menilai performa kontraktor 

setelah pekerjaan selesai. Sementara itu, proses tetap untuk 

memasukkan, menghitung, dan menampilkan performa HSE 

kontraktor secara bulanan belum berjalan. 

4) Why? 

Evaluasi bulanan belum menjadi monitoring rutin karena form 

kinerja HSE bulanan belum dikelola sebagai instrumen resmi 

dalam proses CSMS. Akibatnya, penilaian bulanan belum 
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memiliki posisi yang kuat sebagai aktivitas wajib selama 

pekerjaan berlangsung. 

5) Why? 

Indikator penilaian bulanan belum sesuai untuk semua kelas 

kontraktor karena karakteristik kontraktor berbeda-beda. 

Kontraktor lokal dan kontraktor dengan kapasitas lebih besar 

memiliki kemampuan, lingkup pekerjaan, dan karakteristik 

proyek yang tidak selalu sama. 

6) Why? 

Karakteristik kontraktor dan jenis proyek belum dipetakan 

karena indikator dalam form belum disesuaikan dengan jenis 

pekerjaan, skala proyek, dan kelas kontraktor. Akibatnya, 

beberapa indikator belum sepenuhnya relevan untuk digunakan 

pada kontraktor lokal. 

7) Why? 

Form tersebut belum tersedia karena belum ada rancangan form 

bulanan yang praktis dan sesuai untuk berbagai kelas 

kontraktor. Kebutuhan penilaian bagi kontraktor lokal belum 

sepenuhnya diakomodasi dalam instrumen evaluasi yang ada. 

Penilaian kinerja HSE kontraktor secara bulanan belum berjalan 

efektif karena belum adanya form dan indikator yang sesuai untuk 

beberapa kelas kontraktor. Selain itu, proses evaluasi belum menjadi 

aktivitas rutin dan masih bergantung pada evaluasi akhir proyek, 

sehingga tidak mendukung monitoring berkala. 

4. Problem 4 

Berdasarkan hasil gap analysis, indikator ini memperoleh nilai 

implementasi 40%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tindakan 

perbaikan berdasarkan hasil evaluasi keselamatan masih terbatas dan 

belum berjalan efektif. Masalah utama pada indikator ini adalah 

kontraktor belum mendapatkan feedback yang memadai terhadap 

hasil evaluasi HSE. Adapun hasil 5 Why Analysis untuk problem 4 

adalah sebagai berikut. 
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1) Why? 

Kontraktor belum rutin mendapat feedback karena hasil evaluasi 

HSE belum selalu dibahas kembali dalam forum yang terjadwal. 

Evaluasi sudah dilakukan, tetapi belum selalu ditutup dengan 

pembahasan, penyampaian hasil, dan tindak lanjut kepada 

kontraktor. 

2) Why? 

Hal ini terjadi karena HSE contractor meeting belum 

dijadwalkan secara periodik. Forum tersebut kadang dilakukan, 

tetapi belum menjadi agenda bulanan yang pasti untuk 

membahas performa HSE kontraktor. 

3) Why? 

HSE contractor meeting belum dijadwalkan secara periodik 

karena belum ada kalender meeting yang menjadi acuan 

bersama. Akibatnya, forum pembahasan performa HSE 

kontraktor belum memiliki jadwal tetap dan masih bergantung 

pada kebutuhan atau isu yang sedang muncul. 

4) Why? 

Forum koordinasi belum berjalan konsisten karena belum ada 

mekanisme yang memastikan hasil evaluasi HSE harus 

disampaikan kembali kepada kontraktor dalam forum tertentu. 

Selain itu, meeting yang berjalan masih dapat bergeser ke topik 

lain yang dianggap lebih mendesak. 

5) Why? 

Pembahasan performa HSE kontraktor belum menjadi agenda 

tetap karena belum ada kontrol agenda meeting yang 

memastikan CSMS dan performa HSE kontraktor ikut dibahas. 

Dengan demikian, agenda meeting masih lebih banyak 

mengikuti isu yang sedang terjadi. 

6) Why? 

Hal ini terjadi karena belum terdapat mekanisme yang mengikat 

proses feedback dari hasil evaluasi sampai penyelesaian tindak 
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lanjut. Pembahasan CSMS dan performa HSE kontraktor belum 

ditetapkan sebagai agenda wajib dalam forum koordinasi. 

berjalan konsisten karena tidak adanya siklus dan kalender 

meeting yang terstruktur. Akibatnya, penyampaian feedback tidak 

selalu ditindaklanjuti hingga tuntas dan belum menjadi bagian dari 

sistem evaluasi yang formal dan berkelanjutan. 

4.4.2 Fault Tree Analysis 

Fault Tree Analysis pada penelitian ini digunakan sebagai lanjutan 

dari hasil 5 Why Analysis. Penyebab yang telah diperoleh melalui 

wawancara kemudian disusun kembali ke dalam bentuk diagram FTA 

agar hubungan antar penyebab dapat terlihat lebih jelas. Dengan cara 

ini, setiap permasalahan tidak hanya dijelaskan secara naratif, tetapi 

juga dipetakan berdasarkan alur sebab-akibat dari masalah utama 

sampai ke penyebab paling dasar. 

Penyusunan FTA dilakukan pada empat problem prioritas yang 

diperoleh dari hasil Gap Analysis. Keempat problem tersebut berkaitan 

dengan kendala komunikasi dalam review CSoW, hasil pemantauan 

safety watcher yang belum dapat diolah sebagai data analisis, penilaian 

reguler bulanan performa keselamatan kontraktor yang belum 

dilaksanakan, serta kontraktor yang belum mendapat feedback terhadap 

hasil evaluasi HSE. 

Dalam diagram FTA, setiap problem ditempatkan sebagai top 

event. Selanjutnya, top event diturunkan menjadi beberapa event dan 

basic event sesuai dengan hasil wawancara dan kondisi aktual di 

perusahaan. Hubungan antar penyebab disusun menggunakan gerbang 

logika agar dapat diketahui apakah suatu masalah terjadi karena satu 

penyebab tertentu atau karena kombinasi beberapa penyebab. 

Hasil dari FTA kemudian digunakan untuk memperoleh minimal 

cut set. Minimal cut set menunjukkan penyebab dasar, baik tunggal 

maupun kombinasi, yang dapat menyebabkan top event terjadi. Hasil 

ini menjadi dasar dalam menetapkan root cause dominan dan 

menyusun rekomendasi perbaikan pada subbab berikutnya. 
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Kode yang digunakan dalam penyusunan FTA dijelaskan pada 

Tabel 4.16. 

Tabel 4. 16 Kode yang digunakan 
Kode Keterangan 

TE Top Event 
E Event 

BE Basic Event 

 
1. Fault Tree Analysis Problem 1 

 
Gambar 4. 1 Diagram Fault Tree Analysis Problem 1 

Tabel 4. 17 Kode FTA Problem 1 
Kode Keterangan 

T Departemen OHSE sudah melakukan review CSoW namun terkendala 
komunikasi 

E1 Request review CSoW salah alamat dan tidak terkoreksi 
E2 Jalur masuk request review CSoW tidak terkendali 
E3 Request salah masuk ke personel non-PIC 
E4 Koreksi request salah alamat tidak berjalan 
E5 Penanggung jawab review CSoW belum jelas 

BE1 Kanal resmi penerimaan request CSoW belum diwajibkan 
BE2 User masih mengirim request melalui jalur personal atau informal 
BE3 Informasi PIC dan reviewer belum disosialisasikan kepada user 
BE4 User menghubungi personel yang dikenal, bukan PIC resmi 
BE5 Belum ada mekanisme eskalasi atau pengarahan ulang yang jelas 
BE6 Belum ada organisasi/PIC resmi untuk review CSoW 
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Top event pada Problem 1 adalah Departemen OHSE sudah 

melakukan review CSoW namun terkendala komunikasi. 

Berdasarkan diagram FTA, kendala komunikasi dalam proses 

review CSoW bukan hanya terjadi karena user salah mengirimkan 

request, tetapi juga karena jalur penerimaan request belum diatur 

secara tegas. Kondisi ini membuat proses review masih bergantung 

pada kebiasaan komunikasi informal, bukan pada alur kerja yang 

jelas dan dapat dikendalikan. 

Pada cabang pertama, masalah muncul melalui request review 

CSoW yang salah alamat dan tidak terkoreksi (E1). Cabang ini 

menunjukkan bahwa kendala komunikasi terjadi apabila request 

masuk kepada personel yang bukan PIC, kemudian kesalahan 

tersebut tidak segera diarahkan ulang. Dalam praktiknya, user dapat 

menghubungi personel yang dikenal karena belum memahami siapa 

pihak resmi yang bertanggung jawab. Ketika kondisi ini tidak 

disertai mekanisme eskalasi, request berpotensi berhenti pada 

personel yang tidak memiliki kewenangan langsung untuk 

memproses review. 

Cabang request salah masuk ke personel non-PIC (E3) 

menunjukkan adanya dua penyebab yang saling berkaitan. Pertama, 

penanggung jawab review CSoW belum jelas. Kedua, user masih 

menghubungi personel yang dikenal, bukan PIC resmi. Tidak jelasan 

penanggung jawab ini kemudian diturunkan lagi ke basic event 

berupa belum adanya organisasi atau PIC resmi untuk review CSoW. 

Dengan kata lain, persoalan utama pada cabang ini bukan hanya 

perilaku user, tetapi juga belum adanya struktur pengelola yang 

dapat dijadikan rujukan. 

Cabang koreksi request salah alamat tidak berjalan (E4) 

menunjukkan bahwa kesalahan pengiriman request sebenarnya 

masih dapat dikendalikan apabila tersedia mekanisme pengarahan 

ulang. Namun, ketika mekanisme tersebut belum ada, request yang 

salah alamat dapat dibiarkan, terlambat diteruskan, atau tidak 
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tercatat sebagai bagian dari proses review. Inilah yang membuat 

masalah komunikasi menjadi lebih serius, karena tidak ada sistem 

yang memastikan setiap request akhirnya sampai kepada pihak yang 

benar. 

Cabang kedua, yaitu jalur masuk request review CSoW tidak 

terkendali (E2), memperlihatkan masalah pada sisi kanal 

komunikasi. Kanal resmi penerimaan request belum diwajibkan, 

user masih menggunakan jalur personal atau informal, dan informasi 

mengenai PIC serta reviewer belum disosialisasikan secara 

memadai. Kondisi ini menjelaskan mengapa perbaikan pada 

Problem 1 tidak cukup hanya dilakukan melalui sosialisasi biasa, 

tetapi perlu menyentuh pengaturan alur kerja penerimaan request. 

Tabel 4. 18 Minimal Cut Set Problem 1 
T = E1 + E2 
E1 = E3 . E4 
E3 = E5 + BE4 
E5 = BE6 
E4 = BE5 
E2 = BE1 + BE2 + BE3 
T = [(BE6 + BE4) . BE5] + (BE1 + BE2 + BE3) 
T = (BE6 . BE5) + (BE4 . BE5) + BE1 + BE2 + BE3 

Berdasarkan pengerjaan pada Tabel 4.18, minimal cut set pada 

Problem 1 adalah sebagai berikut: 

1. Minimal cut set 1: BE1 

2. Minimal cut set 2: BE2 

3. Minimal cut set 3: BE3 

4. Minimal cut set 4: BE4 dan BE5 

5. Minimal cut set 5: BE5 dan BE6 

Hasil minimal cut set menunjukkan bahwa terdapat lima jalur 

penyebab dasar yang dapat memicu top event. Tiga di antaranya 

berupa basic event tunggal, yaitu BE1, BE2, dan BE3. Artinya, kanal 

resmi yang belum diwajibkan, penggunaan jalur personal, dan belum 

tersosialisasikannya informasi PIC masing-masing sudah cukup 

untuk membuat jalur komunikasi review CSoW menjadi tidak 

terkendali. 
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Sementara itu, dua cut set lainnya berbentuk kombinasi, yaitu 

BE4 dengan BE5 serta BE5 dengan BE6. Hal ini menunjukkan 

bahwa user yang menghubungi personel yang dikenal akan menjadi 

masalah ketika tidak ada mekanisme eskalasi atau pengarahan ulang. 

Begitu juga dengan belum adanya PIC resmi, kondisi tersebut akan 

semakin berdampak apabila tidak tersedia mekanisme untuk 

mengoreksi request yang salah alamat. 

Dengan demikian, akar perbaikan pada Problem 1 perlu 

diarahkan pada tiga hal. Pertama, menetapkan organisasi atau PIC 

resmi untuk review CSoW. Kedua, mewajibkan kanal resmi sebagai 

jalur penerimaan request. Ketiga, menyediakan mekanisme eskalasi 

apabila request diterima oleh personel yang tidak sesuai. Perbaikan 

ini diperlukan agar proses review tidak lagi bergantung pada 

komunikasi personal, tetapi berjalan melalui alur yang jelas, tercatat, 

dan dapat dipantau. 

2. Fault Tree Analysis Problem 2 

 
Gambar 4. 2 Diagram Fault Tree Analysis Problem 2 

 

 

 



 

79 
 

Tabel 4. 19 Kode FTA Problem 2 
Kode Keterangan 

T Hasil pemantauan kontraktor oleh safety watcher belum dapat diolah 
sebagai data analisis 

E1 Laporan safety watcher belum berbentuk data terstruktur 
E2 Sistem data safety watcher belum terpusat 
E3 Data laporan tidak terkonsolidasi 
E4 Submit dan rekap data belum terbentuk 

BE1 Laporan masih berupa narasi atau dokumen kegiatan 
BE2 Format laporan masih manual seperti Word atau email 
BE3 Informasi penting belum ditulis dalam field yang seragam 
BE4 Laporan tersebar di beberapa file, email, atau media terpisah 
BE5 Database tunggal laporan safety watcher belum tersedia 
BE6 Mekanisme submit laporan secara terpusat belum tersedia 
BE7 E-form atau form input langsung ke rekap data belum tersedia 
BE8 E-form belum terhubung dengan database laporan safety watcher 

Top event pada Problem 2 adalah hasil pemantauan kontraktor 

oleh safety watcher belum dapat diolah sebagai data analisis. 

Permasalahan ini menunjukkan bahwa kegiatan pemantauan 

sebenarnya sudah menghasilkan informasi, tetapi informasi tersebut 

belum terbentuk sebagai data yang siap dipakai untuk evaluasi. 

Dengan demikian, persoalan utamanya bukan semata-mata pada 

keberadaan laporan, melainkan pada cara laporan tersebut dicatat, 

dikumpulkan, dan disusun kembali menjadi data analisis. 

Cabang pertama, yaitu laporan safety watcher belum berbentuk 

data terstruktur (E1), menggambarkan kelemahan pada bentuk 

pencatatan. Laporan yang masih berupa narasi atau dokumen 

kegiatan dapat menjelaskan kejadian di lapangan, tetapi sulit 

digunakan untuk melihat pola temuan secara cepat. Masalah ini 

diperkuat oleh format laporan yang masih manual, seperti Word atau 

email, serta belum seragamnya field informasi penting. Akibatnya, 

data dari satu laporan tidak selalu dapat dibandingkan dengan 

laporan lainnya. 

Kondisi tersebut berdampak langsung pada proses analisis. 

Misalnya, ketika jenis temuan, lokasi pekerjaan, status tindak lanjut, 

atau informasi kontraktor tidak ditulis dalam format yang sama, 

maka data perlu dibaca ulang satu per satu. Proses ini membuat hasil 
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pemantauan lebih banyak berfungsi sebagai arsip kegiatan, bukan 

sebagai bahan analisis keselamatan yang siap digunakan. 

Cabang kedua, yaitu sistem data safety watcher belum terpusat 

(E2), menunjukkan persoalan pada pengelolaan data. Data laporan 

tidak terkonsolidasi karena laporan masih tersebar di beberapa file, 

email, atau media terpisah. Selain itu, database tunggal laporan 

safety watcher belum tersedia. Dalam kondisi seperti ini, proses 

pengolahan data bergantung pada pencarian dan rekap manual, 

sehingga membutuhkan waktu lebih lama dan berisiko menimbulkan 

data yang tidak lengkap. 

Cabang submit dan rekap data belum terbentuk (E4) 

memperlihatkan bahwa alur pengiriman laporan belum diarahkan 

pada satu sistem yang sama. Mekanisme submit secara terpusat 

belum tersedia, e-form atau form input langsung ke rekap data juga 

belum tersedia, dan e-form belum terhubung dengan database 

laporan safety watcher. Akibatnya, hasil pemantauan tidak secara 

otomatis terkumpul menjadi database yang dapat dianalisis. 

Tabel 4. 20 Minimal Cut Set Problem 2 
T = E1 + E2 
E1 = BE1 + BE2 + BE3 
E2 = E3 + E4 
E3 = BE4 + BE5 
E4 = BE6 + BE7 + BE8 
T = (BE1 + BE2 + BE3) + (BE4 + BE5) + (BE6 + BE7 + BE8) 
T = BE1 + BE2 + BE3 + BE4 + BE5 + BE6 + BE7 + BE8 

Berdasarkan pengerjaan pada Tabel 4.20, minimal cut set pada 

Problem 2 adalah sebagai berikut: 

1. Minimal cut set 1: BE1 

2. Minimal cut set 2: BE2 

3. Minimal cut set 3: BE3 

4. Minimal cut set 4: BE4 

5. Minimal cut set 5: BE5 

6. Minimal cut set 6: BE6 

7. Minimal cut set 7: BE7 

8. Minimal cut set 8: BE8 
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Hasil minimal cut set menunjukkan bahwa seluruh penyebab 

dasar pada Problem 2 berbentuk basic event tunggal. Artinya, 

masing-masing basic event dapat secara langsung menyebabkan 

hasil pemantauan safety watcher belum dapat diolah sebagai data 

analisis. Sebagai contoh, meskipun laporan tersedia, data tetap sulit 

dianalisis apabila informasi penting belum ditulis dalam field yang 

seragam. Demikian pula, laporan yang lengkap tetap sulit 

dimanfaatkan apabila tersebar di banyak file dan tidak masuk ke 

database tunggal. 

Secara substansi, akar perbaikan pada Problem 2 perlu diarahkan 

pada pembentukan sistem data yang lebih tertata. Perusahaan perlu 

menyediakan form standar yang memuat field penting, e-form 

sebagai media input, mekanisme submit terpusat, dan database 

tunggal untuk menyimpan seluruh laporan safety watcher. Dengan 

perbaikan tersebut, hasil pemantauan tidak hanya menjadi 

dokumentasi kegiatan lapangan, tetapi juga dapat digunakan sebagai 

dasar analisis performa keselamatan kontraktor. 

3. Fault Tree Analysis Problem 3 

 
Gambar 4. 3 Diagram Fault Tree Analysis Problem 3 
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Tabel 4. 21 Kode FTA Problem 3 
Kode Keterangan 

T Penilaian reguler bulanan performa keselamatan kontraktor belum 
dilaksanakan 

E1 Evaluasi performa HSE belum menjadi rutinitas bulanan 
E2 Instrumen penilaian bulanan belum siap digunakan 
E3 Mekanisme/form bulanan belum resmi 
E4 Kriteria belum sesuai kontraktor lokal 

BE1 Penilaian HSE kontraktor belum dilakukan setiap bulan 
BE2 Evaluasi masih fokus pada Contractor Performance Review setelah 

project selesai 
BE3 Proses input, perhitungan, dan tampilan performa HSE bulanan belum 

tersedia 
BE4 Form kinerja HSE bulanan belum ditetapkan sebagai evaluasi wajib 
BE5 Indikator belum disesuaikan dengan jenis pekerjaan, skala project, dan 

kelas kontraktor 
BE6 Karakteristik project dan kontraktor belum dipetakan ke dalam 

indikator penilaian 
BE7 Form penilaian kinerja untuk kontraktor lokal belum tersedia 

Top event pada Problem 3 adalah penilaian reguler bulanan 

performa keselamatan kontraktor belum dilaksanakan. Hasil FTA 

menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan 

belum adanya kebiasaan melakukan penilaian bulanan, tetapi juga 

dengan belum siapnya perangkat penilaian yang akan digunakan. 

Dengan kata lain, pelaksanaan evaluasi bulanan membutuhkan dua 

hal sekaligus, yaitu rutinitas kerja dan instrumen yang jelas. 

Cabang pertama, yaitu evaluasi performa HSE belum menjadi 

rutinitas bulanan (E1), menunjukkan bahwa penilaian HSE 

kontraktor belum dilakukan setiap bulan. Evaluasi yang berjalan 

masih lebih banyak berfokus pada Contractor Performance Review 

setelah project selesai. Pola seperti ini membuat evaluasi bersifat 

akhir, bukan pemantauan berjalan. Akibatnya, kondisi performa 

keselamatan kontraktor selama pekerjaan berlangsung belum dapat 

dipantau secara rutin. 

Kondisi tersebut penting karena evaluasi yang hanya dilakukan 

setelah pekerjaan selesai cenderung terlambat untuk mendorong 

perbaikan selama pekerjaan berlangsung. Jika terdapat penurunan 

kepatuhan atau temuan berulang di lapangan, perusahaan baru dapat 

melihatnya setelah project selesai. Padahal, dalam pengelolaan 
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keselamatan kontraktor, evaluasi berkala diperlukan agar tindakan 

koreksi dapat diberikan lebih cepat. 

Cabang kedua, yaitu instrumen penilaian bulanan belum siap 

digunakan (E2), memperlihatkan bahwa evaluasi bulanan belum 

memiliki perangkat kerja yang memadai. Mekanisme atau form 

bulanan belum resmi, proses input dan perhitungan performa HSE 

bulanan belum tersedia, serta form kinerja HSE bulanan belum 

ditetapkan sebagai evaluasi wajib. Selama instrumen tersebut belum 

tersedia, pelaksanaan evaluasi bulanan akan sulit berjalan konsisten. 

Cabang kriteria belum sesuai kontraktor lokal (E4) 

menunjukkan bahwa indikator penilaian juga masih perlu 

disesuaikan. Indikator belum disusun berdasarkan jenis pekerjaan, 

skala project, dan kelas kontraktor. Selain itu, karakteristik project 

dan kontraktor belum dipetakan ke dalam indikator penilaian, dan 

form penilaian kinerja untuk kontraktor lokal belum tersedia. Hal ini 

menunjukkan bahwa instrumen penilaian tidak hanya perlu ada, 

tetapi juga harus relevan dengan kondisi kontraktor yang dinilai. 

Tabel 4. 22 Minimal Cut Set Problem 3 
T = E1 + E2 
E1 = BE1 + BE2 
E2 = E3 + E4 
E3 = BE3 + BE4 
E4 = BE5 + BE6 + BE7 
T = (BE1 + BE2) + (BE3 + BE4) + (BE5 + BE6 + BE7) 
T = BE1 + BE2 + BE3 + BE4 + BE5 + BE6 + BE7 

Berdasarkan pengerjaan pada Tabel 4.22, minimal cut set pada 

Problem 3 adalah sebagai berikut: 

1. Minimal cut set 1: BE1 

2. Minimal cut set 2: BE2 

3. Minimal cut set 3: BE3 

4. Minimal cut set 4: BE4 

5. Minimal cut set 5: BE5 

6. Minimal cut set 6: BE6 

7. Minimal cut set 7: BE7 
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Hasil minimal cut set menunjukkan bahwa terdapat tujuh basic 

event yang dapat secara langsung menyebabkan penilaian reguler 

bulanan belum terlaksana. BE1 dan BE2 menunjukkan persoalan pada 

rutinitas evaluasi. Sementara itu, BE3 sampai BE7 menunjukkan 

persoalan pada kesiapan instrumen, baik dari sisi form, proses input, 

perhitungan, maupun kesesuaian indikator dengan karakteristik 

kontraktor lokal. 

Dengan demikian, perbaikan pada Problem 3 perlu diarahkan 

pada pembentukan sistem evaluasi HSE bulanan. Sistem tersebut 

perlu mencakup penetapan form resmi, indikator yang sesuai dengan 

jenis pekerjaan dan kelas kontraktor, serta mekanisme input dan rekap 

performa yang sederhana. Melalui perbaikan ini, evaluasi performa 

keselamatan kontraktor tidak hanya dilakukan setelah project selesai, 

tetapi dapat menjadi bagian dari pemantauan rutin selama pekerjaan 

berlangsung. 

4. Fault Tree Analysis Problem 4  

 
Gambar 4. 4 Diagram Fault Tree Analysis Problem 4 
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Tabel 4. 23 Lanjutan Kode FTA Problem 4 
Kode Keterangan 

T Kontraktor belum mendapat feedback terhadap hasil evaluasi HSE 
E1 Forum feedback bulanan belum berjalan rutin 
E2 Meeting keselamatan belum efektif sebagai forum feedback 
E3 Penyampaian feedback dan tindak lanjut belum berjalan konsisten 
E4 Agenda meeting yang sudah ada belum memuat CSMS dan performa 

HSE kontraktor 
E5 Belum ada kontrol penyampaian feedback evaluasi HSE kontraktor 

BE1 HSE contractor meeting belum dijadwalkan secara periodik 
BE2 Belum ada forum bulanan khusus untuk membahas hasil evaluasi HSE 

kontraktor 
BE3 Meeting belum konsisten digunakan untuk menyampaikan feedback 
BE4 Belum ada pengaturan bahwa hasil evaluasi harus disampaikan dalam 

forum tertentu 
BE5 Pembahasan meeting mengikuti isu yang sedang muncul 
BE6 Belum ada kontrol agenda meeting yang memastikan CSMS atau 

performa HSE dibahas 
BE7 Tindak lanjut feedback belum selalu dikontrol 
BE8 Mekanisme siklus feedback HSE kontraktor belum terbentuk secara 

jelas 

Top event pada Problem 4 adalah kontraktor belum mendapat 

feedback terhadap hasil evaluasi HSE. Diagram FTA memperlihatkan 

bahwa masalah feedback tidak hanya disebabkan oleh belum 

disampaikannya hasil evaluasi kepada kontraktor. Permasalahan ini 

juga menunjukkan bahwa forum, agenda meeting, dan mekanisme 

tindak lanjut belum berjalan sebagai satu siklus yang utuh. 

Cabang pertama, yaitu forum feedback bulanan belum berjalan 

rutin (E1), menunjukkan bahwa feedback belum memiliki ruang 

penyampaian yang tetap. HSE contractor meeting belum dijadwalkan 

secara periodik dan belum ada forum bulanan khusus yang membahas 

hasil evaluasi HSE kontraktor. Akibatnya, penyampaian hasil evaluasi 

masih bergantung pada kondisi lapangan atau inisiatif tertentu, bukan 

pada jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan. 

Cabang kedua, yaitu meeting keselamatan belum efektif sebagai 

forum feedback (E2), memperlihatkan bahwa meeting yang sudah 

berjalan belum sepenuhnya digunakan untuk menyampaikan hasil 

evaluasi. Meeting belum konsisten menjadi media feedback, dan 

agenda yang ada belum secara tetap memuat pembahasan CSMS serta 

performa HSE kontraktor. Ketika pembahasan meeting lebih banyak 
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mengikuti isu yang sedang muncul, hasil evaluasi kontraktor dapat 

tidak menjadi bagian utama dalam pembahasan. 

Cabang agenda meeting yang sudah ada belum memuat CSMS dan 

performa HSE kontraktor (E4) menjelaskan bahwa masalah bukan 

hanya pada ada atau tidaknya meeting, tetapi pada isi dan kontrol 

agenda meeting tersebut. Belum ada kontrol yang memastikan bahwa 

CSMS atau performa HSE kontraktor dibahas secara rutin. Akibatnya, 

meeting keselamatan belum berfungsi optimal sebagai sarana umpan 

balik kepada kontraktor. 

Cabang ketiga, yaitu penyampaian feedback dan tindak lanjut 

belum berjalan konsisten (E3), menunjukkan bahwa feedback belum 

dikelola sampai tahap tindak lanjut. Belum ada pengaturan bahwa 

hasil evaluasi harus disampaikan dalam forum tertentu, tindak lanjut 

feedback belum selalu dikontrol, dan mekanisme siklus feedback HSE 

kontraktor belum terbentuk secara jelas. Padahal, feedback seharusnya 

tidak berhenti pada penyampaian hasil evaluasi, tetapi dilanjutkan 

dengan tindakan perbaikan dan pemantauan atas perbaikan tersebut. 

Tabel 4. 24 Minimal Cut Set Problem 4 
T = E1 + E2 + E3 
E1 = BE1 + BE2 
E2 = E4 + BE3 
E4 = BE5 + BE6 
E3 = E5 + BE4 
E5 = BE7 + BE8 
T = (BE1 + BE2) + (BE5 + BE6 + BE3) + (BE7 + BE8 + BE4) 
T = BE1 + BE2 + BE3 + BE4 + BE5 + BE6 + BE7 + BE8 

Berdasarkan pengerjaan pada Tabel 4.24, minimal cut set pada 

Problem 4 adalah sebagai berikut: 

1. Minimal cut set 1: BE1 

2. Minimal cut set 2: BE2 

3. Minimal cut set 3: BE3 

4. Minimal cut set 4: BE4 

5. Minimal cut set 5: BE5 

6. Minimal cut set 6: BE6 

7. Minimal cut set 7: BE7 
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8. Minimal cut set 8: BE8 

Hasil minimal cut set menunjukkan bahwa seluruh basic event pada 

Problem 4 dapat secara langsung menyebabkan kontraktor belum 

memperoleh feedback terhadap hasil evaluasi HSE. BE1 dan BE2 

menunjukkan belum kuatnya forum feedback. BE3, BE5, dan BE6 

menunjukkan belum efektifnya meeting sebagai media pembahasan 

performa HSE. Sementara itu, BE4, BE7, dan BE8 menunjukkan 

belum terbentuknya pengaturan dan siklus tindak lanjut feedback. 

Berdasarkan hasil tersebut, perbaikan pada Problem 4 perlu 

difokuskan pada pembentukan siklus feedback yang terstruktur. 

Siklus ini perlu mencakup penjadwalan forum feedback bulanan, 

penetapan agenda tetap mengenai CSMS dan performa HSE 

kontraktor, penyampaian hasil evaluasi kepada kontraktor, serta 

kontrol terhadap tindak lanjut perbaikan. Dengan demikian, hasil 

evaluasi tidak berhenti sebagai catatan internal perusahaan, tetapi 

benar-benar digunakan sebagai dasar peningkatan performa 

keselamatan kontraktor. 

4.5 Hasil Penetapan Root Cause  

Setelah dilakukan penelusuran akar penyebab menggunakan 5 Why 

Analysis dan Fault Tree Analysis, diperoleh beberapa root cause yang menjadi 

dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan implementasi Contractor 

Safety Management System (CSMS). Penetapan root cause tidak hanya dilihat 

dari penyebab yang muncul pada tahap wawancara, tetapi juga dari hubungan 

antarpenyebab yang terbentuk dalam diagram FTA. Dengan cara tersebut, akar 

masalah yang ditetapkan tidak berhenti pada gejala, melainkan diarahkan pada 

penyebab sistemik yang memengaruhi pelaksanaan CSMS di perusahaan. 

Hasil FTA menunjukkan bahwa empat problem yang dianalisis memiliki 

pola penyebab yang berbeda. Problem 1 lebih menonjol pada belum 

terkendalinya jalur komunikasi dan belum jelasnya penanggung jawab review 

CSoW. Problem 2 berkaitan dengan belum siapnya laporan safety watcher 

sebagai data analisis karena laporan belum terstruktur dan sistem data belum 

terpusat. Problem 3 menunjukkan belum terbentuknya evaluasi bulanan 
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performa keselamatan kontraktor, baik dari sisi rutinitas maupun instrumen 

penilaian. Sementara itu, Problem 4 menunjukkan bahwa proses feedback 

kepada kontraktor belum berjalan sebagai siklus yang rutin, terarah, dan 

terdokumentasi. 

Pada Problem 1, top event yang dianalisis adalah Departemen OHSE 

sudah melakukan review CSoW namun terkendala komunikasi. Berdasarkan 

hasil FTA, kendala tersebut muncul karena request review CSoW dapat salah 

alamat dan tidak terkoreksi, serta jalur masuk request belum terkendali. 

Kondisi ini diperkuat oleh beberapa basic event, yaitu kanal resmi penerimaan 

request CSoW belum diwajibkan, user masih menggunakan jalur personal atau 

informal, informasi PIC dan reviewer belum disosialisasikan, user 

menghubungi personel yang dikenal, belum ada mekanisme eskalasi, serta 

belum ada organisasi atau PIC resmi untuk review CSoW. Oleh karena itu, root 

cause dominan pada Problem 1 ditetapkan sebagai belum adanya struktur 

pengelola, kanal resmi, dan mekanisme eskalasi yang jelas dalam proses review 

CSoW. 

Pada Problem 2, top event yang dianalisis adalah hasil pemantauan 

kontraktor oleh safety watcher belum dapat diolah sebagai data analisis. Hasil 

FTA memperlihatkan bahwa laporan safety watcher belum berbentuk data 

terstruktur dan sistem data safety watcher belum terpusat. Permasalahan ini 

tidak hanya terjadi karena laporan belum terkumpul, tetapi karena sejak awal 

laporan masih dibuat dalam bentuk narasi atau dokumen kegiatan, formatnya 

masih manual, dan informasi penting belum ditulis dalam field yang seragam. 

Selain itu, laporan masih tersebar di beberapa file, email, atau media terpisah, 

database tunggal belum tersedia, mekanisme submit terpusat belum tersedia, 

serta e-form belum terhubung dengan database. Berdasarkan kondisi tersebut, 

root cause dominan pada Problem 2 adalah belum adanya form standar, 

mekanisme submit terpusat, database tunggal, dan e-form yang terhubung 

dengan sistem data safety watcher. 

Pada Problem 3, top event yang dianalisis adalah penilaian reguler 

bulanan performa keselamatan kontraktor belum dilaksanakan. Hasil FTA 

menunjukkan bahwa penilaian bulanan belum berjalan karena evaluasi 
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performa HSE belum menjadi rutinitas bulanan dan instrumen penilaian 

bulanan belum siap digunakan. Selama ini evaluasi masih lebih berfokus pada 

Contractor Performance Review setelah project selesai. Di sisi lain, proses 

input, perhitungan, dan tampilan performa HSE bulanan belum tersedia, form 

kinerja HSE bulanan belum ditetapkan sebagai evaluasi wajib, indikator belum 

disesuaikan dengan jenis pekerjaan, skala project, dan kelas kontraktor, serta 

form penilaian untuk kontraktor lokal belum tersedia. Dengan demikian, root 

cause dominan pada Problem 3 adalah belum adanya sistem evaluasi performa 

HSE bulanan yang dilengkapi dengan form resmi, indikator yang sesuai, serta 

mekanisme input dan rekap performa kontraktor. 

Pada Problem 4, top event yang dianalisis adalah kontraktor belum 

mendapat feedback terhadap hasil evaluasi HSE. Hasil FTA menunjukkan 

bahwa feedback belum berjalan karena forum feedback bulanan belum rutin, 

meeting keselamatan belum efektif sebagai forum feedback, serta penyampaian 

feedback dan tindak lanjut belum konsisten. Penyebab dasarnya mencakup 

HSE contractor meeting yang belum dijadwalkan secara periodik, belum 

adanya forum bulanan khusus, meeting belum konsisten digunakan untuk 

menyampaikan feedback, belum ada pengaturan bahwa hasil evaluasi harus 

disampaikan dalam forum tertentu, agenda meeting masih mengikuti isu yang 

muncul, belum ada kontrol agenda, tindak lanjut feedback belum selalu 

dikontrol, dan mekanisme siklus feedback belum terbentuk secara jelas. Oleh 

karena itu, root cause dominan pada Problem 4 ditetapkan sebagai belum 

terbentuknya forum feedback berkala, agenda tetap evaluasi HSE kontraktor, 

dan mekanisme kontrol tindak lanjut feedback. 

Hasil penetapan root cause tersebut kemudian divalidasi bersama expert 

judgement sebagaimana tahapan yang telah dijelaskan pada Bab 3. Validasi 

dilakukan untuk memastikan bahwa hubungan penyebab dalam FTA, hasil 

minimal cut set, dan root cause dominan yang dipilih telah sesuai dengan 

kondisi aktual perusahaan. Pada tahap ini, expert judgement juga 

mengonfirmasi arah rekomendasi perbaikan agar usulan yang disusun tidak 

hanya sesuai secara analitis, tetapi juga realistis untuk diterapkan oleh unit 

kerja terkait. 
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Berdasarkan proses validasi tersebut, root cause pada setiap problem 

dinyatakan telah merepresentasikan permasalahan utama dalam implementasi 

CSMS. Arah rekomendasi perbaikan juga telah memperoleh persetujuan 

substansial dari expert judgement, sehingga hasil pada subbab ini digunakan 

sebagai dasar penyusunan rekomendasi menggunakan kerangka SMART pada 

subbab berikutnya. 

Tabel 4. 25 Hasil Root Cause Analysis 
Problem Top Event Root Cause Dominan 

Problem 1 
Departemen OHSE sudah 
melakukan review CSoW namun 
terkendala komunikasi 

Belum adanya struktur pengelola, 
kanal resmi, dan mekanisme eskalasi 
yang jelas dalam proses review 
CSoW. 

Problem 2 
Hasil pemantauan kontraktor oleh 
safety watcher belum dapat diolah 
sebagai data analisis 

Belum adanya form standar, 
mekanisme submit terpusat, database 
tunggal, dan e-form yang terhubung 
dengan sistem data safety watcher. 

Problem 3 
Penilaian reguler bulanan 
performa keselamatan kontraktor 
belum dilaksanakan 

Belum adanya sistem evaluasi 
performa HSE bulanan yang 
dilengkapi dengan form resmi, 
indikator yang sesuai, serta 
mekanisme input dan rekap performa 
kontraktor. 

Problem 4 
Kontraktor belum mendapat 
feedback terhadap hasil evaluasi 
HSE 

Belum terbentuknya forum feedback 
berkala, agenda tetap evaluasi HSE 
kontraktor, dan mekanisme kontrol 
tindak lanjut feedback. 

Berdasarkan Tabel 4.25, dapat dilihat bahwa akar permasalahan 

implementasi CSMS pada perusahaan tidak hanya terletak pada belum adanya 

dokumen, tetapi lebih banyak berada pada aspek pengelolaan proses. Beberapa 

kegiatan sebenarnya telah dilakukan, seperti review CSoW, pemantauan 

lapangan oleh safety watcher, evaluasi kontraktor, dan meeting keselamatan. 

Namun, kegiatan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh alur kerja yang 

baku, sistem data yang terpusat, instrumen evaluasi yang siap digunakan, serta 

mekanisme feedback yang konsisten. 

4.6 Menyusun Rekomendasi Perbaikan Menggunakan SMART 

Tahap penyusunan rekomendasi perbaikan dilakukan setelah root cause 

dari masing-masing problem ditetapkan. Hasil analisis sebelumnya 

menunjukkan bahwa permasalahan implementasi CSMS tidak berdiri sendiri 

pada satu aktivitas, tetapi saling berkaitan dengan cara perusahaan mengatur 

alur kerja, mengelola data, melakukan evaluasi, dan memberikan feedback 
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kepada kontraktor. Oleh karena itu, rekomendasi perbaikan disusun dengan 

menggunakan kerangka SMART agar setiap usulan memiliki arah tindakan 

yang jelas, indikator keberhasilan yang dapat dipantau, serta batas waktu 

pelaksanaan yang realistis. 

Berdasarkan hasil root cause, rekomendasi perbaikan difokuskan pada 

empat area utama. Pertama, pembentukan pengelola atau CSMS committee 

untuk memperjelas alur review CSoW. Kedua, penyusunan database dan form 

digital safety watcher agar hasil pemantauan dapat diolah sebagai data analisis. 

Ketiga, penyusunan form penilaian performa HSE bulanan agar evaluasi 

kontraktor tidak hanya dilakukan setelah project selesai. Keempat, 

pembentukan forum feedback berkala agar hasil evaluasi HSE dapat 

disampaikan kepada kontraktor dan ditindaklanjuti secara konsisten. 

Penggunaan SMART dalam bagian ini dimaksudkan agar rekomendasi 

tidak hanya berupa pernyataan umum, seperti perlu diperbaiki atau perlu 

ditingkatkan, tetapi memiliki bentuk tindakan yang lebih operasional. Dengan 

demikian, setiap rekomendasi dapat diperiksa kembali berdasarkan lima aspek, 

yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Kerangka ini 

juga membantu perusahaan menentukan prioritas implementasi sesuai 

kebutuhan dan kemampuan organisasi.  

4.6.1 Penyusunan Rekomendasi Perbaikan 

Penyusunan rekomendasi dimulai dari hasil penetapan root cause 

pada masing-masing problem. Rekomendasi disusun dengan kerangka 

SMART agar arah perbaikan dapat dirumuskan secara lebih operasional. 

Susunan tersebut digunakan untuk menjaga agar setiap usulan tetap 

memiliki bentuk tindakan yang jelas, ukuran pelaksanaan yang dapat 

dipantau, keterlaksanaan yang sesuai dengan kondisi organisasi, 

keterkaitan dengan akar masalah, serta batas waktu pelaksanaan. Dengan 

susunan seperti ini, rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti pada 

rumusan perbaikan yang bersifat umum, tetapi dapat dibaca sebagai 

langkah tindak lanjut yang lebih terarah sesuai hasil analisis sebelumnya. 
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1. Rekomendasi Perbaikan Problem 1 

Rekomendasi perbaikan pada Problem 1 diarahkan pada 

pembentukan struktur pengelola review CSoW yang lebih jelas. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa kendala komunikasi terjadi karena 

request review masih dapat masuk melalui jalur informal dan belum 

seluruh user mengetahui PIC resmi yang harus dihubungi. Selain itu, 

ketika request salah alamat, belum tersedia mekanisme eskalasi atau 

pengarahan ulang yang memastikan request tersebut sampai kepada 

pihak yang berwenang. 

Solusi yang disarankan adalah membentuk CSMS committee 

sebagai pengelola proses review CSoW. Committee ini dapat terdiri 

dari PIC utama, backup PIC, reviewer terkait, serta jalur eskalasi 

apabila terjadi kesalahan pengiriman request. Pembentukan 

committee tidak harus berarti membentuk departemen baru, tetapi 

lebih kepada penetapan peran yang resmi dan terdokumentasi. Dengan 

adanya struktur tersebut, setiap request review CSoW dapat masuk 

melalui kanal yang sama, diterima oleh pihak yang jelas, dan dipantau 

status penyelesaiannya. 

Dengan rekomendasi ini, proses review CSoW diharapkan 

tidak lagi bergantung pada komunikasi personal. Alur review menjadi 

lebih mudah dikendalikan, status dokumen dapat ditelusuri, dan 

potensi request salah alamat dapat dikurangi. 

Tabel 4. 26 Solusi Perbaikan SMART 1 
Solusi Membentuk organisasi CSMS comittee 

Specific 
Membentuk organisasi CSMS committee sebagai pengelola proses 
review CSoW dengan menetapkan 1 PIC utama dan 1 backup PIC. 

Measurable 

− 100% request review CSoW masuk melalui PIC yang telah 
ditunjuk secara resmi.  

− Setiap request memiliki catatan penerima, tanggal masuk, 
status review, reviewer yang bertanggung jawab, dan tindak 
lanjut. 

− Keberhasilan juga dapat diukur dari menurunnya jumlah 
request yang diterima oleh personel yang tidak terkait. 
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Tabel 4. 27 Lanjutan Solusi Perbaikan SMART 1 

Achievable 

− Solusi ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan personel 
existing melalui surat penunjukan resmi dari manajemen. 

− Pembentukan committee tidak memerlukan pembentukan 
departemen baru, tetapi cukup dengan pembagian peran yang 
jelas antara PIC utama, backup PIC, reviewer, dan jalur 
eskalasi. 

− Pelaksanaan dapat dimulai dari proses review CSoW yang 
paling sering digunakan terlebih dahulu. 

Relevant 

− Solusi ini relevan karena akar permasalahan utama berada 
pada belum jelasnya struktur pengelola, PIC, kanal 
komunikasi, dan mekanisme eskalasi review CSoW.  

− CSMS committee dapat menjadi pusat koordinasi agar 
komunikasi antara Department user dan tim CSMS lebih 
terarah.  

− Pembentukan committee juga dapat mengurangi risiko request 
salah alamat dan mempercepat proses review. 

Time 
Bound 

Pembentukan CSMS committee ditargetkan mulai disusun pada 
awal semester II tahun 2026. Penunjukan PIC, backup PIC, dan 
reviewer ditargetkan selesai dalam bulan pertama pelaksanaan, 
sedangkan penerapan penuh alur komunikasi dan monitoring 
request dilakukan selama semester II tahun 2026. 

Secara regulatif, rekomendasi ini sejalan dengan PP No. 50 Tahun 

2012, khususnya Pasal 10 ayat (4) tentang organisasi atau unit yang 

bertanggung jawab di bidang K3 sebagai bagian dari prasarana dan 

sarana dalam pelaksanaan rencana K3. Selain itu, Pasal 12 ayat (1) 

juga menegaskan pentingnya penunjukan sumber daya manusia yang 

memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang K3, termasuk dalam 

penyusunan prosedur informasi, pelaporan, serta pendokumentasian 

kegiatan. Ketentuan tersebut relevan dengan kebutuhan perusahaan 

untuk menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam proses 

request review CSoW secara lebih formal dan terdokumentasi. 

Rekomendasi serupa juga ada dalam ISO 45001:2018 Klausul 5.3, 

yang menekankan perlunya organisasi menetapkan peran, tanggung 

jawab, dan kewenangan dalam sistem manajemen K3. Selain itu, 

Klausul 8.1.4.2 mengenai contractor management menegaskan 

bahwa aktivitas kontraktor perlu dikoordinasikan agar bahaya dan 

risiko K3 dari pekerjaan kontraktor dapat diidentifikasi serta 

dikendalikan. Oleh karena itu, CSMS committee dapat diposisikan 

sebagai mekanisme formal untuk mengendalikan alur review CSoW, 
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memperkuat koordinasi antar fungsi, dan memastikan bahwa 

pekerjaan kontraktor telah ditinjau dari aspek keselamatan sebelum 

dilaksanakan. 

Dalam implementasi di perusahaan, kebutuhan tersebut relevan 

karena proses review CSoW merupakan bagian penting dalam 

memastikan bahwa pekerjaan kontraktor telah ditelaah dari aspek 

keselamatan sebelum dilaksanakan. Kondisi tersebut sejalan dengan 

penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa struktur keselamatan 

yang terdesentralisasi dapat mengurangi daya pengaruh fungsi HSE 

korporat dan menurunkan perannya menjadi fungsi advisori dalam 

pengambilan keputusan risiko, hal ini juga menunjukkan bahwa ketika 

standar dan proses kerja dirinci kembali di level unit operasi, 

organisasi membuka ruang terjadinya variasi standar dan sistem antar 

fasilitas, yang merupakan konsekuensi langsung dari desentralisasi 

keselamatan (Monteiro dkk., 2020).  

2. Rekomendasi Perbaikan Problem 2 

Rekomendasi perbaikan pada Problem 2 difokuskan pada 

pembentukan sistem data safety watcher. Hasil FTA menunjukkan 

bahwa hasil pemantauan kontraktor belum dapat diolah sebagai data 

analisis karena laporan masih belum terstruktur, tersebar, dan belum 

masuk ke dalam database tunggal. Kondisi ini membuat data lapangan 

perlu dibaca ulang secara manual sebelum dapat digunakan untuk 

evaluasi. 

Solusi yang disarankan adalah membuat form standar dan database 

safety watcher yang terpusat. Form tersebut perlu memuat field 

penting, seperti tanggal pemantauan, nama kontraktor, lokasi 

pekerjaan, jenis pekerjaan, kategori temuan, tingkat deviasi, PIC 

perbaikan, batas waktu tindak lanjut, status tindak lanjut, dan bukti 

perbaikan. Selanjutnya, form tersebut sebaiknya dibuat dalam bentuk 

e-form yang terhubung dengan rekap data, sehingga hasil pemantauan 

dapat langsung masuk ke database. 
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Dengan rekomendasi ini, laporan safety watcher tidak hanya 

menjadi arsip kegiatan lapangan, tetapi juga dapat digunakan untuk 

melihat pola temuan, memantau status tindak lanjut, serta mendukung 

evaluasi performa keselamatan kontraktor. 

Tabel 4. 28 Solusi Perbaikan SMART 2 

Solusi 
Membuat database sedehana safety watcher di spreadsheet 
sederhana yang terintegrasi dengan inspeksi field verification 

Specific 
Menyusun satu format database standar untuk mencatat hasil 
pemantauan safety watcher di lapangan.  

Measurable 

− 100% hasil pemantauan safety watcher tercatat dalam format 
database yang seragam.  

− Setiap temuan memiliki informasi kategori, PIC, target 
penyelesaian, status, dan dokumentasi sehingga dapat direkap 
dan dianalisis.  

− Keberhasilan juga dapat diukur dari berkurangnya laporan 
manual yang harus dibaca ulang sebelum diolah menjadi data 
analisis. 

Achievable 

− Database dapat dibuat menggunakan spreadsheet sederhana 
sehingga tidak membutuhkan sistem digital yang kompleks.  

− Safety watcher dapat mengisi database setelah melakukan 
inspeksi field verification dengan format yang sudah 
distandardisasi. 

− Pelaksanaan dapat dilakukan bertahap, dimulai dari 
pencatatan temuan utama, kemudian dilanjutkan dengan 
penambahan kolom status tindak lanjut dan dokumentasi. 

Relevant 

− Solusi ini relevan karena hasil pemantauan safety watcher 
sebelumnya belum terkumpul dalam data yang terstruktur dan 
belum siap dianalisis.  

− Database membantu tim safety operation dalam merekap 
temuan, melihat area yang sering mengalami deviasi, dan 
menentukan prioritas perbaikan.  

− Database juga mempermudah monitoring tindak lanjut 
kontraktor berdasarkan PIC dan target penyelesaian. 

Time 
Bound 

Format database disusun dan diuji coba pada awal semester II 
tahun 2026. Penggunaan database oleh safety watcher ditargetkan 
mulai berjalan pada semester II tahun 2026, kemudian dilakukan 
evaluasi berkala terhadap kelengkapan data dan kemudahan 
penggunaannya. 

Penguatan terhadap rekomendasi ini dapat dibuat berdasarkan 

Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 pada bagian Inspeksi 

Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan. Dalam regulasi tersebut, 

inspeksi keselamatan tidak hanya mencakup pelaksanaan di lapangan, 

tetapi juga meliputi perencanaan, persiapan, pemberian rekomendasi, 

tindak lanjut, evaluasi kegiatan inspeksi, hingga pelaporan dan 

penyebarluasan hasil inspeksi. Selain itu, hasil inspeksi dan 

pemenuhan tindak lanjut juga perlu didokumentasikan. Hal ini 
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menunjukkan bahwa inspeksi seharusnya menghasilkan rekaman 

yang dapat dipantau, dievaluasi, dan digunakan sebagai dasar 

perbaikan. 

Rekomendasi ini juga sejalan dengan PP No. 50 Tahun 2012 Pasal 

13 ayat (3) yang menekankan pentingnya pendokumentasian beberapa 

elemen K3, seperti indikator kinerja K3, kegiatan inspeksi, catatan 

pemantauan data, serta informasi mengenai pemasok dan kontraktor. 

Peraturan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan merupakan bagian 

penting dalam pengelolaan K3, terutama untuk memastikan bahwa 

setiap temuan dan tindak lanjut dapat ditelusuri kembali. Hal ini turut 

diperkuat oleh ISO 45001:2018 Klausul 7.5 tentang documented 

information dan Klausul 9.1 tentang monitoring, measurement, 

analysis, and performance evaluation. 

Berdasarkan dasar tersebut, penggunaan database safety watcher 

berbasis spreadsheet sederhana dapat menjadi langkah awal yang 

realistis untuk memperbaiki sistem pencatatan yang sudah ada. 

Meskipun sederhana, database ini dapat membantu perusahaan 

menyusun data temuan secara lebih terstukur serta menyediakan 

bahan evaluasi yang lebih objektif. Penelitian terdahulu juga 

melaporkan bahwa alur digital dapat menggantikan pengiriman email 

ad hoc yang rentan terhadap keterlambatan dan miskomunikasi, 

sekaligus menyediakan umpan balik secara real-time dan transparansi 

status kepatuhan (Usman & Rokhmat, 2025). 

3. Rekomendasi Perbaikan Problem 3 

Rekomendasi perbaikan pada Problem 3 diarahkan pada 

penyusunan sistem penilaian performa HSE bulanan. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa evaluasi kontraktor masih lebih banyak 

bergantung pada Contractor Performance Review setelah project 

selesai. Akibatnya, perusahaan belum memiliki mekanisme yang 

cukup kuat untuk memantau performa keselamatan kontraktor 

selama pekerjaan berlangsung. 
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Solusi yang disarankan adalah menyusun form penilaian 

performa HSE bulanan untuk kontraktor. Form ini perlu memuat 

indikator yang sesuai dengan jenis pekerjaan, skala project, dan 

kelas kontraktor. Indikator tersebut dapat mencakup kepatuhan 

terhadap prosedur, penggunaan APD, pelaksanaan toolbox meeting, 

tindak lanjut temuan safety watcher, pelaporan insiden atau 

nearmiss, housekeeping area kerja, dan kepatuhan terhadap izin 

kerja. Selain itu, perlu disediakan mekanisme input, perhitungan, 

dan tampilan performa agar hasil penilaian dapat dibaca secara 

praktis oleh tim OHSE maupun kontraktor. 

Dengan adanya penilaian bulanan, perusahaan dapat 

mengetahui penurunan atau peningkatan performa keselamatan 

kontraktor lebih cepat. Evaluasi juga tidak lagi hanya bersifat akhir 

setelah project selesai, tetapi menjadi bagian dari monitoring selama 

pekerjaan berlangsung. 

Tabel 4. 29 Solusi Perbaikan SMART 3 
Solusi Melakukan pengelolaan form kinerja HSE bulanan 

Specific 
Membuat dan mengelola form evaluasi bulanan untuk 
memetakan performa keselamatan kontraktor. 

Measurable 

− 100% kontraktor yang masuk dalam cakupan evaluasi 
memperoleh hasil penilaian HSE bulanan.  

− Setiap form memuat indikator penilaian, hasil evaluasi, 
catatan temuan, rekomendasi perbaikan, dan status tindak 
lanjut. 

− Keberhasilan juga dapat diukur dari tersedianya rekap 
performa kontraktor setiap bulan sebagai dasar monitoring 
dan evaluasi. 

Achievable 

− Form dapat dibuat dengan sumber daya yang sudah ada dan 
tidak membutuhkan sistem yang kompleks.  

− Indikator penilaian dapat disusun dari kebutuhan evaluasi 
HSE yang sudah berjalan, kemudian disesuaikan dengan 
karakteristik kontraktor lokal dan jenis pekerjaan. 

− Penerapan dapat dimulai dari kontraktor yang sedang aktif 
bekerja, kemudian diperluas secara bertahap ke seluruh 
kelas kontraktor. 

Relevant 

− Solusi ini relevan karena penilaian performa keselamatan 
kontraktor belum berjalan secara reguler dan masih 
bergantung pada Contractor Performance Review setelah 
project selesai.  

− Form kinerja HSE bulanan memungkinkan perusahaan 
melakukan pemantauan selama pekerjaan berlangsung, 
bukan hanya pada akhir project.  
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Tabel 4. 30 Lanjutan Solusi Perbaikan SMART 3 

Relevant 
− Selain itu, form ini dapat menjadi dasar pemberian 

feedback, pembinaan, dan perbaikan performa kontraktor 
secara lebih terukur. 

Time 
Bound 

Penyusunan form kinerja HSE bulanan ditargetkan dilakukan 
pada awal semester II tahun 2026. Uji coba penggunaan form 
dilakukan pada kontraktor aktif terlebih dahulu, kemudian form 
dapat digunakan secara rutin selama semester II tahun 2026 
sebagai instrumen evaluasi bulanan. 

Dasar rekomendasi ini merujuk dari Kepdirjen Minerba No. 

185.K/37.04/DJB/2019 pada bagian Pemantauan dan Pengukuran 

Kinerja. Ketentuan tersebut mewajibkan pemegang izin untuk 

menyusun, menetapkan, menerapkan, dan mendokumentasikan 

prosedur pemantauan serta pengukuran kinerja keselamatan 

pertambangan. Selain itu, metode dan frekuensi pemantauan perlu 

mengacu pada standar serta ketentuan peraturan perundang-

undangan, dan hasilnya harus didokumentasikan. Ketentuan ini 

menunjukkan bahwa evaluasi kinerja K3 perlu dilakukan secara 

terencana, terukur, dan memiliki rekaman yang dapat ditinjau 

kembali. 

Rekomendasi ini juga diperkuat oleh PP No. 50 Tahun 2012 Pasal 

14, yang mengatur bahwa pemantauan dan evaluasi kinerja K3 

dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit 

internal. Hasil dari kegiatan tersebut kemudian digunakan sebagai 

dasar tindakan perbaikan. Sejalan dengan hal tersebut, ISO 

45001:2018 Klausul 9.1 menekankan perlunya organisasi 

menetapkan proses monitoring, measurement, analysis, and 

performance evaluation, termasuk menentukan aspek yang 

dipantau, metode yang digunakan, kriteria evaluasi, serta waktu 

pelaksanaan evaluasi. 

Dengan demikian, form kinerja HSE bulanan tidak hanya 

berfungsi sebagai dokumen administrasi, tetapi juga sebagai alat 

untuk mengukur dan mengendalikan performa keselamatan 

kontraktor secara berkelanjutan. Kebutuhan akan monitoring yang 

dilakukan secara berkelanjutan tersebut juga didukung oleh 
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penelitian terdahulu dengan menunjukkan bahwa evaluasi kinerja 

H&S yang baik perlu menggabungkan indikator reaktif, seperti 

insiden, dengan indikator aktif, seperti budaya keselamatan dan 

pengaturan monitoring dan juga pengukuran kinerja perlu menilai 

kualitas kebijakan H&S, pelatihan, inspeksi, dan pengaturan 

monitoring lainnya, serta diperkuat dengan indikator reaktif 

tambahan seperti near-miss dan sick days (Kuzmina & Searle, 2024). 

4. Rekomendasi Perbaikan Problem 4 

Rekomendasi perbaikan pada Problem 4 difokuskan pada 

pembentukan forum feedback dan mekanisme tindak lanjut hasil 

evaluasi HSE kontraktor. Hasil FTA menunjukkan bahwa kontraktor 

belum mendapat feedback secara rutin karena HSE contractor 

meeting belum dijadwalkan secara periodik, agenda meeting belum 

secara tetap memuat pembahasan CSMS dan performa HSE, serta 

tindak lanjut feedback belum selalu dikontrol. 

Solusi yang disarankan adalah menetapkan HSE contractor 

meeting secara periodik dengan agenda khusus feedback performa 

HSE kontraktor. Forum ini dapat digunakan untuk menyampaikan 

hasil pemantauan safety watcher, hasil penilaian bulanan, temuan 

yang berulang, tindak lanjut yang terlambat, serta pembelajaran dari 

kejadian atau deviasi. Selain itu, setiap feedback perlu dilengkapi 

dengan catatan tindak lanjut, PIC, target penyelesaian, dan status 

perbaikan. 

Dengan rekomendasi ini, hasil evaluasi HSE tidak berhenti 

sebagai catatan internal perusahaan. Kontraktor dapat menerima 

informasi mengenai performanya, memahami area yang perlu 

diperbaiki, dan menindaklanjuti hasil evaluasi secara lebih jelas. 

Tabel 4. 31 Solusi Perbaikan SMART 4 

Solusi 
Melakukan penjadwalan HSE contractor meeting secara 
periodik 

Specific 
Menetapkan jadwal tetap HSE contractor meeting bulanan 
sebagai forum penyampaian feedback hasil evaluasi 
keselamatan kontraktor.  
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Tabel 4. 32 Lanjutan Solusi Perbaikan SMART 4 

Measurable 

− 100% kontraktor yang masuk dalam cakupan evaluasi 
mendapatkan feedback HSE bulanan melalui forum yang 
terjadwal. 

− Setiap meeting memiliki daftar hadir, agenda tetap, notulen, 
daftar action plan, PIC tindak lanjut, dan target 
penyelesaian. 

− Keberhasilan juga dapat diukur dari jumlah feedback yang 
tersampaikan dan persentase tindak lanjut yang selesai atau 
close out. 

Achievable 

− Solusi ini dapat dijalankan melalui forum koordinasi yang 
sudah ada dengan penambahan jadwal tetap dan agenda 
khusus evaluasi HSE kontraktor.  

− Pelaksanaannya tidak membutuhkan sistem baru, tetapi 
membutuhkan konsistensi penjadwalan, penyusunan 
agenda, dan dokumentasi hasil meeting.  

− Meeting dapat diprioritaskan untuk kontraktor yang 
memiliki temuan atau performa HSE yang memerlukan 
tindak lanjut. 

Relevant 

− Solusi ini relevan karena kontraktor belum mendapatkan 
feedback secara rutin terhadap hasil evaluasi HSE.  

− HSE contractor meeting dapat menjadi wadah penyampaian 
hasil evaluasi, pembahasan temuan, dan diskusi action plan 
kontraktor.  

− Dengan adanya meeting periodik, siklus feedback menjadi 
lebih jelas dan tindak lanjut evaluasi dapat dikontrol secara 
lebih konsisten. 

Time 
Bound 

Penjadwalan HSE contractor meeting mulai diterapkan pada 
bulan pertama semester II tahun 2026. Agenda rutin 
dilaksanakan setiap bulan, sedangkan evaluasi efektivitas 
meeting dilakukan secara berkala berdasarkan kehadiran 
kontraktor, jumlah feedback yang diberikan, dan status 
penyelesaian action plan. 

Rekomendasi ini dibuat berdasarkan Kepdirjen Minerba No. 

185.K/37.04/DJB/2019 pada bagian Komunikasi Keselamatan 

Pertambangan, yang menekankan perlunya mekanisme komunikasi 

terhadap hal-hal yang berdampak pada keselamatan kepada pihak 

internal maupun eksternal terkait. Selain itu, bagian Inspeksi 

Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan juga mendukung 

rekomendasi ini karena hasil inspeksi dan pemenuhan tindak lanjut 

perlu didokumentasikan serta disosialisasikan sebagai bentuk 

edukasi. Dengan demikian, hasil evaluasi HSE seharusnya tidak 

berhenti pada proses pencatatan, tetapi perlu dikomunikasikan 

kembali kepada kontraktor sebagai bahan pembelajaran dan 

perbaikan. 
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Dukungan lain terdapat dalam PP No. 50 Tahun 2012 Pasal 13 

ayat (1) yang menyatakan bahwa informasi K3 harus 

dikomunikasikan kepada seluruh pihak dalam perusahaan dan pihak 

terkait di luar perusahaan. Pasal 14 ayat (5) juga menegaskan bahwa 

hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 digunakan sebagai dasar 

tindakan perbaikan, sedangkan Pasal 15 menempatkan peninjauan 

sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja. Ketentuan 

tersebut menunjukkan bahwa komunikasi, evaluasi, dan perbaikan 

merupakan bagian yang saling berkaitan dalam pengelolaan K3. 

Dari sisi standar sistem manajemen, ISO 45001:2018 Klausul 

7.4 tentang communication, Klausul 10.2 tentang incident, 

nonconformity, and corrective action, serta Klausul 10.3 tentang 

continual improvement turut memperkuat pentingnya forum 

feedback yang terstruktur. Melalui HSE Contractor Meeting 

bulanan, perusahaan dapat memastikan bahwa hasil evaluasi benar-

benar dikomunikasikan, dipahami oleh kontraktor, dan 

ditindaklanjuti dalam bentuk action plan yang jelas.  

Dengan demikian, meeting ini menjadi bagian dari siklus 

perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan performa keselamatan 

kontraktor. Kebutuhan terhadap forum komunikasi yang terjadwal 

tersebut juga didasarkan bahwa implementasi CSMS pada pekerjaan 

berisiko tinggi memerlukan koordinasi dan penyampaian hasil 

evaluasi yang berlangsung secara teratur agar pengendalian 

keselamatan dapat berjalan lebih efektif (Santoso dkk., 2017). 
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BAB 5  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Contractor Safety 

Management System sebagai upaya peningkatan kinerja keselamatan 

kontraktor di perusahaan tambang emas Sumatra Utara, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil penilaian implementasi Contractor Safety Management System 

berdasarkan metode Gap Analysis menunjukkan bahwa secara umum 

perusahaan telah memiliki sistem pengelolaan keselamatan kontraktor 

yang terdokumentasi dan selaras dengan ketentuan Kepdirjen Minerba 

ESDM Nomor 185.K/37.04/DJB/2019. Dari 29 indikator operasional yang 

dinilai, sebagian besar indikator telah memperoleh nilai implementasi 

tinggi, yaitu berada pada kategori 80% hingga 100%. Namun, masih 

terdapat empat indikator dengan persentase implementasi di bawah 75% 

yang menjadi prioritas perbaikan, yaitu proses review Contractor Scope of 

Work sebesar 60%, pelaporan hasil inspeksi Safety Watcher sebesar 60%, 

kewajiban pelaporan kinerja keselamatan bulanan kontraktor sebesar 60%, 

serta tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil evaluasi keselamatan 

sebesar 40%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan utama 

bukan terletak pada ketiadaan prosedur, melainkan pada konsistensi 

pelaksanaan, pengolahan data, evaluasi berkala, dan tindak lanjut hasil 

evaluasi. 

2. Identifikasi akar penyebab permasalahan implementasi CSMS dilakukan 

menggunakan Root Cause Analysis melalui 5 Why Analysis dan Fault Tree 

Analysis. Hasil analisis menunjukkan bahwa akar penyebab permasalahan 

tidak hanya berasal dari belum adanya aktivitas tertentu, tetapi lebih 

banyak berkaitan dengan belum tertatanya sistem pengelolaan proses. 

Pada Problem 1, akar masalah berada pada belum jelasnya struktur 

pengelola, kanal resmi, dan mekanisme eskalasi dalam proses review 

CSoW. Pada Problem 2, akar masalah berada pada belum tersedianya form 
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standar, mekanisme submit terpusat, database tunggal, dan e-form yang 

terhubung dengan sistem data safety watcher. Pada Problem 3, akar 

masalah berada pada belum adanya sistem evaluasi performa HSE bulanan 

yang dilengkapi form resmi, indikator yang sesuai, serta mekanisme input 

dan rekap performa kontraktor. Pada Problem 4, akar masalah berada pada 

belum terbentuknya forum feedback berkala, agenda tetap evaluasi HSE 

kontraktor, serta mekanisme kontrol tindak lanjut feedback.  

3. Upaya peningkatan implementasi Contractor Safety Management System 

(CSMS) berdasarkan kerangka SMART disusun berdasarkan hasil Gap 

Analysis, hasil penetapan root cause melalui 5 Why Analysis dan Fault 

Tree Analysis, kondisi aktual penerapan CSMS di perusahaan, serta hasil 

konfirmasi melalui expert judgement. Berdasarkan dasar tersebut, 

rekomendasi perbaikan yang dihasilkan meliputi pembentukan CSMS 

committee untuk memperjelas alur review CSoW, penyusunan database 

sederhana safety watcher berbasis aplikasi pengolah data sederhana yang 

terintegrasi dengan inspeksi field verification, penyusunan form penilaian 

performa HSE bulanan kontraktor, serta penetapan HSE contractor 

meeting sebagai forum feedback berkala. Keempat rekomendasi tersebut 

diarahkan untuk memperbaiki alur kerja, pengelolaan data, evaluasi 

performa kontraktor, dan tindak lanjut hasil evaluasi agar implementasi 

CSMS dapat berjalan lebih terstruktur, terukur, dan sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka 

saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan disarankan membentuk organisasi atau committee khusus 

CSMS yang memiliki struktur, pembagian peran, dan alur koordinasi yang 

jelas. Pembentukan ini penting untuk memastikan proses review CSoW, 

komunikasi dengan departemen user, serta pengelolaan dokumen 

keselamatan kontraktor dapat berjalan lebih terpusat dan efektif. 

2. Perusahaan perlu mengembangkan database sederhana untuk merekap 

aktivitas Safety Watcher, terutama terkait tanggal inspeksi, area kerja, 
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nama kontraktor, jenis temuan, kategori deviasi, rekomendasi perbaikan, 

PIC, target penyelesaian, status tindak lanjut, dan dokumentasi. Database 

tersebut sebaiknya digunakan secara konsisten agar hasil inspeksi 

lapangan tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi juga dapat 

diolah menjadi dasar pengendalian oleh section safety operation. 

3. Perusahaan disarankan menyesuaikan parameter KPI HSE bulanan untuk 

kontraktor lokal agar indikator penilaian lebih sesuai dengan karakteristik 

pekerjaan, tingkat risiko, durasi pekerjaan, dan kapasitas kontraktor. 

Dengan adanya form evaluasi bulanan yang lebih aplikatif, perusahaan 

dapat memantau performa keselamatan kontraktor selama pekerjaan 

berlangsung, bukan hanya pada akhir proyek melalui Contractor 

Performance Review. 

4. Perusahaan perlu menetapkan HSE Contractor Meeting sebagai agenda 

rutin bulanan. Forum tersebut sebaiknya digunakan untuk menyampaikan 

hasil evaluasi HSE kontraktor, membahas temuan utama, menyepakati 

rencana tindak lanjut, serta memantau status penyelesaian action item dari 

bulan sebelumnya. Dengan demikian, hasil evaluasi tidak berhenti sebagai 

catatan internal perusahaan, tetapi menjadi dasar komunikasi dan 

perbaikan bersama antara perusahaan dan kontraktor. 

5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan evaluasi lanjutan 

setelah rekomendasi perbaikan diterapkan, sehingga dapat diketahui 

perubahan nilai implementasi CSMS sebelum dan sesudah perbaikan. 

Selain itu, penelitian berikutnya juga dapat memperluas objek kajian 

dengan melibatkan sudut pandang kontraktor, agar efektivitas upaya 

peningkatkan kinerja keselamatan kontraktor di perusahaan dapat dinilai 

tidak hanya dari sisi perusahaan sebagai owner, tetapi juga dari sisi 

pelaksana pekerjaan di lapangan. 
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